STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2020



DAFTAR ISl
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2020
No. Urut No. SOP Judul SOP
1|SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
il V.26.1.1.1 Pengelolaan surat masuk
2 V.26.1.1.2 Pengelolaan surat Keluar
3 V.26.1.1.3 Perencanaan Kebutuhan Sarpras Kearsipan
4 V.26.1.1.4 Pengelolaan dan Pengadaan Barang
5 V.26.1.1.5 Penyusunan Laporan Pengguna Barang Bulanan, Semesteran dan Tahunan
6 V.26.1.1.6 Penyusunan Neraca Aset
7 V.26.11.7 Pengelolaan Data Pegawai
8 V.26.1.1.8 Penyiapan Bahan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
9 V.26.1.1.9 Penyiapan Bahan Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan
10 V.26.1.1.10 Penyiapan bahan Usulan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
11 V.26.1.1.11 Penyiapan bahan Pensiun dan/atau Pemberhentian Pegawai
12 V.26.1.1.12 Penyiapan Bahan Pemberian Tanda Kehormatan dan/atau Penghargaan
13 V.26.1.1.13 Penyiapan Bahan Usulan Pengurusan Askes, Taspen
14 V.26.1.1.14 Penyiapan Bahan Usulan Pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu istri dan Kesejahteraan lainnya
15 V.26.1.1.15 Penyusunan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai
16 V.26.1.1.16 Penyiapan Bahan Pemberian Sanksi Pegawai
17 V.26.1.1.17 Pelayanan Pengusulan ljin Belajar
18 V.26.1.1.18 Permohonan Informasi Publik
Sub Bagian Perencanaan Neragatro
1 V.26.1.2.1 Penyusunan dan pengolahan DatafPerdagangan
2 V.26.1.2.2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
3 V.26.1.2.3 Penyusunan Kalender Kegiatan
4 V.26.1.2.4 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
5 V.26.1.2.5 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
6 V.26.1.2.6 Penyusunan Rencana Strategis




No. Urut No. SOP Judul SOP
7 V.26.1.2.7 Penyusunan Lakip dan LPPD
8 V.26.1.2.8 Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi
9 V.26.1.2.9 Penyusunan Penetapan Kiner ja
10 V.26.1.2.10 Penyiapan Bahan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
11 Vv.26.1.2.11 Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan
Sub Bagian Keuangan dan Aset
1 V.26.1.31 Pencairan Anggaran Uang Persediaan
2 V.26.1.3.2 Pengelolaan uang Persediaan
3 V.26.1.33 Pengajuan Anggaran Kegiatan
4 V.26.1.3.4 Pencairan Anggaran Secara langsung
5 V.26.1.35 Pengelolaan Pajak
Il |BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
1 V.26.2.11 Proses Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Seksi Distribusi dan Logistik
1 V.26.2.21 Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2 V.26.2.2.2 Pemantauan Stok / Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah
1 V.26.2.3.1 Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah
11| BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Seksi Ekspor dan Impor
1 V.26.31.1 | [Pembinaan Ekspor Impor ke Dunia Usaha
2 V.26.3.1.2 Pelayanan Penerbitan SKA
Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan
1 V.26.3.21 Pengiriman Sampel Produk Potensial Ekspor ke Perusahaan Luar Negeri
2 V.263.2.2 Penyelenggaraan Pameran Produk Ekspor di Dalam dan Luar Negeri
Seksi Fasilitasi
1 V.26.3.3.1 Penyediaan Data Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung
2 V.26.3.3.2 Mediator bagi Eksportir dan Calon Eksportir dalam mendapatkan fasilitas yang mendukung ekspor dan Peningkatannya




No. Urut No. SOP Judul SOP
IV[BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
Seksi Kerjasama dan Promosi Inventasi Industri
1 V.26.4.1.1 Pelayanan verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen Ul
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri
1 V.26.4.2.1 Pelayanan verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen Ul perubahan
Seksi Pembangunan Sumber DayaIndustri
1 V.26.4.31 Pelayanan verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen {U! perluasan
V|BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
Seksi Pembangunan Industri Kecil-dan Menengab-
Perumusan kebijakan daerah dibidang pembangunan dan pemberdayaan industri
1 V.26.5.1.1 Memfasilitasi kemudahan akses keuangan bagi industri kecil dan menengah
Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi
1 V.26.5.2.1 Penetapan industri unggulan provinsi
Seksi Pembinaan Industri Hijau
1 V.265.3.1 Pelaporan kebijakan daerah dibidang pembinaan industri hijau
VI| BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
Seksi Standarisasi Industri
1 V.26.6.1.1 Pembinaan IKM melalui fasilitasi SNI
Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
1 V.26.6.2.1 Pendataan dan sistem informasi industri
Seksi Fasilitasi Industri
1 V.26.6.3.1 pelayanan fasilitasi sarana industri pada sentra IKM
VII|UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang
Sub Bagian Tata Usaha
¥ V.26.7.1.1 Pengelolaan surat masuk
2 V.26.7.1.2 Pengelolaan surat Keluar
3 V.26.7.1.3 Layanan Adm Kenaikan Pangkat PNS
4 V.26.7.1.4 Layanan Adm Kenaikan Gaji Pangkat PNS
5 V.26.7.15 Usulan Adm Pembuatan SK Pensiun
6 V.26.7.1.6 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)




-

No. Urut No. SOP Judul SOP
7 V.26.7.1.7 Pembukuan Barang Inventaris
8 V.26.7.1.8 Pembukuan Barang Pakai Habis
9 V.26.7.1.9 Usulan Penghapusan Barang Inventaris
10 V.26.7.1.10 Pemeliharaan Barang Inventaris
11 V.26.7.1.11 Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis
12 V.26.7.112 Penyusunan Laporan Barang Inventaris
13 V.26.7.1.13 Penyusunan Laporan Mutasi Barang
14 V.26.7.1.14 Penyusunan Laporan Tahunan
15 V.26.7.1.15 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran {RKA)
Seksi Sertifikasi Mutu Barang
1 V.26.7.2.1 Penerbitan Sertifikat Mutu
2 V.26.7.2.2 Pengolahan Data Hasil Pengujian
Seksi Pengawasan
1 V.26.7.31 Persiapan Peralatan Laboratorium.
2 V.26.7.3.2 Pengujian Contoh
3 V.26.7.3.3 Pengambilan Contoh
VIII{UPTD Balai Industri dan Kemasan
Sub Bagian Tata Usaha
1 v.26.8.1.1 Pengelolaan surat masuk
2 V.26.8.1.2 Pengelolaan surat Keluar
3 V.26.8.1.3 Layanan Adm Kenaikan Pangkat PNS
4 V.26.8.1.4 Layanan Adm Kenaikan Gaji Pangkat PNS
5 V.26.8.15 Usulan Adm Pembuatan SK Pensiun
6 V.26.8.1.6 Pelayanan Usulan Pengajuan SKP
7 V.26.8.1.7 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
8 V.26 8.18 Pembukuan Barang Inventaris
9 V.26.819 Pembukuan Barang Pakai Habis
10 V.26.8.1.10 Usulan Penghapus an Barang Inventaris
11 V.26.8.1.11 Pemeliharaan Barang Inventaris
12 V.26.8.1.12 Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis
13 V.26.8.1.13 Penyusunan Laporan Barang Inventaris
14 V.26.8.1.14 Penyusunan Laporan Mutasi Barang




No. Urut No. SOP Judul SOP
15 V.26.8.1.15 Penyusunan Laporan Tahunan
16 V.26.8.1.16 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran {RKA)
Seksi Produksi dan Jasa Industri
1 V.26.8.2.1 Pengembangan industri dan Kemasan
Seksi Desain dan Kemasan Industri
1 V.26.8.3.1 Petayanan Jasa Desain dan Kemasan




)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURATMASUK
TAHUN 2020




-

Nomor SOP

V26111

Tgl Pembuatan |

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tel. Revisi |

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG .
Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Pengelolaan Surat Masuk

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum |

Kualifikasi Pelaksana

1
2,
3

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Keria Cabangz dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi LamPllPE T

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

3

Keterkaitan

SOP Pengelolaan Kearsipan

Peringatan

Jika tidak dilakukan, maka surat masuk dan surat keluar tdak terkelola dengan baik.

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan perlengkapannnya
2 Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Pencatatan dan Pendataan

—




-

FLOWCH ART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur i » Kasubbag Umum Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas cretari £ Y /
P Sekretaris & Riepng Staf PeriiaiTian Waktu Out put
Tertatanya
1 Mengnma surat masuk yang didisposisikan | i Pastban s || 1e manie administrasi
pimpinan | surat
A ! —=.
|
Buku pencatatan v Tercatatnya
2. | Mencatat surat masuk P 5 menit tatny
surat surat
o Tersusunnya
’ . R o . . o
3 M ngarsnpkan surat masuk sesuai isi disposisi —l Tatb Perairatan Dinas | 30 nienis terarsipkannya
pimpinan L_ : surat masuk
. X z n
4. | Memberi nomor surat masuk Tata Persuratan Dinas | 10 menit Siilanys 1Qmes
surat masuk |
1
¢ Tersusunnya |
5. | Merekapitulasi surat masuk Tata Persuratan Dinas | 30 menit rekapitulasi
! surat .
¢, | Membuat laporan surat masuk dalam kurun Rekapitulasi surat e Ee?;?zzry; I
* | waktu 1th. - masuk . P
masuk

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGANPROVINSILAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603

1007



Ay

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT KELUAR
TAHUN 2020




(9%

Nomor SOP

V26112

Tgl Pembuatan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Tgl Revisi
PERDAGANGANPROVINSI LAMPUNG

01 Oktober 2020

Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

NamaSOP

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

|
|
!
i
!
-[ Pengelolaan Surat Keluar

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum

o

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Cabang dan Unit P elaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
| 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Kearsipan

2. Komputer dan perlengkapannnya
3. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka surat masuk dan surat keluar tdak terkelola dengan baik




FLOWCH ART SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur ~ . Kasubbag Umum Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas | Sekretaris & Kepeg Staf Perlengkapan Waktu Out put
Tertatanya
i Menerima surat kelurar - Tata Persuratan Dinas | 10 menit :3:::“15"351
1 - Tercatatnya
Buku pencatatan :
2. | Mencatat surat keluar Sul;a;l P 5 menit surat keluar
|
M sipkan d bun ezt ) Tersusunnya dan
3. CIFATRIARIAN Memual Sulgiieinas —— Tata Persuratan Dinas | 30 menit terarsipkannya
sesuai isi disposisi pimpinan v-]
iy surat kelur
+ Adanya nomor
4. | Memberi nomor surat keluar 4 Tata Persuratan Dinas | 10 menit keluar
# — e e |
+ Tersusunnya
S. | Merekapitulasi surat keluar Tata Persuratan Dinas | 30 menit rekapitulasi
surat keluar
- : Tersusunnya
¢, | Membuat laporan surat kelur dalam kurun Rekapitulasi surat i a or:m 5uryat
© | waktu 1th. keluar J kguar

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERENCANAAN KEBUTUHAN SARPRAS KEARSIPAN
TAHUN 2020




L]

s ——

1 Nomor SOP

V.26.1.13

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl Pengesahan

I November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

| Perencanaan Kebutuhan Sarpras Kearsipan
|

SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN SARPRAS KEARSIPAN

l

DasarHukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peratwran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesta Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan merencanakan kebutuhan kearsipan
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan Kearsipan.
2. SOP Pemeliharaan Arsip.

Peralatan/Perlengkapan

=
| 1. Komputer dan perlengkapannnya
l 2. Sarana dan prasarana yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka tidak tersedia kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan




FLOWCHART SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN SARPRAS KEARSIPAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 0607

Pelaksana Mutu Baku |
No Uraian Prosedur . . | Ket
= Kepala Dinas Sekretaris Kasubbag Uiy Staf Parsyaratan/ Waktu
& Kepeg Perlengkapan
Menginventarisir dan menilai keberadaan T . _Daftar ety
I ot - Agenda kerja 1 jam inventarisasi dan |
P penilaian |
Memperhitungkan kebutuhan sarana dan . . . Catatan |
Z, : Daftar inventaris 2jam = '
prasarana yang diperlukan secara cermat. Eﬂ perhitungan
Menyusun daftar usulan kebutuhan sarana ; ’ ;
3. dan prasarana serta jumlah biayanya: = Daftar inventarisas 2jam Daftar usulan
Memeriksa dan menyempurnakan daftar
4. | usulan dan menyampaikannya kepada | . - Daftar usulan 1 jam Daftar usulan |
pimpinan. : -
Persetujuan daftar usulan kebutuhan sarpras tidak : ya
5. | pada RKA dan DPA, jika tidak setuju " Dafiar usulan 1 hari Daftar usulan !
dikembalikan untuk direvisi. 5 |
: - Nl =T = —
¢ | Tindak lanjut rencana pengadaan Sarpras I —b- Dokumen usulan e Rencana .
pengadaan L-



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DAN PENGADAAN BARANG
TAHUN 2020




Nomor SOP

V26114

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN I Tgl Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

NamaSOP

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pengelolaan dan Pengadaan Barang

e

SOP PENGELOLAAN DAN PENGADAAN BARANG

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Bw N =

1. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengadaan barang
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penilaian dan Penghapusan Barang
2. SOP Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Peringatan

1. Komputer dan perlengkapannya
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan

Pencatatan dan Pendataan

| Jika tidak dilakukan, maka pengelolaan dan pengadaan barang tidak terlaksana dengan baik




FLOWCHART SOP PENGELOLAAN DAN PENGADAAN BARANG

|

Pelaksana ~ Mutu Baku
No Uraian Prosedur ' . ==—7 Kasubbag Umuny Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas | Sekretaris & Kepeg Staf Perlengkapan Waktu Out.put
' Tersedianya
1 Meminta daftar kebutuhan barang masing - Adanya daftar 1 iam Rencana
" | masing Bidang | kebutuhan J kebutuhan
barang
| Daftar Rencana
w
2 Menyusgn resioqnd kebutuhan barang = Rencana kebutuhan 1 hari kebutuhan
inventaris al =) barang
|: Kesepakatan
) | Daftar kebutuhan . Daftar kebutuhan
3. | Rapat internal 2 barang 2jam barang masing-
| masing Bidang
Kepala Dinas memeriksa dokumen proses dan | tidak : e | ]
pelaksanaan Pengadaan barang, jika setuju Memenuhi .
4, 3 YRR e : - 1 hari pengadaan
ditandatangani, jika tidak setuju dikembalikan persyaratan b
Y e arang
untuk diperbaiki |
| — =
T | Berita acara r
S. | Serah terima barang hasil pengadaan | !"_ i Hasil pengadaan 1 jam serah terima Eg:ial;
| barang g
[ - Daftar Barang |
Kuasa Penggu-
6 Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan Berita Acara terima o : DKZ(?JE};]:\ )
| BMD (Barang Milik Daerah) barang J Gugemur
tentang status
penggura BMD
 § Surat Perintah
"z Pengeluaran
7 Melaksanakan penyaluran barang sesuai f | st Barang (SPPB)
" | kebutuhan ke masing masing Bidang dan Berita Acara
Serah Terima
(BAST) barang




Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD
yang berada dalam penguasaannya

Dokumen inventaris

1jam

Kartu Inventaris
Ruangan (KIR),
Kartu Inventaris
Barang (KIB),
dan Buku
Inventais (BI)

Mengurus, mengamankan dan memelihara
penggunaan BMD yang dalam pemakaian
pada masing-masing Bagian dan atau Sub
Bagian

Setiap hari
kerja

- Daftar
Pemeliharaan
BMD

- Berita Acara
Stock Perseiaan
barang

| 10.

Menyusun laporan barang kuasa pengguna
semesteran dan tahunan

Dokumen catatan
barang

1 hari

Laporan Barang
Kuasa Pengguna
Semesteran dan

Laporan Barang

Kuasa Penggruna
Tahunan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN PENGGUNA BARANG BULANAN,
SEMESTERAN DAN TAHUNAN
TAHUN 2020




T Nomor SOP

Vi26.1.1;5

| Tgl. Pembuatan
| I —

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN | Tel Revis

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG | :
Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Penyusunan laporan pengguna barang bulanan, semesteran, dan tahunan

— —

SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENGGUNA BARANG BULANAN, SEMESTERAN, DAN TAHUNAN

Kualifikasi Pelaksana

DasarHukum l
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; .|
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; |

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan. |I

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan |
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

| Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Barang
2. SOP Pengadaan Barang

| 1. Komputer dan perlengkapannnya
1 2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

1. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan pengelolaan barang,

Peringatan
|

| Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka pelaporan penggunaan barang secara periodik tidak terlaksana dengan baik.

|




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENGGUNA BARANG BULANAN,
SEMESTERAN, DAN TAHUNAN

Pelaksana — Mutu Baku
Uraian Prosedur . : Kasubbag - | Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas Se_kretans  |Umumé Kepeg | _Stzf - Perlengiapan Waktu Output
Draf laporan
Menyusun laporan bulanan, Laporan - penggunaan
Pengguna Barang Semesteran dan Laporan I Agenda kerja 1 hari barang bulanan,
Pengguna barang Tahunan | semesteran dan
tahunan, .
I —
+ Kebenaran La- |
Mencermati Laporan Pengguna Barang potan Pengpuna
. Barang Semes-
Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Draft laporan 1 jam |
teran dan La-
Tahunan
poran Pengguna
Barang Tahunan
Kebenaran La-
Mengkompilasikan Laporan Pengguna == pB(;;Z?‘ Pgr;%ng;r:a
Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Draft laporan | jam &

teran dan Lapor-
an Pengguna
Barang Tahunan

Barang Tahunan |

Laporan Peng-

Finalisasi Laporan Pengguna Barang guna Barang |
- Semesteran dan

Semesteran dan Laporan Pengguna Barang | Draft laporan 2jam .
. Laporan Peng-

Tahunan |

guna Barang
| Tahunan

S— | | I




Menyampaikan Laporan Pengguna Barang
Semesteran dan Laporan Pengguna Barang
Tahunan kepada Kepala Dinas

Laporan Peng-
guna Barang
Semesteran dan
Laporan Peng-
guna Barang
Tahunan

Dokumen laporan 30 menit

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 607

l
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DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA ASET
TAHUN 2020




DINAS PERINDUST RIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor SOP

V.26.11.6

e —

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

Tgl Revisi

—

Tgl. Pengesahan

—_ —

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penyusunan Neraca Aset

SOP PENYUSUNAN NERACA ASET

Dasar Hukum

l
| Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;,
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

|

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

dan Reformasi Birokrasi Republik |

| 1. Memiliki kemampuan dalam penyusunan neraca
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1.

SOP Pengelolaan dan Pengadaan Barang

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka neraca aset tidak terlaksana dengan baik.

——— — =




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN NERACA ASET

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur : ? Kasubbag Umumi Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas | Sekretaris &Kepes Staf Perlengkapan Waktu Output

Staf menyusun dafiar aset yang akan dinilai - 3
L

dan menyerahkannya kepada Kasubbag 45 mens Daftar st

|

Kasubbag Melakukan penilaian aset

berdasarkan : h 4

- Tahun Pembelian 3 Dafatr nilai
2, 45 menit

- Keadaan Barang barang

- Harga pasar

- Harga Perolehan

A

Kasubbag memasukkan nilai aset kedalam J .
3l ljam Neraca aset

neraca

¥

4. | Kasubbag melakukan finalisasi neraca aset 1 hari Neraca aset




Staf mendokumentasikan neraca asset

10 menit Neraca aset

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI! LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS| LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DATA PEGAWAI
TAHUN 2020




Nomor SOP

| V.26.1.17

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

i November 2020

| Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

| Pengelolaan data kepegawaian

SOP PENGELOLAAN DATA PEGAWAI

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kompetensi dalam pengolahan data
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

I Peralatan/Perlengkapan

I. SOP Kinerja pegawai

Peringatan

1. Data seluruh pegawai
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka data pegawai tidak tersedia dengan baik.

e e




FLOWCHART SOP PENGELOLAAN DATA PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosed ; ;
FERUL SRRSO Kepala Dinas | Sekretaris Kasugblzgpg;um Staf Ifeer rlseﬁ;r:;z/n Waktu Qutput =t
1 Kasubbag memerintahkan Stgf untuk ' Agenda kerja 5 menit disposisi
mempersiapkan data pegawai.
L
Staf menyiapkan file pegawai sebagai bahan g i s : File data
2 untuk entry data ke SIMPEG disposipt Vil pegawai
Staf melakuan entry data pegawai ke dalam h 4 Data E)e]giwal
program SIMPEG apabila terjadi perubahan . : . SAVEL YOI
3. : ; File data pegawai 45 menit mengalami
data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, bak
Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb) f:rl;:ri =
Staf menyusun data pegawai yang akan ¥
- Pensiun .
4. | - Naik pangkat Data terbaru 1 jam D pegavia
up tod ate
- Menerima Gaji berkala
- Diusulakn penerima Satya Lencana




Staf mendokumentasikan data pegawai hasil
entray data terakhir

Dokumen data
pegawali

10 menit

Arsif data
pegawai dengan
perubahan
terbaru

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.1.18

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Revisi

——

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai

SOP PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

=

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan data pegawai

Peralatan/Perlengkapan

1. File data pegawai
2. Komputer, Printer, ATK
3. Meja, Kursi, dil

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka ketersediaan rencana kebutuhan pegawai tidak terencana dengan baik.

Data kebutuhan pegawai harus tersedia secara berkelanjutan

=




FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

|_ | Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur . = ' P =
" Kepala Dinas | Sekretaris Kas‘gﬁggpggmumi Staf [fe iﬁiﬁgﬁ;ﬁ% Waktu Ouiput Kt
|
|
Kasubbag memerintahkan stafuntuk -_'_p .
. mengumpulkan data kebutuhan pegawai | Agenda ke 5 mentt Dipasisi
1
Staf mengumpulkan data pegawai dan [.- T 1 iam Data kebutuhan
menyerahkannya kepada Kasubbag. J pegawai
Kasubbag menyusun rencana kebutuhan - R
2 pegawai sesuai ketentuan (formasi, E___l 1 hari ke]: c’é?l?an
" | Klasifikasi pendidikan, jenis kelamin) dan 2 coutut
menyampaikannya kepada Sekretaris Regawal
Sekretaris membuat draft surat usulan Dralﬂ surat
3. | kebutuhan pegawai dan menyampaikannya R "‘-: 1 hari Es‘; atrl]]h
kepada Kepala Dinas ng:waian
Finalisasi surat usulan kebutuhan pegawai, : Surat usulan
4. | jika terjadi kesalahan dikembalaikan untuk . 1 hari kebutuhan
diperbaiki. pegawai
Sekretaris mengirim surat usulan kebutuhan Te;;llﬂrlm;lya
S | pegawai kepada Pemerintah pusat atau > 30 menit ls(u b u}slu .
Pemerintah Daerah s
| pegawal




usulan kebutuhan pegawai 10 menit kebutuhan

. et
Kasubbag Perencanaan menyimpan surat - IS velart
pegawai

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN USULAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN
TAHUN 2020




Nomor SOP

| V.2611.9

Tgl Pembuatan

1

| 01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

—

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penyiapan bahan usulan mutasi dan promosi jabatan

SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN

DasarHukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, B
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, |
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengelolaan data pegawai
2. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Peringatan

1. Data pegawai

| 2. ATK, Komputer, Printer, dli

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka mutasi dan promosi jabatan tidak terlaksana dengan baik.




FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur . .
Kepala Dinas | Sekretaris Kast:glzblzsplclgmm Staf ;; ::ﬁ:ka;:r;/n Waktu Output
Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk — gistposisi .
menyiapkan data PNS yang telah memenuhi | -_"'I_ et Agenda kerja 30 menit u:nfkpjsgjzv:l
syarat untuk mutasi, dan promosi jabatan. promosi jabatan
Kasubbag memerintahkan Staf untuk | . 5 Data pegawai 30 menit Formasi iabatan
menyiapkan data formasi jabatan | : peg ]
= i
Staf menyusun draf usulan mutasi, promosi Data formasi e Drafusulan
dan menyerahkannya kepada Kasubbag Eﬂ jabatan ] mutasi, promosi
Kasubbag menyerahkan draft usulan mutasi, Drafusul
promosi untuk diserahkan kepada Kepala T '-: Draft usulan 10 menit mL:a:isu ?(I)]m -
Dinas : sl e > P
5 Finalisasi persetujuan pimpinan, jika terjadi Draft usulan mutai, | hari Persetujuan
" | keselahan dikembalikan untuk diperbaiki promosi usulan promosi
Mengirimkan surat usulan mutasi, promosi Surat usulam 30 menit Surat usulan
keBKD & Mmutasi, promosi Lo promosi ke BKD

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN GAJI BERKALA
TAHUN 2020




NomorSOP

V.26.1.1.10

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Revisi

PERDAGANGANPROVINSILAMPUNG
Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala

SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT, GAJI BERKALA

DasarHukum

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan adminsitrasi pegawai
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan data pegawai
2. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai
3. SOP Penyiapan Bahan Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan

Peralatan/Perlengkapan

1. Data pegawai
2. Note Book, Printer, ATK, dil

Peringatan

Jika tidak dilakukan, maka usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan




FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT, GAJI BERKALA

Pelaksana ~ Mutu Baku
No Uraian Prosedur . o Kasubbag Umury Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas Sekretaris & Kepeg Staf Perlesiokiniin Waktu Output
Data penjagaan
Staf menyusun data pegawai yang akan naik 3 s kenaikan
L pangkat dan gaji berkala Agenda kerjg 1 jam pangkat, gaji
berkala
Kasubbag meneliti dan menyiapkan berkas-
2. | berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, gaj < Data pegawai 30 menit getir,:\apsu}an Bahnn,
berkala
Sekretaris membuat surat usulan kenaikan
| angkat, gaj berkala, dan menyampai- Bahan dan berkas menit af Surat usulan
3 pangkat, gaj berkala, d yampai han dan berk 45 i Draf § 1
kannya kepada Kepala Dinas
Kepala Dinas memeriksa surat usulan
4. kenalkap pangkat, gar ”berkala, jika sudah Dokumen usulan 1 hari Surat usulan
benar ditandatangani, jika salah
dikembalikan untuk diperbaiki.
Sekretrais memeriksa susunan kelengkapan S I
usulan kenaikan pangkat, gaj berkala, dan . BARIRE AR |
5. 2 i Dokumen usulan I han kenaikan pangkat,
menyerahkannya kepada Kasubbag untuk -+ berkal |
dikirim. g2 berkaia
Kasubbag mengirimkan surat usulan Surat usulan
y . . kenaikan
6. | kenaikan pangkat, gaji berkala dan Dokumen usulan 1 jam pangkat, gaj
lampirannya. L adadl |




Staf mengarsifkan surat usulan kenaikan
pangkat, gaj berkala

Dokumen uuslan

10 menit

Arsip usulan
kenaikan pangkat
dan gaji berkala.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG I

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN PENSIUN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEGAWAI |
TAHUN 2020




ad

NomorSOP

V.26.11.11

Tgl Pembuatan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Revisi

01 Oktober 2020

-

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG | Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penyiapan bahan pensiun dan atau pemberhentian pegawai

SOP PENYIAPAN BAHAN PENSIUN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEGA WAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis data pegawai
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengelolaan data pegawai
2. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai

1. Data pegawai
2. Komputer, Printer, ATK, dll.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka bahe_m pensiun dan atau pemberhentian pegawai tidak terlaksana dengan
baik.




FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN PENSIUN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur y : Kasubbag U Ket
b | Kepala Dinas | Sekretaris 1;2 ]E(lgpc ;mm Staf [?eerrlse}rllz;:l:z/n Waktu Out put
Kasubbag memerintahkan stafuntuk Disposisi dan
1. | menyusun data calon pegawai yang akan ¥ Agenda kerja 1jam data pegawai
pensiun calon pensiun
Kasubbag membuat data nominatif calon T o
2. | pensiun dan menyerahkannya kepada DngOSI.Sl Gapticaia 1 jam Dz}ta noml{latlf
Sekretaris pegawai calon pensiun |
£ 3
Sekretaris menyerahkan data pegawai kepada T
3 Kepala Dinas untuk diketahui dan _- Da}gannommat}f an 30 it Usulan Calon
" | ditandatangani, kemudian disampaikan ke :ian }:;‘gz.lwal yang R Pensiun
BKD Provinsi pensiun
Sekretaris melalui Kasubbag menyampaikan - > Blink
I Daftar calon pensiun kepada PNS calon Blanko 1 hari h £ "d..y‘?“gl h
pensiun untuk mengisi dan melengkapi 2 a;’u A
| persyaratan pensiun —
|| o
Meneliti kelengkapan persyaratan calon oslapan
— Kelengkapan Berkas | 45 menit persyaratan
P calon pensiun
S = - = —— - = = . = = = B
Draft surat pe-
- tar pengi- -
' Membuat surat pengantar pengiriman I nganiar peng ;
kelengkapan data PNS calon pensiun Melengkapan berkas. 1 jam ::;Zﬁ Ezznr%qu
calon pensiun




Finalisasi surat pengantar Dokumen 30 menit Surat Pengantar |
|
i
Mengirimkan surat pengantar ke BKD Dokumen 45 menit Surat pengantar
|
|
Arsip dokumen |
Pengarsipan Dokumen usulan 10 menit usulan calon .

pegawai pensiun

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG
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| Meneliti kembali kelengkapan persyaratan

L | dan menyusun berkas usulan untuk dikirim
Mengirimkan daftar usulan PNS yang berhak
6. | untuk menerima tanda kehormatan/

penghargaan kepada Pemerintah/Pemda.

Daftar .usulgn. yang 45 fenit Kelengkapan

telah disetujui persyaratan
Usulan PNS yang

Dokumen usulan 45 menit berhak. il
menerima tanda
kehormatan
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SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN ASKES, TASPEN
TAHUN 2020




NomorSOP

V.26.11.13

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penyiapan bahan usulan pengurusan, Askes, Taspen

SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN, ASKES, TASPEN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Menmiliki kemampuan dalam pengelolaan kebutuhan pegawai
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

. SOP Pengelolaan data pegawai

1. Data pegawai
2. Komputer, Printer, ATK dan fasilitas lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka pengurusan Askes dan Taspen tidak terlaksana dengan baik.




FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN, ASKES, TASPEN

Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Prosed N T , = Ket
— e e Kepala Dinas | Sekretaris Kasubbag Uy Staf Persyaratan/ Waktu Output £
& Kepeg Perlengkapan
Staf mengambil blanko dan persyaratan ke PT
1. | ASKES /PT TASPEN untuk disampaikan Agenda kerja 1 jam Blangko isian
kepada PNS yang belum memiliki Kartu
P - : Blangko yang
2. | Mengumpulkan blanko yang telah diisi i I Blanko isian 1 hari o daﬁk diisyi dgta
v
3 Menelit data“ygng mengajqun permolionan Blanko berisi data | jam Validasi data
yang sudah diisi untuk diteliti kebenarannya
. .. . |
4 Merpenksa dan‘menelm berkas masing Blankic Barial data Vjai Borkas
masing pegawai yang mengusulkan |
|
:
5. | Penandatanganan surat pengantar permohonan berkas 1 hari Surat pengantar
o Berkas permo-
6 Mengirimkan permohonan ke PT ASKES/ Dokumen usulan 45 menit honan usulan

PTTASPEN

Kartu ASKES/
TASPEN




Pengarsipan

Arsip dokumen

Dokumen usulan 10 menit
usulan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
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SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAI , KARTU SUAMI,
KARTU ISTRI DAN KESEHJAHTERAAN LAINNYA
TAHUN 2020




Nomor SOP

| v.26.1.114

Tgl Pembuatan

| 01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl Revisi

.

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

| Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

| Penyiapan bahan usulan pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu |
| Istri dan bentuk kesejahteraan lainnya

SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAI, KARTU SUAMI,
KARTU ISTRI DAN BENTUK KESEJAHTERAAN LAINNYA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan dan
| kesejahteraan pegawai
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

' Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan data pegawai

—

Peralatan/Perlengkapan

1. Data pegawai
| 2. Komputer, Printer, ATK dll.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka pen;gut_'usan Kartu Pegawai, Kartu Suami-Istri dan bentuk kesejahteraan
lainnya tidak terlaksana dengan baik.




FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAIL KARTU SUAMI,
KARTU ISTRI DAN BENTUK KESEJAHTERAAN LAINNYA

-~ - - - -  n - ~ Pelaksana | Mutu Baku
N Uraian Prosedur T Pe an/
= L Kepala Dinas | Sekretaris Kas‘gbéfpg;um Staf | ;; irl:iif;?:;/n Waktu Out put
Menyiapkan usul dan persyaratan keleng- -
1. | kapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, iy?rat l(ci an 1 hari Kelengkapan
KARIS elengkapan persyaratan
2. | Membuat surat usulan permohonan — 30 menit Drafsurat
permohonan
b . Kelengkapan
3. | Meneliti kelengkapan persyaratan 45 menit
persyaratan
4 Legalisasi usulan permohonan KARPEG, 1 bart Surat
" | KARSU, KARIS ke BKD Provinsi permohonan
5. | Mengirimkan berkas permohonan ke BKD - S 1 jam ::rrkk;:mnya




Pengarsipan

.h—

10 menit Arsip

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAFTAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.261.1.15

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Tgl Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai

SOP PENYUSUNAN DAFTAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

DasarHukum

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian kiner ja pegawai
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengelolaan data pegawai

1

1. Data pegawai
2. Komputer, Printer, ATK, dan fasilitas kerja lainnnya.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka penilaian kinerja pegawai tidak terlaksana dengan baik.




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN DAFTAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAL

= e Pelaksana - T MuwBaku
No Uraian Prosed . ) Ket
- e Kepala Dinas | Sekretaris Kastb}zgpggmum Staf PP; irlseiagt;z:.l Waktu Out put
|
| Menyampaikan format isian penilaian - -
| kinerja pegawai kepada para pejabat | 45 menit | Format isian
. | struktural
| |
— -~ —
| k4
Me.ng_k_ompllasll, mengentry dan meflelm E] 3 Data penilaian
2. | hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan 1 hari Sk 2
d p kinerja pegawai
ata presensi
| v
3 Rekapitulasi hasil penilaian kinerja pegawai f —D i bt Data rekapitulasi
dan menyerahkannnya kepada Kasubbag l
Menyusun daftar penilaian kinerja pegawai, ; Draft daftar
4. | dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas 1 hari penilaian kinerja
untuk diketahui dan ditandatangani. pegawai
tidak §
5. | Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai ya 1 hari D.aﬂa.r pemlalar}
kinerja pegawai




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN PEMBERIAN SANKSI PEGAWAI
TAHUN 2020




NomorSOP

V.26.11.16

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

| Penyiapan bahan pemberian sanksi pegawai

SOP PENYIAPAN BAHAN PEMBERIAN SANKSI PEGAWALI

DasarHukum

| Kualifikasi Pelaksana
|

|
|
|1
1
|
|
l

—_—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur |
Administrasi Pemerintahan. |

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan '

Tata Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian kinerja
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Daftar Penilian Kinerja Pegawai

Peringatan

Peralatan/Perlengkapan

1. Data pegawai
2 Komputer Pnnter ATK, dan fasxhtas kerja lamnnya

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka pemberian sanksi kepada pegawai tidak terlaksana dengan baik.




FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN PEMBERIAN SANKSI PEGAVVAI

Pelaksana [ _ Mutu Baku
N Uraian Prosed . N Ket
2 R Kepala Dinas | Sekretaris Kasgblgfp ngmm Staf ]f; i;zaf;;gfn Waktu Out put )
Atasan langsung memberikan teguran lisan - _.-_‘ D | .
| kepada bawahan yang melakukan | Bukti kesalahan/ 1i Fasﬂ(ﬁgu i
' elanggaran disiplin ringan pelanggaran jam Iz dituat 3
P : secara tertulis.
Atasan langsung memberikan teguran T —
tertulis ke gada %awar:an ann mfsih H__D__'D Bukti kesalahan/ Surat tegoran Hukuman
2% P PRMBEINE | 30 menit gorar disiplin
melakukan pelanggaran setelah diberi pelanggaran secara tertulis :
teguran lisan. ringan
Atasan langsung memberikan pernyataan St Bermves
tidak puas secara tertulis kepada bawahan -——D Bukti kesalahan/ : FESG
3. . 30 menit taan tidak puas
yang masih melakukan pelanggaran setelah pelanggaran 3
== ; secara tertulis
diberi teguran tertulis.
|
i.
Kepala Dinas memberi sanksi berupa |
. . . Surat keputusan
penundan kenaikan pangkat berkala selama 1 —bl
F L . penundaan Hukuman
(satu) tahun kepada pegawai yang Bukti kesalahan/ . : - Ty
4 Ay ; 1 jam kenaikan pang disiplin
melakukan pelanggaran disiplin katagori pelanggaran
X kat berkala sedang
sedang dan telah mendapat pernyataan tidak e

puas secara tertulis..




Kepala Dinas memberi sanksi berupa
penundan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun kepada pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin katagori sedang dan
telah mendapat pernyataan tidak puas secara
tertulis.

.

Bukti kesalahan/
"". ‘ pelanggaran

1 jam

Surat keputusan
penundaan

kenaikan pang-
kat selama 1 th

KEPAILA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR
TAHUN 2020




NomorSOP | V.261.1.17

f——

Tgl Pembuatan | 01 Oktober 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN L Bl | ;
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Pengesahan ;. Havesmber 2040 -
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
NamaSOP | Pelayanan pengusulan izin belajar

SOP PELAYANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR

-

DasarHukum | Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 temang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

b

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 1. Memiliki kemampuan dibidang adminsitrasi perkantoran
Prosedur Administrasi Pemerintahan. | 2. Mampu mengoperasikan komputer,
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 3. Teliti dan cermat

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Alat tulis kantor, Printer, Komputer.
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. Tata Persuratan Dinas
3. Buku Pencatatan Surat

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

p————

| Jika tidak dibuat, maka pelayanan terhadap pegawai yang akan mengajukan izin belajar tidak optinal




FLOWCH ART SOP PELAYANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR

Pelaksana Mutu Baku Ket

No | Uraian Prosedur . | Kasubbag Umum . Persyaratan/

Kepala Dinas Sekretaris & Kepeg Staf/Pegawai Yesdcnifeman Waktu Output
|
| 3
I. Pegawai mengajukan surat izin belajar | Sqra:) pengajuan 5 menit Sm:}[_pcnn o!'nonan
| izin belajar izin belajar
Kasubbag memeriksa kelengkapan persyaratan VTR | |- lI ‘

2. adminsitrasi dan membuat konsep surat pengantar : - = _Sgra:)gc;::ohonan 1jam .Sl.lméeﬁl.'m‘)honan
oy BeliliE izin belaj isin belajar

= . tolak : =
Sekretaris meineriksa konsep surat pengantar izin -
belajar, jika setuju memberi paraf dan inenerus- | ;s < Surat izin belajar Surat izin bela;

3 kannya kepada Kepala Dinas untuk inendapat : yang sudah 45 menit i - minl d? Jar ¢
persetujuan. Jika tidak setuju, usulan izn belajar : disetujui yang Ll
ditolak. H ya
Kepala Dinas meneriksa surat pengantar izin 2 Soaraifiizin Beliian Su;:;llgnmcﬁ yang

4. | belajar. jika sctuju ditandatangani, jika tidak setuju e s"‘g‘hf;”ar 4 30 menit f:n s
dikembalikan untuk diperbaiki atau ditolak. PHugaAt CIpAl Dmga*;“‘ and

- Surat izin belajar Surat lzin belajar

5. Pemberian nomor surat, cap, dan pengarsifan, ' 2::;;??2;):1?"@' 10 menit i?)l;gmosrléi? difex:

Dinas distempel




Pemberian Surat 1zin belajar kepada pemohon.

—

Surat izin belajar 5 menit Surat Izin Belajar

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




il

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020




DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

T
Nomor SOP | V.26.11.18

Tgl Pembuatan | 01 Oktober 2020

Tgl Revisi =

Tgl Pengesahan November 2020

Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP Pengelolaan Permohonan Indormasi Publik

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DasarHukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

w N

Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan

2. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar

1.  Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Peralatan/Perlengkapan

3. Komputer dan perlengkapannnya
4. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka surat masuk dan surat keluar tdak terkelola dengan baik.




FLOW CHART SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PELAK SANA MUTUBAKU
NO URAIAN KEGIATAN PETUGAS PETUGAS PPID PPID WAKTU
PELAYANAN | INFORMASI UTAMA PEMBANTU NELENSHARAN (menit) ediich ks e
1 2 3 4 5 -] 7 ] ] 10
Menerima permohonan informasi publik dari Formuiir Permohonan Informasi Register Permohonan Informast
N pemohon yang datang langsung ataupun melaiui T (Format 1), Fotocopy/hasil scan 5 Publik, Tanda Terima
surat permohonan yang dikirimkan via pos, fax, @ identitas dirl pemohon Permohonan Informasi Permohonan informasi yang
email atau media komunikasi lainnya - "___-{I = - (KTP/SIM/Paspor) (Format 1) | diterima oleh SKPD, maka
Mengidentifikasi informasi yang diminta apabila PPID Pembantu SKPD
informasi tercantum daiam Daftar Informasi Pubiik tersebut harus segera
2 (DIP), permohonan di proses, apabila informasi tidak / \\ Permohonan, kelengkapannya Permohonan di proses/ tidak di menyerahkan permohonan
tercantum dalam DIP Petugas Pelayanan dan DIP proses informasi tad kepada PPID
memberikan surat pemberitahuan tertulls metalui \/ Utama pafing lambat 1 (satu)
Petugas Pelayanan hari sejak penerimaan
Menyampaikan permintaan informasi yang diminta 4 Surat PPID Utama tentang permohonan dimaksud
3 | pemohon kepada SKPD penguasa informasi/ | Permohonan informasi permintaan informasi kepada
dokumentasi melalui PPID Pembantu | SKPD
Memberkan jawaban atas permintaan informasi dari
PPID Utama, apabila informasi yang diminta dikuasai Surat PPID Utama tentang Surat jawaban SKPD atas
4 | diianjutkan ke proses selanjutnya, apabiia tidak permintaan informasi kepada 180 permintaan informeasi PPID
dikuasai petugas informasi tan surat SKPD Utama
pemberitahuan meialui Petugas Layanan
Menganalisa informasi apakah diperiukan = Surat jawaban SKPD atas K n memerukan Uj
5 pertimbangan/Ujil konsekwensi dari Tm permintaan informasi PPID 30 P Y vt )
- ¢ iliepul konsekuensi dari Tim atau tidak
Pertimbangan Peiayanan Informasi Pubitk .__I_. Utama o s i
BV el i St i Feritint Bl gack Surat permintaan informasi publik
6 | SKPD penguasa informasi/dokumentasi tersebut #L i H";‘m el p 60 Salinan informasi pubiik
melalui PPID Pesmbantu i
] " y 1
g, Memyampnlin fatinan, infiimiesi bepads FIFID = ;' Saiinan informasi publk 20 | Saiinan informasi publik
Utama 1
W
8 | Menyiapkan Pemberitahuan Tertulis | 1 Sailnan informasi pubiik k] Draft Pemberitahuan tertulis
") - — i - i
gl 2SR e el PSR I I Draft Pemberitahuan tertuls 5 | Pemberitahuan tertuis
1
10 Menyampaikan Pemberitahuan tertulis dan Salinan ek salinan informasi publik, 0 Tanda terima salinan informasi
Informasi kepada Pemohon [ I Pemberitahuan tertuis publik
e e - — .T = — am —
; T " : Pemberitahuan tertuiis, Tanda Regiter Permohonan Informasi
11 | Meiengkapi Registes Permohonan Infarmasi Publik @ e Eakoan informact GACK 15 ol




KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG
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e e _—

Nomor SOP V.261 2.1 _
Tgl Pembuatan 01 Oktober 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TelRevsl I B
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG LA e e P 2, :
Disahkan oleh | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP . Penyusunan dan Pengolahan Data Perindustrian dan Perdagangan

SOP PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

|
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, ..
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

—

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 1. Memiliki kemampuan dalam penngolahan, dan analisis data;
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan program
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan komputer

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan |
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung |

= e —

Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan RKT
3. SOP Penyusunan LAKIP dan LPPD

1. Dokumen data
2 Komputer, printer, ATK.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dibuat, maka tidak tersedia data yang diperlukan untuk penyusunan program dan penetapan
kebijakan. |




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

i Pelaksana I\/iutu Baku
No | Uraian Prosedur — 1Per IS = Ket
Kepala Dinas | Sekretaris Kasubbag Staf Persyaraltan/ Waktu Output
Perencanaan | ™ |Perlengkapan e
]| Kasubbag memerintahkan Stafuntuk
mempersiapkan perlengkapan adminitrasi - o : TRETLF
1 dan teknis penyusunan Data Perindustrian Agenda lorfa ) ispesiy
dan Perdagangan
i. e
' Stafmenyiapkan perlengkapan adminsitrasi, )
5 dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan Disposisi 1= Disposisi, bahan
" | penyusunan dan pengolahan Data P dan data
Perindustrian dan Perdagangan
| Staf menyerahkan perlengkapan adminsitrasi, Disnosisl data Rerlenaknnan
dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan p =h j 3 : shap
335 e e perlengkapan , dan 15 menit pelgkasnaan
| Perindustrian dan Perdagangan peryaiatan kegiatan
!I - i SE B ]
Kasubbag menyusun panduan pelaksanaan Eraseraeds =1
4 kegiatan, dan membentuk Tim pelaksana, i 1 « Surat untuk 2iam E:t;]:grl‘eng;_
" | kemudian menyerahkannya kepada Sekretans : Kab/Kota J I :ra o P
untuk mendapat persetujuan y
=———— ———— = -
Sek i ik d lak ] s |
ekretaris memeriksa panduan pelaksanaan '
5 kegiat dan Tim pelaksana. Jika setuju Peeflyezr;lt;n :: r;e3uai 20 menit Kegiatan siap
* | ditandatngani, jika tidak setuju dikembalikan pmse g P dilaksanakan
untuk diperbaiki. ] P
. ya i - I
Kasubbag dan Tim mengumpulkan, mem- : I
ferivikasi, dan menyusun Data Perindustrian * F | Sesuai Terkumpulnva
6. | dan Perdagangan bekerjasama /berkoordinasi . | Panduan kegiatan uknis e pey
dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan )
Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnnya.




Kasubbag dan Tim mengolah dan
menganalisis data serta menyusunnya dalam

Laporan berisi

Perindustrian dan Perdagangan. Selesai

Perdagangan

laporan kegiatan

: ; | Data yang berhasil Sesuai data yang sudah

bentuk laporan hasil kegljatan penyusunan aikaiipiiban | juknis Hiofahl dan
dan pengolahan Data Perindustrian dan Gr i

- dianalisis
Perdagangan | |

| |

|
Staf mendokumentasikan hasil pelaksanaan | —_.- Dokumen Data Arsif Dokumen
kegiatan penyusunan dan pengolahan Data , | Perindustrian dan 10 menit

|
4
|
|
1
l
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Nomor SOP

V26122

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

Tgl. Revisi
DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

S S

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

R — F

Dasar Hukum

SOP PENYUSUNAN RENCANA_KERJA TAHUNAN

—_——————

Kualifikasi Pelaksana

j I. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;,
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kiner ja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1. Memiliki kemampuan dibidang perencanaan;
2.  Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan program

2. SOP LAKIP dan LPPD

—

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan komputer
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Renstra 1. RPIMD berjalan, UU, Kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah;

2. Meja, Kursi, ATK, Komputer dan printer.

== =
|

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dibuat, maka program dan kegiatan akan berlangsung tanpa arah dan tujuan yang jelas

Mengacu kepada data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi tahun
sebelumnya




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Uraian Prosedur Pelaksana - ~ Mutu Baku Ket |
No . . Kasubbag Persyaratan/
Wakt Output
Kepala Dinas Sekretaris Barsraorat Staf Barlni i aktu I
FormTerdin:
- Nomor
Kasubbag menyusun form Rencana Kinerja ¥ gg‘s’s::: Ut _ .
1. Tahunan (RKT), dan memerintahkan Stafuntuk - | TGt 1 harni Form RKT
membagikannya kepada para Kabid. Kinerja:
- Output
- _Anggarim
Staf membagikan form RKT kepada Para Kabid Form RKT yang
2 dan Kabid mengisi form RKT, kemudian L Form RKT 1 hari telah diisi oleh
menyerahkannya kepada Kasubbag. Kabid
Kasubbag menyerahkan form RKT yang telah - . Terisinya data
T : 15 t g :
5 terisi kepada Sekretaris 4 Usmlep Sagiat Lo setiap bagian
. _— . Terkumpuinya
Sekretaris melakukan kompilasi atas hasil usulan Form RKT :
4. . . =, 1 hari usulan Form
RKT dari para kabaid. telah terisi
RKT
Sekretaris bersama para Kab?d dan Kasubbag Draft RKT
5 membahas usulan RKT. Hasil pembahasan i bl 1 asi Draft RKT
’ diserahkan kepada Kasubbag sebagai bahan z o
erisi
penyusunan RKT.
6 Kasubbag mengonsep RKT dan menyerahkannya Bahan RKT 1 hart Konsep RKT
kepada Sekretaris




Sekretaris memeriksa konsep RKT, jika setuju

menyampaikannya kepada Kadis, jika tidak -q—.—.— : Draft RKT,
b setuju menyerahkannya kepada Kasubbag untuk | Konseg RKT 1 et disposisi
direvisi. :
ya |
s tidak ]
Kadis memeriksa Draft RKT, jika setuju .
8. menandatangani, jika tidak setuju mengembalikan _ ' Draft RKT 1 hari RKT, disposisi
kepada Sekretaris untuk diperbaiki. |
ya
I
i
. |
9 Sekreta.ns menyerahkan RKT kepada Kasubbag .=-_’—-'L.__.. RKT 10 menit Disposisi
untuk didokumentasikan
|
= I .
Kasubbag menyerahkan RKT kepada stafuntuk ! ¥ Disposisi, ; .
10| didokumentasikan. Selesai i = RKT 10 yanit delumen RKT
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DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN KALENDER KEGIATAN
TAHUN 2020




NomorSOP

V.26.123

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Penyusunan Kalender Kegiatan

e

SOP PENYUSUNAN KALENDER KEGIATAN

e ——

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

I. Memiliki kemampuan dalam menyusun kalender kegiatan;,
2. Mempunyai kompetensi dalam mengoperasikan komputer.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Database Perencanaan;
2. SOP Penyusunan Usulan RKAT

1. Alat tulis kantor, komputer, laptop, printer, kertas;
2. Buku Rencana Kinerja;
3. Buku DIPARKAT

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak disusun, maka akan terjadi benturan penjadwalan program kegiatan dalam waktu 1 tahun




FLOWCH ART SOP PENYUSUNAN KALENDER KEGIATAN

Pelaksana MutuBaku
No Uraian Prosedur | =1 Ket
Kepala Dinas | Sekretaris KasiBhag Staf Rersyaratan Waktu | Output
. Perencanaan Perlengkapan
Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk -_ s | N Euku Repcass Tersusunnya
1. | menganalisa program kegiatan hasil S— g Bega DIPA 2jam analisa program
pembahasan RKT i RI‘<1 : kegtatan
TGy - Buku Rencana Tersusunnya
5 Merekap program kegiatan hasil pembahasan . l I Kerja 2 ey itulas);
" | RKT sesuai bagian - Buku DIPA Lo progfam kegiatan
-RKA
- Buku Rencana Tersusunnya draft
: Kerja : jadwal
3. | Menyusun draft kalender kegiatan, - Buku DIPA 3 jam pelaksanasn
- RKA kegiatan
» Byl Rencana Terkoreksinya
Mengoreksi draft kalender kegiatan, dan. =~ | = ,.......... b Kerja i
4. . : = : 45 menit drfat kalender
mengajukannya kepada Kadis untuk diperiksa : - Buku DIPA lioc
E [ - RKA €giatan
z Tidak —
Memeriksa, jika setuju ditandatangani, dan ; Draft Kalend Draft buku
5. | jika tidak setuju dikembalikan kepada untuk - Joe 1 hari kalender kegiatan
. - terkoreksi e
diperbaiki. . disetujui




Menggandakan buku kalender kegiatan

Kaiender
kegiatan

1 hari

Tercetaknya buku
kalender kegiatan
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DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2020




NomorSOP
Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

| v2612.4

| 01 Oktober 2020

November 2020

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Di
isahkan oleh

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

I Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

—

| Dasar Hukum
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

—

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kommpetensi memadai tentang pengelolaan keuangan negara;
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer.

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara,

4. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerjia Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan RKT;

2

SOP Penetapan Kinerja

1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer,
Software Program RKA-KL;
Standar Biaya Umum,

RKT Tahun berikutnya.

ENEOES

Peringatan

—

Jika tidak dibuat, penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur ; Ket
1 Tt Kepala Dinas | Sekretaris Kasubbag Staf Persyaratan/ Waktu Output
Perencanaan Perlengkapan =X
Kasubbag memerintahkan Staf untuk
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan - e : S
L penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Agenda kerja 15 menit Disposisi
berdasarkan skala prioritas.
Staf mengumpulakn dan menyusun data -
2 jumlah anggaran berdasarkan analisis | Disposisi | 1 hari Disposisi
kebutuhan
Tl 5 | b i Terpenuhinya ==
Staf memenuhi data tentang analisis kebutuh- b aed e
an jumlah anggaran yang diminta oleh v tentane DINAS
3 Kasubbag meliputi jumlah pegawai, inventaris Sesuai data dari 1 mi &
; : . ; : minggu PERINDUSTRI
kantor, jumlah kegiatan dan program dalam setiap bagian AN DAN
satu tahun yang diperoleh dari masing-masing | PERDAGANGA
bagian, serta jumiah unit kerja instansi. N
S o = ' - — = i e R Adanya
Kasubbag menyusun konsep pagu indikatif 4 :E]for::::n
DINAS PERINDUSTRIAN DAN = 88
4 PERDAGANGAN per program anggaran Diyta: flan 3 jam DIbAS
’ g ’ ] A informasi PERINDUSTRI
untuk kemudian dianalisa oleh para pimpinan AN DAN
dibawah koordinasi Sekretaris PERDAGANGA
—_— - P — g P — . Pp—— — - - N_ -
i Tersajinya data
|| Sekretaris mengajukan usulan anggaran untuk tentang program
" biaya program dan kegiatan dalam tahun dan kegiatan
5 anggaran yang direncanakan, beserta prakiraan ; Sesuai Renja 1 Tam DINAS
: maju berupa implikasi kebutuhan dana untuk Diknas ) PERINDUSTRI
pelaksanannya bedasarkan pagu indikatif yang AN DAN
telah diterima. PERDAGANGA |
— N |




Sekretaris mengkonfirmasikan prakiraan maj

yang telah disetujui oleh Subbag Perencanaan
menjadi dasar penyusunan usulan kegiatan

Tersusunnya
usulan anggaran

6| anggaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN B yang propor-
PERDAGANGAN pada tahun anggaran sional
|| berikutnya
Sekretaris menyusun anggaran DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
berdasarkan usulan program, kegiatan dan hd Sesuai dengan Tersusunnya
7 jenis dari setiap bagian disesuaikan dengan S -- Renja dan Per 3 hari RKAPagu
Pagu Indikatif dari Subbag perencanaan untuk i [ Menkeu Indikatif
menghasilkan RKA Pagu Indikatif, dan i
menyampaikannya kepada Kadis. i |
Kadis mengkoreksi RKA Pagu Indikatif yang Tidak |
telah disusun berdasarkan anggaran berbasis .
kinerja dengan memperhatikan keterkaitan | Sesuai dengan Terkoreksinya
8. antara pendanaan dengan keluaran dan hasil .‘ | Renja dan Per 1 hari RKAPagu
| yang diharapkan termasuk owput dan | Menkeu Indikatif
outcome. Jika setuju ditandatangani, jika tidak '
setuju dikembalikan untuk dikoreksi. ya
] Kadis mengadakan pembahasan dengan - il T
DPRD tentang kondisi internal DINAS
| PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ﬁ Terbahasnya
9 yang akan dialokasikan oleh Sekretariat ¢.q. RK_A P AR 1 hari data RKA Pagu
Subbag Perencanaan Hasilnya diserah- | Indikatif Indikatif
kankepada sekretaris c.q. Subbag perencanaan .
untuk menyusn pagu sementara. |
o Tersusunnya
> rekomendasi
Subbag Perencanaan menyusun dan = 1 Sl donaan pagu sementara
10 menetgpkan rekomgnd;]si PaguASementara hasil pembﬁhas— 1 hari DINAS :
" | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERINDUSTRI
PERDAGANGAN RS AN DAN
+ PERDAGANGA

N




Sekretaris mendapatkan rekomendasi Pagu

Rekomendasi

L Sementara dari Subbag Perencanaan pagu sementara 19 mentt Pagy sementara |
Sekretaris menyusun draft RKA Pagu Se- Sesugiusalan '
mentara DINAS PERINDUSTRIAN DAN T (oo Tersusunnya

12. | PERDAGANGAN berdasarkan usulan prog- pl.'otgam 4 3 hari draft RKA Pagu
ram, kegiatan dan jenis belanja dari setiap : giatan "t‘)as“.‘g' Sementara
bidang, dan menyerahkannya kepada Kadis. ,., masing bagtan

| tidak
Kadis memeriksa draft RKA, jika setuju Draft RKA RKA Pagu

13. | ditandatnagani, jika tidak setuju dikembalikan Pias seianfara | hari sementara

untuk dikoreksi. & terkoreksi

ya
Kadis mengadakan pembahasan dan peng- Sesusi usulan |
koreksian terhadap RKA Pagu Sementara ot i RKAPagu

14. | bersama dengan bagian anggaran Pemerintah —-— prc)tgam g 1 hari sementara hasil
Daerah. Hasilnya diserahkan kepada i n;)asnpg- pembahasan
Sekretaris ¢.q Kasubbag Perencanaan. masln_g iglan

| Kasubbag Perencanaan menyusun dan i & T :
melakukan pembahasan untuk menetapkan Sesuai usulan S ara

15 finalisasi RKA DINAS PERINDUSTRIAN progam dan ke- 3 hari RKAPagu

" | DAN PERDAGANGAN Pagu Definitif, dan giatan masing- Definitif
menyerahkannya kepada Sekretaris untuk masing bagian
diteruskan kepada Kadis. - |
Kadis mengadakan pembahasan bersama Tersusunnya | I
dengan bagian anggaran Pemda sesuai Pagu

16. | Definitif, dan menyerahkan hasil pembahasan gle( f:lA;l E:?t‘gu 1 hari g;‘:g:f; an | |
kepada sekretaris untuk dibahas oleh seluruh . &
kabid telah dibahas
Sekretaris menyerahkan hasil pembahsan para Hasit

17. | Kabid kepada Kasubbag untuk bahan '-——‘"‘ 10 menit disposisi

pembahasan

penysuunan RKA defenitif




Kasubbag menyusun RKA Defenitif, dan

; T . Rekomendasi
18. | menyerahkannya kepada Sekretaris untuk Disposisi I han RKA Defenitit
mendapat persetujuan.
Sekretaris memeriksa RKA Pagu Defenitif tidak | | _]
19 Jika setuju ditandatangani dan diserahkan F i Disposisi | iam RKAPagu
" | kepada Kadis, jika tidak setuju dikembalikan e PSS J defenitif
untuk diperbaiki. !
o ! T N I | S
tidak 1 |
Kadis memeriksa RKA, jika setuju : [ RK APa gle( ;.;: li)t?fgtfasil
20. | ditandatangani, dan jika tidak setuju 1 =) 1 hari .
: : : = defenitif persetujuan
dikembalikan untuk diperbaiki. i
¥a pimpinan
Sekretrais menyerahkan RKA kepada Terdistribusi-
91 Kasubbag, dan Kasubbag memerintahkan Staf RKAPagu 1 hari i RECA |
“" | untuk mencetak dan mendistribusikan RKA Definitif : P ){)efmi Gf
terakhir kepada semua unit kerja terkait. ags
2 Sekretaris mengajukan konsep DIPA kepada A RKA Pagu | hari | Terkirimnya
" | Perbendaharaan Pemerintah Daerah Definitif ! Konsep DIPA
| KonsepDIPA B
DINAS
. | Sekretaris mengadakan pembahasan DPA - PERINDUSTRI . Terbahasnya |
231 1 hari ;
dengan Perbendaharaan Pemda AN DAN konsep DIPA
PERDAGANG
AN —
|
: : Konsep DIPA Terkoreksinya
2 Sekretaris menyerahl.(an konsep I?IPA hasnl hasil pemba- | hari konsep DIPA
pembahasan untuk ditandatangani Kadis —
hasan oleh pimpinan




Mengembalikan konsep DIPA untuk ditanda-

25. | tangani oleh Perbendaharaan Pemeritnah
Daerah.
Sekretaris mengambil DIPA RKA DINAS
2 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

pada Perbendaharaan Pemerintah Daerah.
Selesai

Konsep DIPA o

yang telah { Bad Terkirimnya

dikoreksi Konsep DIPA
Tersusunnya
DIPARKA
DINAS

Ponsep DIEA . U e PERINDUSTRI
AN DAN
PERDAGANGA
N
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2020




NomorSOP

V.26125

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Tgl. Pengesahan

I November 2020

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Disihlian alek

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama- SOP

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

SOp E\TALUAS] PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi

Presedup Admintstrasi Pemerintatizn. 2 ﬂzgﬁm’n kompetensi memadai dalam mengolah data berbasis
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan ’ petens g
R komputer.
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
{ -
| Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
. —
. 1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;
‘ I {SOPRIST 2 Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer;
‘ Peringatan Pencatatan dan Pendataan

| Jika tidak ada SOP Monev, maka pelal;sanaan MOnitéring dan Evaluasi a_kan berlangsung tanpa arah
dan tujuan yang jelas

Kuesioner/Form/Matrik MONEV.




FLOWCH ART SOP EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

kepada Kasubbag.

Pelaksana Mutu Baku
No | Uraian Prosedur : B Ket
Kepala Dinas Sekretaris Kasybbag Staf Persyaratan/ Waktu Output
= L Perencanaan Perlengkapan = fl="
Sekretarismemerintahkan Kasubbaguntuk -
segera melaksanakan kegiatan Evaluasi -— E - y p 5.
I Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun Agenda kerja 3 menit Disposist
sebelumnya
Kasubbag memerintahkan Staf melakukan : Disposisi. per-
5 persiapan teknis dan adminsitratif untuk Disnosisi Bt . agltan ;),(ii)mi-
" | melakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja, dan po ndiadr .
nsitrasi dan teknis
menyerahkannya kepada Kasubbag,
, Kasubbag menyusun draft panduan
5 | pelaksanaan kegiatan, Tim Evaluasi, dan . ” Juklak dan Y Eeraiﬂ tZ:ncf::x’][im
" | Instrumen Evaluasi, kemudian juknis jam = f e
menyampaikannya kepada Sekretaris. 0
| Sekretaris memeriksa draft panduan kegjatan, idak™" Bog tandian Panduan kegiatan
Tim Evaluasi, dan instumen evaluasi untuk - b s . dan Tim Monev
4 di = — ya kegiatan dan 1 hari
itandatangani. Jika terjadi kesalahan o yang telah
dikembalikan untuk diperbaiki disetujui
Kasubl?ag melakukan koordinasi fiengan Tim, = Suifils dan B Teddleandnyg
5. | kemudian Tim melaksanakan kegiatan = - Sesuai jadwal ;
- 5 : juklak kegiatan Monev
Evaluasi Pelaksanaan Renja.
Tim melakukan analisis data hasil evaluasi < pata dan. ’ 3 Analisis data hasil
6. ; : informasi hasil 1 hari .
Rencana Kerja. = I=is evaluasi
Tim menyusun la.poran hasil Evaluasi ' X Data dan infor- Dokumen laporan
Pelaksanaan Renja, dan merekomendasikan . : . . -
| | e : : masi hasil 1 jam hasil Evaluasi
tindaklanjutnya, kemudian menyerahkannya ; :
evaluasi renja




Kasubbag memerintahkan Stafuntuk
mendokumentasikan hasil Evaluasi
Pelaksanaan Renja

Dokumen hasil . Arsif dokumen
10 memt : A
monev Evaluasi renja

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020




Nomor SOP

[

V.26126

Tgl Pembuatan

|

01 Oktober 2020

1
|

November 2020

_ _ Tgl Revisi
DINAS PERINDUSTRIAN DAN — —
Tgl Pengesahan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG = =—
Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Penyusunan Rencana Strategis

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS '

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

2. SOPLAKIP dan LPPD

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;,
3. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
i 2 i 2 R
Indonesia Norqqr 335 Tahun 291- tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional I, Memiliki kemampuan dibidang perencanaan,
Prosedue Administgasi Pemerinizhan, 2. Memiliki kompetensi dalam mengoperasikan program komputer
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan ' P gop PR ’
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung - o I
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOPRKT 1. RPIPD, UU, Kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah;

2. Meja, Kursi, ATK, Komputer dan printer.

e —

Peringatan

Jika tidak dibuat, maka program dan kegiatan institusi dalam satu periode tidak terarah.

Pencatatan dan Pendataan

Data dan informasi arah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah




FLOWCHARTSOP PENYUSUNAN RENCANA STARTEGIS

No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Sekretans

Kasubbag
Perencanaan

Staf

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

Ket

Sekretris menugaskan Kasubbag untuk mem-
persiapkan penyusunan Renstra

Kasubbag memerintahkan Stafuntuk
mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan Renstra kepada Kasubbag

Kasubbag mengonsep Renstra dan
menyerahkannya kepada Sekretaris

g

Agenda kerja

10 menit

Disposisi

Disposisi

1 hari

Bahan Renstra

Bahan Renstra

1 hari

Konsep Renstra

Sekretaris memeriksa konsep Renstra, jika
setuju menyampaikannya kepada Kadis, jika
tidak setuju menyerahkannya kepada
Kasubbag untuk direvisi.

ya

Konsep Renstra

1 hari

Draft Renstra,
disposisi

Kadis memeriksa Draft Renstra, jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki.

tidak

ya

Sekretaris menyerahkan Renstra kepada
Kasubbag untuk didokumentasikan

Draft Renstra

1 hari

Renstra yang
telah disetuju

Disposisi

10 menit

Disposisi




Kasubbag menyerahkanRenstra kepada staf
untuk didokumentasikan, Selesai

¥

: .. 2 Dokumen
10 t
Disposisi ment Rcustoa

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAKIP DAN LPPD
TAHUN 2020




NomorSOP

Vi2e0. 257

Tgl. Pembuatan

Tgl Revisi

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Tgl Pengesah;r;
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG —

Disahkan oleh

November 2020

| Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

| Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LAKIP dan LPPD)

| Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan

SOP PENYUSUNAN LAKIP DAN LPPD

Dasar Hukum

I. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan,

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

. —

! Kualifikasi Pelaksana

| 1. Memiliki kemampuan dibidang penilaian kinerja instansi pemerintah;
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan program
komputer

Keterkaitan

]

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Renstra |
| 2. SOP RKT ‘

1. Dokumen Renstra
2. Dokumen RKT.

3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

4. Meia, Kursi, ATK, Komputer dan printer.

Peringatan

Jika tidak dibuat, maka kinerja instansi tidak terukur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

.

Pencatatan dan Pendataan

Harus mengacu kepada hasil monitoring dan evaluasi program tahun ber jalan




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAKIP DAN LPPD

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur . . Kasubbag Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas | Sekretaris ] Berensariiin Staf Perlengkapan Waktu Output

Dimulai dari Sekretaris menugaskan -— .

1. | Kasubbag untuk mempersiapkan konsep Agenda kerja 10 menit Disposisi
LAKIP dan LPPD.

EERE. _ '| T

Kasubbag memerintahkan Stafuntuk I

2. | mengumpulkan bahan penyusunan LAKIP Disposisi 10 menit Disposisi
danLPPD
Staf mengumpulkan dan menyerahkan bahan : = ’

3, laporan kepada Kasubbag | Disposisi 1 minggu Bahan laporan
Kasubbag mengonsep LAKIP dan LPPD dan s .

4 menyerahkannya kepada Sekretaris | | @Te e Bahan laporan I minggu Konsep laporan

tidak

Sekretaris memeriksa konsep LAKIP dan
LPPD. Jika setuju menyampaikannya kepada .

5 Kadis, jika tidak setuju menyampaikannya il '1"- Sezep lapoeast Ehen Draftlaporan
kepada Kasubbag untuk diperbaiki. i ya

1 e

Kadis memeriksa Draft LAKIP dan LPPD. tidak

6 Jika setuju menandatangani, jika tidak setuju ¥ o [ 1 hari LAKIP dan

" | menyampaikannya kepada Sekretaris untuk P LPPD

diperbaiki | U | | — ..
Sekretaris menyampaikan laporan kepada e ; Laporan

7 Kasubbag untuk didokumentasikan Disposist 19 ment disposisi




Kasubbag menyerahkan LAKIP dan LPPD
kepada Stafuntuk didokumentasikan.
Selesai.

Dokumen LAKPI dan
LPPD

10 menit

Bukti dokumen
LAKIP dan
LPPD

e —

KEPALADINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
TAHUN 2020




Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP V.26128
Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2026-_
Tgl. Revisi -
INNAS PERINDUSTREAN DAN Tgl. Pengesahan November 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Disahbri Dt
NamaSOP

Penyusunan Tim Monev

SOP PENYUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan,

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. |

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan |

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan

1. SOP Kalender Kegiatan
2. SOPRKT;
3. SOP Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Peringatan

1. Memiliki kemampuan dibidang monitoring dan evaluasi;
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengolah data berbasis
komputer.

Peralatan/Perlengkapan

Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer;
Rencana Kinerja Tahunan;

Standar Biaya Umum;

Data pegawai

Pl Mot

|
—_— —

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak ada SOP Monev, maka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi akan berlangsung tanpa arah
dan tujuan yang jelas

|
I Kuesioner/Form/Matrik MONEV.
)




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI

I N = Pelaksana Mutu Baku |
No Uraian Prosedur e T | Ket
Kepala Dinas | Sekretaris Kasubbag Staf Persyaratan/ Waktu Qutput
N Perencanaan Perlengkapan
Kasubbag mempelajari alokasi anggaran - Memahami
1 Monitoring dan Evaluasi, dan SesuaiDIPA 23 Program kerja
" | memerintahkan Staf untuk melakukan dan RKT R kaitannya dengan
persiapan. Monev
.  HE=dl Data pegawai
Staf mempersiapkan sarana dan prasarana = form/ blangko, ' g o o i
2. | pendukung, dan menyerahkannya kepada 3 1 hari
instrumen pendukung
Kasubbag,
Monev
= —l] E I —
3 Kasubbag menyusun draft Tim Monev, dan — Disposisi 2 Hari Draft Tim |
" | menyerahkannya kepada Sekretaris. CE (A * [ Sekretaris Monev I
| Sekretaris memeriksa draft susunan Tim tidale
i Monev, jika setuju ditandatangani dan H Draft Ti Susunan Tim
| 4. | menyerahkannya kepada Kadis untuk ya Mg g B | jam yang disetujui
:| mendapat persetujuan, jika tidak setuju - sekretaris
| dikembalikan untuk diperbaiki
Kadis memeriksa usulan Tim Monev, Jika Sesuai dengan |
. setuju ditandatangani, dan jika tidak setuju Susunan Tim | Hari SuratTugas
" | dikembalikan kepada Sekretaris untuk yang disetujui A Monev
diperbaiki oleh Sekretaris




Sekretis melalui Kasubbag mendistribusikan
surat tugas sebagai Tim Monitoring dan
Evaluasi kepada yang bersangkutan

Surat Tugas

1 Jam

Terdistribusinya
Surat Tugas

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2020




NomorSOP

| V26.12.9

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

Tgl Revisi

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Penyusunan Penetapan Kinerja

SOP PITZN_YiJéUNAN PENETAPAN KINER.L_A

= = S

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Ker ja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional L. Memfl!k! kemampuan menyusuw: buku peptang Slera;
=2 j : 2. Memiliki pemahaman tentang penetapan kinerja;

Prosedyr Admiinistrast Pemerintsian, 3. Memiliki kompetensi memadai dalam melakukan pengolahan data

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan = : p peng
s berbasis komputer.

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomer 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung B

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan RKT;

Peringatan

1. Alat tulis kantor, komputer, printer, kertas;
2. Perlengkapan kerja (meja, kursi, dil)

| Pencatatan dan Pendataan

1. Jika tidak disusun, maka akan kesulitan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan

| 5 .
I Form pengisian output dan outcome




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

! Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur ' ; Ket
| Kepala Dinas Sekretaris Kasubtbag Staf Persyaratan Waktu Output
. Perencanaan Perlengkapan
1 ==
|
1 Mempelajari dan menelaah DIPA tahun , DIPA tahun . DIPA telah
. . y | jam - "
berjalan berjalan dipahami
2 Mempelajari dan menelaah kegiatan yang ada Pemahaman { iam lé%jzt?;;}i]alam
" | dalam DIPA terhadap DIPA } di .
ipahami
Jiri Output dan "
3. | Membuat FormyMatrik Penetapan Kinerja Outcome 2jam I\/.Iatn.k pEnciapn
] kinerja
Kegiatan
4. | Mengisi Form/ Matrik L"'--:"r{ I Matrik kinerja 1 jam Selesainya friput
Draft ’ Tersusunnya
5. | Kompilasi st factls LY .“q JaLBEAEEs 1 jam Draft Penetapan
. kinerja kiner
H iner ja
. L tidak |} va
Mengajukan Draft kepada Pimpinan, jika Draft
6. | setuju di tandatangani, jika tidak setuju di- . Draft selesai | hari TR

kembalikan untuk diperbaiki




7.

Dokumentasi dan Penggandaan

Dokumen
penetapan
kinerja

1 jam

Arsif buku Pene-
tapan Kinerja.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2020




| Nomor SOP
1

. Tgl Pembuatan

—_— =

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tal Revisi

01 Oktober 2020

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| Nama SOP

Penyiapan bahan penyu;ndan peraturan perundang-undangan dibidang
Perindustrian dan Perdagangan

SOP PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

(U

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Perencanaan

1. Buku referensi tentang peraturan dan perundang-undangan yang relevan
dengan bencana
2. Komputer, Printer, ATK, dll.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan tidak
terlaksana dengan baik.




FLOWCHARTSOP PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pelaksana Mutu Baku B
No Uraian Prosedur e o s T Ket
Kepala Dinas | Sekretaris Kasv.;lzt;ggplejgumﬂ Staf I?:rrlse)xl\ir;;;?n Waktu Ourput
Kasubbag memerintahkan Stafuntuk
menyiapkan bahan penyusunan peraturan per- - . 5 i Disuastsl
£ undang-undangan di bidang Perindustrian dan Agenda kerja ment REoI
Perdagangan |
|
TR I Kompilasi data dan
5 | Menyusun dan mengkompilasi data dan 1 | Disposisi T inPormast yang
informasi yang relevan s
i - Data dan informasi
y 4
: e . bahan penyusuna
Menginventarisir kebutuhan peraturan Buku-buku peratI:J ginn;})’:r;ln d:ng-
3. | perundang-undangan bidang Perindustrian dan sumber, 2jam undangan bidang
Perdagangan peraturan, dil Posiathsstlan Han
|| - B Perdagangan |
B Hasil klasifikasi
el o tentangjenis pera-
Mengklasifikasikan jenis peraturan perundang- undangan- | tjranar:)gejm e a‘; g
4 t undangan bidang Perindustrian dan undangan 1 hart undangan bidang
| Perdagangan yang diperiukan s?suai Porlnf e di
| dibyiniNican Perdagangan
1 —  — S
| Membuat usulan peraturan perundang- | Draf usulan peraturan
5 | undangan bidang Perindustrian dan - 45 nanit p.erundangfundang'an
" | Perdagangan berdasarkan hasil analisis ya bidang Perindustrian
kebutuhan ‘ | dan Perdagangan
et S Eee e ftdak | = = Usulan peraturan
Finalisasi usulan peraturan perundang- : perundang-undangan
6. | undangan bidang Perindustriandan | TgEr viUUTTY : | hari bidang Perindustrian
Perdagangan yang dipertukan P




Dokumentasi dan Pengarsipan

10 menit Arsip dokuemn

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2020




PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NomorSOP

V.26.12.11

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl R(’jViSi

— e

Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

SOP PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar Hukum

}4)[\):_-|

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana_lie-rja'PEerintah;

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

1. Memahami penyusunan laporan kegiatan
2. Memahami materi kegiatan
3. Mampu mengoperasikan program komputer

Keterkaitan

-

Peralatan/Perlengkapan

1. Semua SOP pada Subbag Perencanaan

1. Laporan kegiatan;
2. Meja, Kursi, ATK, Komputer dan printer.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyelesaian laporan kegiatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilaksanakan




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

~ Pelaksana " Mutu Baku
No Uraian Prosed Ket
raian Frosedur Kepala Dinas | Sekretaris Kasubbag Staf VR Waktu Output ¢
Perencanaan | Perlengkapan ]
Dimulai dari Sekretaris menugaskan ---—I- 4 .‘ii:
1. | Kasubbag untuk mempersiapkan konsep Agenda kerja 10 menit Disposisi
laporan pelaksanaan kegiatan.
¥ S
Kasubbag memerintahkan Staf untuk
2. | mengumpulkan bahan penyusunan laporan Disposisi 10 menit Disposisi
pelaksanaan kegiatan
Staf mengumpulkan dan menyerahkan bahan : ot 5
. inpa kepade: Kasibbag Disposisi 1 hari Bahan laporan
Kasubbag mengonsep laporan pelaksanaan ‘
4. | kegiatan dan menyerahkannya kepada o s Uil -« Bahan laporan 1 hari Konsep laporan
Sekretaris ] -
Sekretaris memeriksa konsep laporan pelak- tdak :
sanaan kegiatan. Jika setuju menyampaikan- | = ' "
> nya kepada Kadis, jika tidak setuju menyam- ] 5 [ Konsep Tapgran 1 hari Draft Japoran
paikannya kepada Kasubbag untuk direvisi.. i o
! d S
Kadis memeriksa Draft laporan pelaksanaan tidak L
3 : ; 3T aporan
kegiatan. Jika setuju menandatangani, jika ” 3
6. ; : 3 4 Draft laporan 1 hari pelaksanaan
tidak setuju menyampaikannya kepada | feciaine
Sekretaris untuk diperbaiki. ya g
Sekretaris menyampaikan laporan kepada - ; 5 Laporan.
1 Kasubbag untuk didokumentasikan ; 1 F-apoma 10 msns disposisi




Kasubbag menyerahkan laporan pelaksanaan
kegiatan kepada Stafuntuk didokumen-
tasikan. Selesai.

Laporan

10 menit

Arsif dokumen
Laporan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGANPROVINSILAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCAIRAN ANGGARAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN 2020




e

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

V.26.13.1

01 Oktober 2020

DINAS PERDAGANGAN DAN gl Revist

Tgl Pengesahan

November 2020

PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG
Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NamaSOP

Pencairan Anggaran Uang Persediaan

SOP PENCAIRAN ANGGARAN UANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum

e

Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan keuangan negara
2. Menguasai sistem akuntansi keuangan berbasis IT

—

—— = S —

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pencairan Anggaran-LS,
2. SOP Pengelolaan Keuangan,

-_—

Peringatan

————

| 1. Meja, kursi, komputer;
2 Brankas, sarana transportasi,
| 3 ATK, telepon, kalkulator, flash disk.

| Pencatatan dan Pendataan

1. Pencairan anggaran harus sesuai DIP A yang telah ditetapkan,
2. Tidak melebihi nilai dari ketentuan Pagu yang ditetapkan;
3. SPM Harus ditandatangani dan diparaf oleh pejabat yang berwenang,
4. Pencairan harus melalui rekening yang telah disetujui

I_ S—
| 1. SPM

[ 2. SP2Dy
[ 3. BKU

| 4. Buku-buku pembantu.




FLOWCHART SOP PENCAIRAN ANGGARAN PERSEDIAAN

|

| Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur KPA = ‘Bendahara Persyaratan/ Ket
SR Kepala Dinas FRE PRSPH Pengeluaran Perlengkapan Waleu Ot
Dimulai dari setelah adanya tagihan, A . ]
Bendahara meneliti kelengkapan perintah P.l ha}k iy . Kelgighapun
1. ST - nilai dan jadwal 30 menit pembayaran
pembayaran yang diterbitkan KPA, serta =
; ) pembayaran telah diperiksa
memeriksa kebenaran atas hak tagih.
PPK menerbitkan dan menandatangani - BUEE sabalinn
2. | SPP dilampiri bukti hak tagih kepada ks & 2jam SPP
pembayaran
i negara
Kelengkapan
PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang dokumen :
H telah memenuhi syarat. . pendukungk SPP, s S
dil
4. Bendahara menginput SPM Aplikasi SPM 1 jam Terisinya SPM
PSPM memeriksa dan menguji SPM, jika Dokumen harus SPM vace: falali
5. | disetujui diterbitkan SP2D, jika ditolak Ya lengkap, ada tanda | 2jam gt agsi -
kembali ke Input SPM untuk dikoreksi. pengenal -
1




Penerbitan SP2D/pencairan dana melalui
bank dan pencairan uang ke bank lalu8
uangnya disinmpan ke brankas

SPM telah di
verifikasi dengan 1 jam
benar

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 [ 007

Dana telah cair




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN 2020




NomorSOP

V26132

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

Tgl Revisi

DINAS PERDAGANGAN DAN Tgl Pengesahan

November 2020

PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Per-dagangan

NamaSOP

l Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Uang Persediaan

SOP PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN

DasarHukum

Kualifikasi Pelaksana

——

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentan'g: ﬁzuangan Negara,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

—_—

1. Memiliki kemampuan memadai dalam pengelolaan keuangan
2. Mampu mengoperasikan soft ware komputer bidang akuntansi

Keterkaitan

|. Peralatan/Perlengkapan

u

1. SOP Pencairan Anggaran;

2. SOP Pencairan Anggaran-LS;
3. SOP Buku Kas Umum;

4 SOP Buku-buku pembantu.

Meja, kursi, komputer, brankas, ATK, telepon,mesin tik, kalkulator.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kesalahan dalam administrasi pertanggungjawabannya

BKU

Buku Pembantu Kas Tunai
Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Kas Persediaan




FLOWCHART SOP PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur KPA Bendshara Persyaratan/ == Ket
Kepala Dinas e aeit Pengeluaran Perlengkapan Wakty Out put
Dimulai dari PPSPM memerintahkan |I
]. | Bendahara agar uang yanag telah diambil dari - Agenda kerja S menit Disposisi
Bank disimpan di brankas.
T . | =5 |
. . Uang yang telah : ersimpannya
2. | Bendahara menyimpan uang di brankas fianabil BarHank 10 menit uang dengan
baik
3 Bendahara membuat rencana pengeluaran 1 Uang telah tersim- 2iam Terstsunuye
" | anggaran pan dengan baik L i
luaran anggaran
Kesepahaman
4 | PPSPM berkoordinasi dengan seluruh ¥ Tersusunnya rencana il tentang alokasi
" | pengelola kegiatan pengeluaran anggaran B dana yang akan
digunakan
L 4
PPSPM menyusun pendistibusian dana sesuai Kesepghaman tetiang : D.ana. tel2h
5 e alokasi dana yang 2jam diterima oleh
alokasinya S Eet
akan digunakan yang berhak
Bendahara mengeluarkan dana sesuai _ Dana telah disampai- I(;/Iemu?gut L
6. | alokasinya serta memungut pajak dan i kan kepada yang 1 hari ay:;e e
menyetorkannya. l bethak ﬁzjtenns:;snua1




Bendahara menyusun pertanggungjawaban
pengelolaan dana Uang Persediaan. Selesai

Bukti-buktipenge-
luaran

1 hari

Dokumen siap

dipertanggung-
jawabkan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2020




DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG

NomorSOP

V.26133

Tgl Pembuatan

01 Oktober 2020

Tgl Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan oleh

NamaSOP

= e i

November 2020

| Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pengajuan Anggaran Kegiatan

Dasar Hukum

~ SOP PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN

Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Daerah Provinsi
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

Lampung Nomeor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kompetensi pengelolaan anggaran.
2. Memiliki kompetensi dibidang pengoperasina program komputer.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1.

SOP Pencairan Anggaran;

2. SOP Pengelolaan Keuangan

1. Meja, kursi, komputer, brankas, ATK, telepon,mesin tik, kalkulator.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

(a9 Th) ==

s

Pengeluaran harus disetujui oleh KPA;

SPM sudah disetujui oleh BPKAD;

Dana di Bank telah tersedia dan siap diambil cleh bidang keuangan;
Pengeluaran dana harus sesuai perjanjian,

Memverifikasi kegiatan dan kesesuaiannya dengan petunjuk operasional

Rencana pengeluaran;
RAB;

TOR;

Kwitansi;

Petunjuk operasional;
Faktur.

SN —

=)




e~

FLOWCH ARTSOP PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN

I

| - Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur KPA Pelaksana; Persyaratan/ , Ket
Bendah:
Kepala Dinas PEK PPSFM p:n;e[u:;n Perlengkapan Wali(n Qutput
Dokumen
: SK, ToR, RAB, -
1 Bendghara mempersiapkan dokumen - R 1/l pengajuan
pencairan anggaran telah
siap
L Dokumen yang telah .
A
SK. ToR, RAB diajukan ke Ka Subbag di disposisi oleh W i ol
2. 1 hari tangani oleh
Keuangan Kepala subbag Sekretari
Keuangan b ik
Dana siap
: Dokumen yang telah diserahkan
3. | SK, ToR, RAB diajukan ke Sekretaris L | di tandatangani oleh 1 hari kepada
- ' Sekretaris. pelaksana
kegiatan
Dana diterima
: Doku telah 3
4. | Bendahara mencairkan anggaran kegiatan ;- | di?an;;f:ngzgig 8 45 menit oleh pelqk-
| sana kegiatan

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCAIRAN ANGGARAN SECARA LANGSUNG
TAHUN 2020




/7

»
Nomor SOP V.26.134
Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
DINAS PERDAGANGAN DAN Tgl Revisi )
PERINDUSTRIAN PROVINST LAMPUNG Tgl. Pengesahan November 2020
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Pencairan Anggaran secara Langsung
SOP PENCAIRAN ANGGARAN SECARA LANGSUNG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 201 3 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
o Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1. Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan keuangan negara
Administrasi Pemerintahan. 2. Mampu mengoperasikan program komputer berbasis akuntansi.
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
“ 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2620 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Anggaran: 1. Alat tulis kantor, komputer, printer, kertas,
2. SOP Pencairan Anggaran, 2. Surat Tugas,
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pencairan anggaran harus sesuai DIPA dan petunjuk operasionalnya;
2. Harus melalui BPKAD yang telah ditentukan; 1. SPM
3 Tidak melebihi nilai dari ketentuan pagu yang ditetapkan; 2. SpP2D
4. SPM harus ditandatangani dan diparaf oleh pejabat yang berwenang; 3. BKU
5 Pencairan dana langsung ke pihak ketiga/rekanan; 4 SSP
6. Menyertakan Resume Kontrak; 5. SPP
7. Nilai pembelian hharus dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.




FLOWCHART SOP PENCAIRAN ANGGARAN SECARA LANGSUNG

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur KPA . . Bendahara Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas Kabid/PPK | Kasi/PPSPM | pooeiuaran Perlengkayen Wakiu Cutpur
Memverifikasi dokumen pencairan, Dokumen Dokumen
1. | dan memrintahkan Bendahara untuk - Pensad 1 Jam pengadaan
. gadaan, .
menginput SPM sesuai PO
Dokumen Terinputnya
2. | Bendahara menginput SPM Y sesuai PO 2 jam putny
SPM
DIPA
. ya tidak . )
3 Pemertksaan SPM jika ditolak kembali ke SPM yang 1 hari Terverifikasi-
| Input SPM untuk dikoreksi. sudah diinput nya data SPM
Dana telah cair/
Penerbitan SP2D/Pencairan dana melalui : SPM yang ) transfer ke
4| bank telah disetujui | | M rekening
Diknas/
rekanan
Dana telah Pengambilan ;Jia"gb?:ap
Pencairan uang ke bank langsung ke ditransfer ke dana sesuai cek ambt
5. . . . ) . 2 Jam setelah
rekeningn pihak ketiga. Selesai rekening yang telah Confirmasi
pihak ketiga ditandatangani ke ban‘:aSI

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN PAJAK
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.1.3.3

Tgt. Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERDAGANGAN DAN

Tgl. Revisi

PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG

Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Pengelolaan Pajak

SOP PENGELOLAAN PAJAK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan pajak
2. Trampil dalam melakukan penghitungan alokasi pajak
3. Mampu mengopersikan program komputer.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengelolaan Anggaran,

Meja, kursi, komputer, sarana transportasi, ATK, kalkulator, mesin tik.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

2
3

Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah harus dipungut PPN dan atau

PPh, kecuali yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) KMK Nomor 563/KMK.03/2003;
Pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran oleh bendaharawan kepada rekanan,

Pajak yang dipungut harus disetorkan ke bank atau kantor pos,

Dasar pemungutan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan

sebagaimana tersebut dalam SPM;
SSP harus di cantumkan NPWP pihak ketiga;

Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh,

BKU,

Buku pembantu pajak;
SSP,

Faktur pajak.

B




FLOWCHART SOP PENGELOLAAN PAJAK

Pelaksana Mutu Baku
N : Pelaksana/Ben
) Uraian Prosedur KPA Kabid/PPK | Kasi/PPSPM dahara Persyaratan/ Waktu Output Ket
Kepala Dinas i Pengeluarin Perlengkapan
1 Dimulai dari Bendahara menerima Fakiur SSp 1 Jam SSP sesuai
" | pajak dari rekanan nilai pembelian
. R SEP yang .
5 PPSPM menghnung besarnya nilai pajak o sesuai dengan 1 Jam Pajak yang
" | yang harus dibayar. o nilai pembelian telah dihitung
Faktur di
itd oleh
Bendahara memungut Pajak dan o : : bendahara
3. | menyetorkan Pajak ke Bank atau Kantor pos - F;f:lk d%ﬁ?t%m 3 jam ;l;e::a: c:p(;-_ ak dan di cap
dan mengarsipkan 8 griya pay “disetor
tanggal. "

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN SURAT MASUK
TAHUN 2020




V.26.8.1.1

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTR] PANGAN Tgl Pengesaban
OLAHAN OLAHAN DAN KEMASAN ,
Disahkan oleh
Nama SOP

Pengelolaan Surat Masuk

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—_—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi yers L.
Pemerintahan. 1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 2. Menmiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
. I. Komputer dan perlengkapannnya
. SOP Pengelolaan Kearsipan 2. Sarana dan prasarana lain yang diperiukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar




PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR STAFSUB BAG | KASUBBAG TATA Kelengkapan/
UMUM KEPEG USAHA KEPALA UPTD| Knel Tarka Peralatan Waktu Hasl
Surat Masuk di kantor UPTD, diterlma oleh Staf/Pelaksana SubBag
Tata Usaha ar
Surat Masuk dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk, kemudian ; - ATK, Buku Agenda| 5 Menit :;:n Masuk dicatat
W Buku Agenda
ditempel Lembar Disposisi dengan diberi keterangan sepetlunya E:] P Surat Mas_uk. i eat Masuk s
Lembar Dispasisi diternpel Lambar
Dispasisi
Surat Masuk dan Lembar Disposis| di terima cleh KaSubBag Tata | : AYK 10 Menlt |Lembar Disosist bals)
Usaha . Kemudian, KaSubBag Tata Usaha memberikan catatan/ |j _ gmaznm
informasi yang ditujukan kepada Kepala UPTD |
Surat Masuk dan Lembar Disposisi (vang telah berlsi I ATK 30 Menit |Lsmber Disposis) barisl
catatan/informas! dari KaSubBag Tata Usaha) diterima oleh Kepala E mr:ﬁ::‘n’""" dast
UPTD, ditanjutkan dengan memberikan instruksi/Arahan
|

Surat Masuk dan Lembar Disposisi {yang telah berlsi | ATK 10 menit | Surat dan tembar
Instruksifarahan Kepala UPTD) diterima oleh Kasubag Tata Usaha, | :“’P:.“"jh“;":u st
untuk disampaikan/disalurkan kepada Kasl dl Unlt Kerja terkalt ) - K2, UPTD slap

l—__}' = :] diteruskat kepans unit

| terkatt tarkeit
Surat Masuk yang telah di Disposis)/ berlsi Arahan pimpinan, ATK 5 Menit | Surat Masuk diterima
didistribusikan/disampaikan oleh Staf/Pelaksana SubBag Tata :‘ i l:j m:&hﬂ:;x:m J
Usaha ke Unit Ker]a terkait, dilengkapi dengan Bukti Tanda Terima tanda terima surst
Surat
Surat Masuk yang telah diterima oleh unit kerja, segera setelah LJ,I - Map Odner S Menit |Cokumantas/
ditindaklanjuti maka Surat Masuk tersebut disimpan sebagai Arsip ] "“"'"’:L“ﬂ:::’:m
Surat Masuk yang dikelola oleh unit kerja yang bersangkutan v yong bersanghutan
b
L~

An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan

Olahan da

asan

Drs. SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat |

NIP, 19670928 193303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN SURAT KELUAR
TAHUN 2020




Nomor SOP

V26812

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tgl. Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN ]
Disahkan oleh
Nama SOP

Pengelolaan Surat Keluar

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomior 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi - oL
Pemerintahan 1. Mem!l!kf kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan kearsipan 2. Komputer dan perlengk?pannnya.
3. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA MUTU BAKU
et LT el STAE PEIABAT ESELON IV | KEPALA UPTD mﬂf Waktu Hasll
Membuat konsep surat sesual kepentingan/ keperluan, WILLAI - ATK, Kompqhar, 1jam  |Konsep surat telah
melaksanakan konsultasi dan koordinasi fentang subtansifisi surat |- Printer, Mesin sia_p disajikan kepada
kepada atasan/ pejabat berwenang, menyerahkan konsep surat ) Tik pejabat berwenang
kepada atasar/ pejabat berwenang Ij
Konsep surat yang dibuat oleh stafipelaksana Dikoreksi tentang 15 menit K_onsap surat tglah
kesesuaian format surat dan isi surat, membubuhkan paraf untuk I:—l_—l . diparaf oleh Pejabat
diteruskan kepada atasan/ pejabat barwanang Eselon 1V
Memeriksa konsep surat yang telah diparaf oleh Pejabat Eselon 15 menit |Konsep surst telah
IV, metakukan konfirmasi {sasual keperiuan), dan bila disetujui E___’ ditandatangani oleh
dapat membubuhican tanda tangan, ! Kepala UPTD
Menerima surat yang telsh ditandatangani oleh Kepala UPTD, 10 menit 3#::’ ?;a t:gha':n "
: da stafipetugas pengelola surat menyurat [k
diteruskan kepada staf/patugas pengelo ny | v
; i oleh Pej ’—l - 20 menit_|Surat telah diber
Surat yang telah ditanda tangani oleh Pejabat berwenang diberi e Stempel, Buku
nomor dan tanggal surat, diberi cap/stempe! kantor, dicatat -I Agenda Surat nomor dan tanggal
dalam Buku Agenda Surat Keluar, diarsipkan pada bunde! Surat | Keluar, Map surat, telah diberi cap ,
Keluar, digandakan (sesusi keperluan) dan di distribusikan : Odner, tercatat dala_rn Buku
kepada yang berkepentingan sesuai alamat tujuan surat I(Dengganc}laan ﬁ;,uds::r;p
m surat, dan di
@ distribusikan kepada
yang berkepentingan

An. Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Pravinsl Lampung,

Kepala UPTD Balai industri Pangan

Olahan d masan

Drs. SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat

NIP. 19670928 199303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANKAT PNS
TAHUN 2020




V.268.13

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tgl. Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN )
Disahkan oleh
Nama SOP

Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

SOP LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4  Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisast dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

3. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
4. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyususnan DUK 4. Komputer dan perlengkfapannnya_
5. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA MUTU BAXU
URAIAN PROSEDUR ETANG | o | GASvemAe [ o] Kelenghapan/ [ e
USUL kP TATA USAHA Peralatan
¥ Caftar Inatlf PNS yeng akan Naik Pangkat pada pariode tahun - Buku isga 1harj  [Dofer homing
berjatan Kenaikan e akan Katl
Pangkat PNS o
embuat konsep surat pemberitahuan kepada PNS (H -4 bulan) dart perlode - ATY, Kompiter 2jam [t
Kenzikan Pangkat Reguler L‘ £ Printer ""‘"'";:s"""
ot fepvis
Mekakukan korekss dan manellt] konsep surat yang dibuat oleh seaf/pelaksana "_j - AT 1jam  |Omeosisl Kesbban
tentang kesesualan format surat dan sl surat, membubuhikan paraf untuk e
diteruskan kepads Kepala UPTD
Memeriksa konsep surst yang teiah diparaf oleh Kasubag Tata Usaha , melakukan « ATK 1jam  [Tanda can surst olen)
konfirmasi (sesual kegerluan), mesbubuhkan tanda tangan. S Kepals LPTD
Menyampalkan pemberitahuan kepada PNS (H -4 tulan) dati perlode Kenalkan «  Telepon, 2hari  |Ternimmye mrat
Pangkat Reguler 2 ta PHE
g e
PNS menyiapkan dan menyampalkan kebengkapan berkas usul KP sesusi
persyaratan €
Petugas menerima dan menghimpun kelengkapan barkas usui kenalkan pangkat - Buku Kendali, 10 menit |Terhimeun dan
. kandall TR s D
PNS, pada buky :‘T‘: Odner, it KPS
Melaksanakan koreksl, legalisit kelengkapsn berkas usul Kenalkan Pangkat PNS - AT 50 manit | derkasusit [
hingge finatisasi kesizpan berkas velah se1um
Pt
Mengirimkan surat pengantar kolektif ttg Usul Kenalkan Pangkat PNS yang di . ATK, Kendsraan| 1 harl  [Surst Pangancar
tandatangani cleh Kepala UPTD , ditujukan kepada Kepala Dinas D roda dua u"::"' Faneln

&n. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lamgiing,
Kepala UPTD Balal Industr Pangan
Olshan asan

Dra. SAMSUL RIZAL, MM
Pambina Tingkat f
MNIP, 19670928 199303 1005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN GAJI PANGKAT PNS
TAHUN 2020




V.26.8.1.4

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTR] PANGAN Tl Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN
Disahkan oleh
Nama SOP

Layanan Administrasi Kenaikan Gaji Pangkat PNS

SOP LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN GAJI PANGKAT PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyususnan DUK |. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA MUTU BAKY
URAIAN PROSEDUR
PNS YANG KA, SUS BAG Kelengkapan/
%86 STAF TATA USAHA KEPALA UPTD Peralat Waktu Hull
Menyusun Daftar Nominatif PNS yang akan Nalk Gaji Berkalanya pada perlode - Buky Jaga 1 haet  |Dafar Nominat
tahun berjalan Kanalkan Gajl UG il #han Natkc
Berkala PNS (Fol beale
Membuat b p surat pembesitahuan kepadia PNS (H- 4 Bulan) dari periode ATE, Komputer 2Jam  [fem
Pambartisbuan
Kenalkan Gaji Berkala [j & Printer sy
Melakakan korekst dan meneliti konsep surat yang dibuat oleh staf/pelaksana d—j . ATK Ljam |
tentang kesesualan format surat dan isi surat, membububian paraf untuk L
diteruskan kepada Kepala UPTD
Memeriksa konsep surat yang telah diparaf oleh Kasubag Yata Lsaha, “j AT 1jam  |Tands v surat oleh)
metakukan konfirmast (sesual keperiuan), membubuhkan tanda tangan. = Kepath UPTD
Menyampalkan pewberitashusn kepada PNS (H- 4 bulan) dari periode Kenalkan - Telepon, 2harl h-*lﬂmmtm
Gall Berkata ‘ kepada PNS
C e
PNS menylapkan dan menyampalkan kelengkapan berkas usul Kenaiak Gajl
Berkala sesual parsyaratan —)'E:‘f-—
Petugas menerima dan menghimpun kelengkapan barkas usul kenaikan pangkat Buku Kendad, 10 menit |Terhimpun dan
TATCHTNLy barkas
PNS, mencatat pada buku kendall :!:: Odner, el K PHS
Melaksanakan kereksl, legabisir kebengkapan berkas usut Kenaikan Pangkat PNS - kTR 60 menit |Beckes wul 458
" PHS tuish sesual
bingga finaflsasl kesiapan berkas percpann
Mengirimkan surat pengantar kolektif rtg Usut Kenalkan Gaji Berkafa PNS yang - ATK, Kandaraan 1harl  [Surat Pangantar
ditandatangani olsh Kepala UPTD , ditujukan kepada Kepala Dinas ¥ roda dua ';::"“"“* Kaga

An. Kepaka Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan
Olah: Emasan

Drs. SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat ¢

HIP, 19670928 199303 1005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS| LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN ADMINISTRASI PEMBUATAN SK PENSIUN
TAHUN 2020




Nomaor SOP V26815
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
PERDAGANGAN PROVINS] LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tgl. Pengesahan November 2020
OLAHAN DAN KEMASAN ) . . _
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Layanan Administrasi Pembuatan SK Pensiun

SOP LAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN SK PENSIUN

[

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1
Administrasi Pemerintahan. ’

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerzh Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

—

Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan perlengkapannnya

SOP Penyususnan DUK 2. Sarana dan prasarana lain yang diperfukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




M— = == = —_—
-
PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN PROSEDUR PN o | s KA SUB BAG | KePALA UPTD| Kelonghapand Peaistan | Wl Hasi KET
1 |Menyusun Daftar Nominatif PNS yang aken Pensiun pada periode tahun berjeian m - Buku Jage Pensiun PNS| 2 hari ;LT Womirst! PNS yy
. : Panahn
7 | Membuat konsop surat Pemberitahuan Pengiun kepada PNS (H - 12 bulan) sesuai ! - ATK Fomputor & Pt~ 2jam St Pttt
periode Pensiun BUP
3 Melakukmkoreksidmmenefﬁkmsepsuralyangdimadehstaﬁpetaksana | - ATK 1jam [Disposisi Kesutbeg
tentang kesesuaian format surat dan isl sural, membubuhkan paraf untuk N |:]
diteruskan kepada UPTD T
|
3 |Memeriksa konsep surat yang telah diparaf oleh Pejabat Eselon IV, melakukan ' - ATK 1jam m ’f,"p ?;atdm
konfirmasl {sesusi keperluan), membubuhkan tanda tangan. I |
5 [Menyampaikan pemberitahuan Penghin kapada PNS Ybs D_ - Telepon, 2 hari ;:;Hmmmm
5 |PNS menyiapkan dan menyampaikan kelengkapan berkas usul Pensiun sesuai —D — -
yaratan
7 |Petugas menerima dan himpun kelengkapan berkas usul Pensiun, mencatat ' | - Buku Kendal, Map 10 menit | Temimpun den lercatinya
buku kendali e 7 Odner, ATK baka i Porn PNS
B |Melaksanakan koreks!, legakisir kelengkapan berkas usul Kenalkan Pangkat PNS - ATK 60 menit |oenes usul Ponsiun PHS
¢ hingge finalisasi kesiapan berkas > ) lolsh senuel porsysraten
9 |Membuat surat pengantar koleklif tig Usut Pensiun PNS yang di tandatangani olah - ATK 1 hari [Suel mum
Kepata UPTD , diujukan kepada Kepala Dinas I | [:] Pencion
|
w —
10 |Menyampaikan/mengirim Usul Fensiun PNS Ke Dinas, Mangarsipkan Surat Usulan ' - Staf Pelaksana, 1hari |Befes usul Ponsin
dan Menunggy Informasi selanjuinya dari Dinas D Kandaraan Dinas diterima Dines
An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan
Olahan asan
Drs. SAMSUL RIZAL, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 19670928 199303 1 005
L]




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
TAHUN 2020




Nomeor SOP

V.26.8.1.6

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi

UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tl Pengesahan

November 2020

OLAHAN DAN KEMASAN ]
Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

3. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
4, Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyususnan Laporan Tahunan

3. Komputer dan perlengkapannnya
4. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




[} &
MUTU BAKU
Mo URAIAN PROSEDUR KA. SUB BAG Kalongkapan/
STAF TAT USAHA KEPALA UPTD Pecalatan Waktu Hasil
1 |Membuat Konsap Daftar Urut Kepangkatan berdasarkan SK Terakhir PNS yang Telah di ATK, Komputor & [ 2jam  [Konsep Duk
himpun di asip Kepegawaian Primter
[
2 rMe‘lakukm Koreksi dan menelii Konsep Dattar Urut Kepangkaten berdasarkan S ATK 1 Jam |Paref Kasubeg
Terakhir PNS yang siah dibuat oleh staf tentang formal dan isi DUK, membubuhken paraf ,1“] l
untuk diteruskan kepada Kepala UPTD
3 |Memerksa Dafiar Urut Kepangkatan yang telah diparaf oleh Kasubag Tata Usaha , ATK 2 Jam m ‘salzh citandl
rme!akukan konfirmasi (Sesuai keperluan), membubuhkan tanda tangan. 3| |
4. |Menerima Daftar Urut Kepangkatan telah ditandatangani oleh Kepala UPTD, 1Jam
diteruskan kepada stafipetugas pengelola kapegawaian [ I{
5 |Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditanda tangani cleb kepala UPTD, diberi ATK, MapQdrer,|  1jam E:m yarg telah dtanda
* cap/stempel kantor dan diarsipkan pada bunde! Kepegawsian dan File pada [:j Stempel
Komputer
w»
An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan
Olaha asan
. SAMSUL RIZAL, MM
Pembina Tingkat |
NIP, 19670928 199303 1 005
o




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUKUAN BARANG PAKAI HABIS
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.268.138

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tl Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN ‘
Disahkan oleh
Nama SOP

Pembukuan Barang Pakai Habis

SOP PEMBUKUAN BARANG PAKAI HABIS

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar QOperasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaen Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernus Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperiukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA MUTU BAKU

URAIAN PROSEDUR STAF KASUBAGTU %Tm Kelengkapan/ Wakiu Hash KET
Menerima Barang-barang pakai habis berdasarkan berkas Berita serah - ATK 2 jam  [Berkas BA Serah Trima
terima barang - Barng
Melakukan Inventarisir techadap barang yang telah diserah terimakan - ATK, Komputer & Zjam Jhﬂ‘mmm
dalam komputerisasi dan melaporkan kepada Kasubag TU Printer, ekl hetts
Menarima dan Melakukan koreksi dan menalil hasil inventerisasi yang | _ ATK 2iam  [Hesllrventarisact c
dibuat olsh StatPelaksana berdasarkan Berita acara serah terima barang —>{ Pt o
dan membuat prosedur penggunaan barang-barang pakai habis |
Membuat pernohonan pengajuan pemakaian barang-barang pakai habis [: - ATK, Komputer & 2jam  [Permotionan pengguneen
yang ditujukan ke Kasubag TU — | Printer, Bwreng
Memberikan Persatujuan atau tidak lerhadap pemakaian barang-barang ATK Tjam |Porsonfoentidsk
pakal habis O
Menggunakan berang-barang pakai habis setelah mendapat persetujuan kondisional]Lepsren psnggunaan
dari kasubag TU dan memberi laporan atss penggunaannya I [:] bareng pakai habls
Menetima laporan psnggunaan barang-barang yang telah dipakai oleh unit ATK, Map Odner 1jam  [-eporen penggunesn
kesja terkait dan mengarsipkannya Dh _ beang pakal hebie

An. Kepala Dinas Perind:

Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan

Ola

Drs. SAMSUL RIZAL,
Pembina Tingkat |

masan

NIP, 19670928 199303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
TAHUN 2020




Nomor SOP V.268.19
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tg!. Pembuatan 01 Oktober 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALA!I INDUSTRI PANGAN Tg). Pengesahan November 2020
OLAHAN DAN KEMASAN ] _
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Usulan Pengahapusan Barang Inventaris

SOP USULAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

I Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Tnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 3
Administrasi Pemerintahan, '

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerab Provinsi Lampung

Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
4. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

3. Komputer dan perlengkapannnya

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventanis 4, Sarana dan prasarana lain yang diperiukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA WUTU BARU
URAIAN PROSEDUR PEMBANTU PENGURUS PENGERUS Kelengkapan/ KET
BARANG BARANG KEPALA UPTD Peratatan Waktu Hask
Menyusun dan mendala Barang Maik Daerah yang dikuasai oleh UPTD W - ATK 3hari |Osts Barang inventars
Menginventarisir Barang Mitlk Daerah yang menjadi inventaris kantor yang ¥ - ATK 1hari |[Deta BWOD yang akan
akan dihapus drupushan
Mengklasifikasikan dan menilai Barang yang nssak berat dan tidak dapat - ATK 1 hart |t Kaiaetiasi dan
dipergunakan lagl atau barang yang bertebih untuk dihapuskan [pontitan ED
Membuat Usulan Penghapusan Barang Milk Daerah berdasarkan hasil v - ATK, Komputer & 2jam  [Orafusulen Ponghanusan
penilaian melalui Biro Periengkapan dan Aset Daerah Printer, e
Finslisasi Usulan Penghapusan Barang Mibk Deerah setujui alau tidak : ATK 1 hari ::; Usulan Penghapusan
Meaunggu tindak lanjut usulan Penghapusan Barang Mitk Dasrah oleh Biro ATK Kondisionaf S Gubemur
Perlangkapan an Aset dan Mengarsipkan berkas usulan D- =

An,

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan

Olaha

san

Drs, SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat |

NP, 19670928 199303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
TAHUN 2020




i Nomor SOP V267810
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALAYI INDUSTRI PANGAN Tgl. Pengesahan November 2020
OLAHAN DAN KEMASAN . ;
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Pemeliharaan Barang Inventaris

SOP PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatuf Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan,

4. Perawran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung _

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan perlengkapannnya

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris 2. Sarana dan prasarana lain yang diperiukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar,




PELAKSANA — —_ MUTUBAKU
URALAN PROSEDUR PIHAK Kelengkapan/ KET
STAF Bendahara | KASUBAG TU | KEPALA UPTD KETIGA/SERVICE Peraiat Wakiy Hasll
Membuat rencana pemeliharaan barang inventaris yang akan ATK 2 jam [Rancana PermeBrarsan
diperbaiki 1
i - ATK 1 Oruf Rencana
Mengajukan rencana pemelinaraan kepada Kepala UPTD A jam
|
Kepala UPTD memberikan Persetujauan stau tidak atas rencana i ATK 2jam _wn«;:: s
Pemeliharaan tersebut dan bila satuju dapat membubuhkan tanda ' p unnl o '::_ ohhm iy
tanigan |
Setelah disetujul dan ditanda tangeni oleh Kepala UPTD diteruskan j ATK 2| Ecimas Sagye porewsin
| ke Bendahara untuk mendapatkan dana perawatan | I C] L | |-
|
|
Petugas membawa barang inventaris yang rusek atau memanggil N - ATK, Kendarasn Kondisiong‘w yang akan
tukang service untuk memperbaiki barang inventatis yang rusak l:] L[ - i ’I:l omtabl
untuk diperbaiki e
Petugas melaporkan hasHl pekerjaan ke kasubag Tata Usaha [:] - :‘ﬁFKt. Kompuler, 1jam  [Leporan
— —_— — nter

An. Kepala Dinas Perindustrian dan

. SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat 1
NIP. 19670928 199303 1 005

Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan




[id

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PAKAI HABIS
TAHUN 2020




V268111

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Noemor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tgl Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN et o
Nama SOP

Penysusunan Laporan Barang Pakai Habis

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PAKAT HABIS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknts Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

1. Komputer dan perlengkapananya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA - MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR STAF kasveacty | TRERA el Hasl
Menerima surat dari Biro Perlengkapan dan Aset tentang laporan i) o T ATK Z jam [Swsdatio
Penggunaan Barang Pakai Habis -
Malakukan cross cek teshadap barang pakai habls yang digunakan dan - ATK 2jam  [hasil Crossook iarang
persediaan barang pakai habis yang tarsisa -
|
Membuat konsep Laporan tentang Bacang Pakai habis yang telah - ATK, Komputer & Honsep laporan
digunakan dan persedian barang pakai hebis yang tersisa [:] Printer,
Menerima,melakukan koreksi dan meneliti Konsep Laporan yang dibual R - ATK 2jarn | Koriep leperan yang istah
olsh StafiPelaksana berdasarkan keadaan barang pekai hebls yang tersisa, == > dpard
dan membubuhkan paraf |
Memeriksa konsep Laporan Penggunaan Barang Pakai habis yang _ |:| - ATK Zjam |Leporwn yenginish dfienda
telah diparaf oleh Kasubag TU , melakukan korfirmasi (sesusi teogen!
keperiuan), dan bila disetujui dapet membubuhkan tanda tangan. I
Menerima laporan barang pakai habis yang teiah ditandatangani oleh ATK 1jam [Lapocan yang telen dtande
Kepala UPTD, diteruskan kepada stafipetugas untuk di sampakan ke - - tengand
Biro Perlengkapan dan Aset
Mengirimkan laporan barang pakal habis dan mengarsipkannya - Kendaraan, ATK,  |kondisional m yang teish dkanda
| | = Map Odner

An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsl Lampung,
Kepala UPTD Balai industrl Pangan

. SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat |

NiP. 19670928 199303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN BARANG INVENTARIS
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.8.1.12

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgt. Pembuatan

01 Oktober 2020

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

OLAHAN DAN KEMASAN

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penysusunan Laporan Barang Inventaris

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukuim

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomeor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemf:rint‘ah; . .
glprjissm&remeraim;’endayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrok]'a51 Republik
I:Enesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

ini i erintahan.
4 ;g::t':;:‘mg;fﬁ Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
’ kat Daerah Provinsi Lampung. o
5 ls’:i':tnu?:r? e(;ﬁl;gmur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
" Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provins Lampung

el adi

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pernicatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




e MUTL BAKU
KASUBAG BIRO — -
STAHRE BARANG TUPENGURUS | KEPALA UPTD | PERLENGKAPAN ghapa _— et
No URAIAN PROSEDUR PE"Gumsmnm| s it
Barang - ATK 1jem [Tanda terima Barang
1 |Menerima Berita Acara Serah tefima Barang daxi Panitia Pengadaan m
- ATK, Komputer, 3jam |DrafLaporan
2| Staf Menginput Berang Inventaris ke dalam Program dan Print Aut Laporan ] AT > ;
" |epada Kastbag untuk diperiksa den & peref k
k u | ATK 1jam |Draf Laporan yang &
emaral Dref laporan  untuk selanjtnya | o
3. |Kasubag TU memeriksa dan M _ _ _
dilanjutkan ke Kepala UPTD untuk di tanda tangan! Cll
| i) - A 1jem [ Draf Laporan yang di
Seteish ditandanganani dieh Kepasa UPTD berkas Dikembalian kepada | - i
* Staf /Pembanty pengurus Barang | e .
- ATK, Kompuler, | 1har |hasi rekonsibasi
Petugas Melakukan Rekonsiiiasi denygan Biro Perlengkapan dan Aset " ) ] mer-oéne?‘udarm
> tentang keadasn Berang Wik Daarah yang menjadi Inventaris I::] _
- ATK, Komputer, 1jam |hasil rekonsiasi
& [Biro Perlengkapan memberikan printout hasil rekonsiash dan rrmyara:::n | b, -|::] it p ]
> kepada staf untuk ditandatangani oleh Kasubag TUPengurys Barang . — |
e T ] = - ATK 37am _|hesil rekonsiiesi telen
) - —. ) ditandatangani
dan Tnventaris Barang digjukan l :
T. mdﬂ’ Kepata UPTD untuk ditanda tangani . _ "
=h ditandanganani oleh Kepala UPTD berkas Dikembalikan kepade ) | Km;w;?l S s
° mmembmm pengurus Barang untuk di asreipkan Odner, = o
dokumen

An. ¥epala Dinas Perindusttlan dan
Perdagangan Provins| Lampung,
Kepala UPTD Balal Industri Pangan

0l masan

Drs. SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat |

NIP. 19670928 199303 1005




g PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINA
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN MUTASI BARANG
TAHUN 2020




]

DINAS PERINDU STRIAN DAN

OLAHAN DAN KEMASAN

SOP PENYU

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

Administrasi Pemerintahan.

Susunan Perangkat Daersh Provinsi Lampung.

Keterkaitan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

Peringatan

Agar setiap kegjatan operasional terkelola dengan baik dan benar.

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
UPTD BALAL INDUSTRI PANGAN

. tentang Rencana Keria Pemerintah;

5. Inpres Nomof 7 Tahun 1959 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemetintah,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampurg Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan dan

Pperaturan Gubernuf Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam

Nomor SOP V268113

Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020

Tg). Revisi -

Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penysusunan Laporan Mutasu Barang

SUNAN LAPORAN MUTASI BARANG

Kualifikasi Pelaksana

NUNE

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan perlengkapannnya
»  Sarana dan prasarana lain yang diperfukan

Pencatatan dan Pendataan




PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR STAFIPEMBANTU s | Kepaiavprn | Kolongkapanl | Hasil
PENGURUS BARANG ""‘m' ENGU Peralatan -
Menerima Barang dan Berita Ucara Sersh Terma Barang dari Panitia - ATK 1jam |Berita acara serah terima
Pengadaan Barang dan Jasa = barang
Maiskukan cross cek terhadap barang- barang yang diserah ferimakan untuk di ' - ATK 2jam  |haail Crosscek barang
input ke dalam program komputer {:]
Membuat konsep Laporan Mutasi Barang atas Pengadaan Barang yang telah : - ATK, Komputer & | 2jam |Konseplaporan
diterima E:] Printer,
Menerima, meiskukan koreksi dan menaliti Konsap Laporen yang dibuat oleh - - ATK 1jam |Konsep laporan yang telah
StaffPelaksana tentang keadaan Mutasi Barang dan membubuhkan paraf = [___-' diparaf
Memeriksa konsep Laporan Mutasi Barang yang telah diparaf oleh - ATK 2jam |Laporan yang tetah ditanda
|Kasubag TU, melakukan konfimasi (sesuai keperluan), dan bia disetujul —i—>{ tangani
dapat membubuhkan tanda tangan.
|
Menerima Laporan Mutasi Barang yang telah ditandatangani oleh Kepala i ATK 1jam |Laporan yang telah ditanda
UPTD, diteruskan kepada staf/petugas untuk di sampaikan ke Biro D; tangani
Perlengkapan dan Aset
Mengirimkan Laporan Mutasi Barang ke Biro Perlangkapan dan Aset dan T— . - Kendaraan, ATK, |kondisional|Laporan yang telzh ditanda
Jmmgarsbkmnya Map Cdner tangani

An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
¥epala UPTD Balai industri Pangan

san

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
Pambina Tingkat |
NiP. 19670928 199303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2020




V268114

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tgl. Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN
Disahkan oleh
Nama SOP

Penysusunan Laporan Tahunan

SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Keria Pemerintah,
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan,

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

I.  Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




——— e e ———
-
PELAKSANA MUTU BAKU
Ne URAIAN PROSEDUR STAF kae | kasuBaGTU | KEpaLauprp | Kelengtman | Hasl KET
Peralatan
1_[Memerintahkan Kasubag Tt untuk melakukan Penyusunan Laporan m - ATK 1jem |Disposisi Suret
Tahunan |
7 |Membuat Format laporan tahunan dari masing-masing Kasi dan dan Sub | - ATK Komputer | 2jam |FormatLaporan
Bag Tata Usaha D - & Printer,
3 |Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi iaporan tahunan - - ATK 2jam |Format Laporan
kepada masing-masing kesi dan Sub Bag Tata Usaha
|
2 |Menyampaiakn data dan informasi tahunan kepada Kasubag Tata Uisaha i - ATK 3Jam |Datadan Informasi
C‘ﬂ S tahunan
5 |Menghimpun format data dan informasi kenerja dari masing-masing iasi- - ATK 1jem |Data dan Informasi
kasl dan Sub Bag Tata Usaha — .,B tahunan
al
6 |Mengsnalisis dan mengevaluasi data dan informasi tahunan yang telah - ATK tjam |Data dan Informasi
terkumpid tahynan yang akural
7 |Membuat Konsep Laporan Tahunan - ATK, Komputes | 1 hari |Draf Laporan Tehunan
U & Printer,
8 |Menerima dan mengkoreksi konsep laporan tahuran dan bila menyutujul - ATK 2jam | Draf Laporan Tahunan
dapat membubuhkan tanda tangan - yang telah ditanda
tangani
9 |Pembuatan Surat Pengantar Pengiiman Laporan Tahunan sekaligus . ATK, Komputer | 1jam |Sural Penganiar dan
Penomoran surat @_ & Printe, Nomor Surat
10 |Penggandaan Laporan Tahunan - ATK, Mesin Foto| 2jam  |Folo Copy Laporan
@ Copy Tahunan
|




Pengiriman Dokumen Laporan Tahunan UPTD ke Dinas dan Pengarsipan

Q.-

- ATK, {hart | Tanda Terima dan arsip
Kendaraan, Map
Qdner,
Komputer

An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD 8alai industrt Pangan
Olah masan

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 19670928 199303 1 005




e e e ———— ———e

V26817

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
’ PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tl Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN _
Disahkan oleh
Nama SOP

Pembukuan Barang Inventaris

SOP PEMBUKUAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

| Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Qperasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

“ 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

5 Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
6. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

5. Komputer dan perlengkapannnya
6. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




“PELAKSANA MUTU BAKU
PEMBANTU PENGURUS | Kelengka
URAIAN PROSEDUR PEMBANTU PENGURUS PENGERUS pan/

BARANG BARANG KEPALA UPTD Peralatan Waktu Hasil
Menerima Barang inventaris berdasarkan berkas Berita serah terima m - ATK 2 jam rm BA Sersh Time
barang dari pihak pengadaan barang ke Pengurus barang %

¥ lah diserah . ATK, Komputer & 2jam [Nomor inverkars Barang

Melakukan panomeran Inventaris teshadap barang yang tolal o ez :
terimakan dalam komputerisasi dan melaporkan kepada Pengurus Barang nter, entarizas

|

|
Menerima dan Melakukan koreksi dan meneliti hasil inventarisasi yeng | s - ATK 1jam :;u m Yang
dibuat oleh Pembantu Pengurus Barang berdaserkan Berita acara serah | paon
terima barang, membubuhkan paraf unituk dikeruskan kepada Kepala UPTD |

i i i .' - ATK Hesl inventadsesi ¥
Memeriksa hasil inveptaisaal yang telah diparaf oleh Pengurus Barang, | 5 i: tjam talah mm';m
|melakukan konfirmasi (sesuai keperiuan), membubuhkan {anda tangar. Kepels UPTD
Menerima hasd inventarisasi yang telah ditanda tangani Kepala UPTD dan ATK m« mm
menyampaiken kepada Pembantu Pengurus Barang D e 1D
i i i i ATK Anip

Mensrima hast inventarisas! yang telah ditanda tangani Kepala UPTD dari
Pengurus Berang dan mengarsipkanniya, E:|-

An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balai industri Pangan

Olahan

asan

Drs. SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat |

NIP. 19670928 199303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.8.1.15

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi

UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tgl, Pengesahan

November 2020

OLAHAN DAN KEMASAN ]
Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penysusunan Rencana Kerja Anggaran

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja [nsiansi Pemerintah;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tabun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur . o
nes C _ 1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
Administrasi Pemerintahan, 5 Memiliki k . . X
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan . Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinst Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Laporan Tahunan 1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperfukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




W

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN FOSERR STAF KASUBAGTU | KEpaLauprp | Kelonokeesny |y Hasil
Peralatan
1 |Memeriniahkan Kasubag TL) untuk melakukan Penyusunan Rencana ATK 1jam |Disposisi Surat
Kerja Anggaran {RKA) L
2 |Membuat Format pengurmpuian data dan informasi untuk penyusunan ' - ATK Komputer | 2jam |Format RKA
RKA daril masing-masing Kasi dan dan Sub Bag Tata Usaha [__—|‘--— & Printer,
3 |Menyampalkan format pengumpulan data dan informasi RKA kepada ATK 2jam  |Format RKA
|mesing-masing kasi dan Sub Bag Tala Ussha
% [Meryampaiakn data dan informasi RKA kepada Kasubag Tata Usaha C} ' T ATK 3Jam | Data den Informas:
5 |Mengundang Kepala UPTD dan Pejabat Esselon IV UPTD untuk rapat _ - ATK 2jam  [Konsep RKA
pembahasan Rencana Kerja Anggaran {RKA} D
| Melaksanakan rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ! ATK 4jam |Konsap RKA
B B
7 [Menghimpun format data dan informasi RKA dari masing-masing Kesi- ﬁ - ATK Tjam | Data dan Informasi RKA
kasi dan Sub Bag Tata Usaha
8 |Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi RKA yang telah 3 ATK 1jam |Data dan informasi RKA
teskumpul D yang akurat
|
9 |Membuat Konsep Rencana Kerja Anggaran (RIA) . ATK, Komputer | 1hari  |Draf RKA
B2 o
10 [Meneria dan mengkoreksi konsep RKA dan memberikan persefujuan ’ ATK 2jam _|Draf RKA yang telah d
atau tidak menyutujui : setujul atau tidak
11 |Pembuatan Surat Pengantar Pengiriman RKA sekafigus Penomoran surat - ATK, Komputer | 1jam |Surat Pengantar dan
& Printer, Nomor Surat

a




12

Penggandaan RKA

~ AT, MesinFolg] 2jam |Folo CopyRKA

13

Panghiman Dokumen RKA UPTD BPSMB ke Dinas dan Pengarsipan

- ATK, 1 hari |Tanda Terima dan arsip
Kendaraan, Map
Odner,
Komputer

An. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,
Kepala UPTD Balaj industrl Pangan
ol asan

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 19670928 199303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN JASA DESAIN DAN KEMASAN
TAHUN 2020




Nomor SOP V.2683.1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tgl. Pengesahan November 2020
OLAHAN DAN KEMASAN _
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Pelayanan Jasa Desain OLAHAN DAN KEMASAN

SOP PELAYANAN JASA DESAIN OLAHAN DAN KEMASAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemetintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1
Administrasi Pemerintahan. ‘

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

—

Mem@l@ki kemampuan dalam mengelela adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan perlengkapannnya

P i OLAHAN DAN KEMASAN
SOP Pengembangan Industri D 2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




SOP Pelayanan Jasa Desain

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kepala Kasi Desain Pelaksana/ Ket.
Dinas Ka UPTD dan KEtingan operator Kelengkapan Waktu Qutput
Kemasan
1 |Pencatatan awal data konsumen oleh petaksana/operator serta
memberikan laporan kepada Kasi Kemasan
Laporan 5 menit laparan
2. |Kasi Kemasan menganalisis, dan memberkan petunjuk kepada
Pelaksana /Operator Desain untuk mendesain pesanan v
data 10 menit data
3 |Pelaksana/operator desain menelaah data yang ada dan membuat
pesanan desain sesuai data yang ada dan sesuai permintaan komputer, digital 5 ) ,
konsumen print + 5 Jam | Hasil desain
5 |Kasi Desain Kemasan memberikan advice dan persetujuan hasil
desain dan menyampaikan kepada Ka. UPTD
hasil desain + 20 menit | Hasil desain
8 |Kepala UPTD menerima laporan dan hasil desain dari Kepala h 4
Seksi Desain dan Kemasan . . )
laporan 10 menit | Hasil desain

An. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Lampung

Kepala UPTD Balai Industri Pangan Olahan

dan Kemasan

Drs. SAMSUL RIZAL,

Pembina Tingkat |

MM

NIP. 16670928 199302 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KEMASAN
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.8.21

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN Tl Pengesahan
OLAHAN DAN KEMASAN
Disahkan oleh
Nama SOP

Pengwmbangan Industri OLAHAN DAN KEMASAN

SOP PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHAN DAN KEMASAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 Lo L
Administrasi Pemerintahan. : Mem!I!k! kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor

12l 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan k

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan P goperasikan komputer
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Jasa Desain OLAHAN DAN KEMASAN

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




SOP PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KEMASAN

{ o

embgi A p mg-

= I 0= 1T
masing Kabid/Ka.

UPTD oleh Kadis Cq. Kasubag Perencanaan M:L )__ D DPA 15 menit Arahan
Mempelajar DPA sesuai dengan arus kas guna v - Pergub . .
pengajuan UP + Tata Naskah 2jam - Konsep
PPTK mengajukan UP/GU/LS setelah diparaf . Tata Naskah
Ka. UPTD -DPA + 30 menit |- Data NPD
- Stempet i UPIGUITU
NPD diajukan ke Kepala Dinas (PA) Cq. Pergub Dot NPD
i - - Data
Kasubag Keuangan {:‘4‘ Tata Naskah slam | ecumu
Ka. Dinas Cq. Kasubag Keuangan (PPK) - Pergub .
meneliti NPD dari PPTK apakah sudah sesuai r‘] DPA d stjem [ Data NPD
dengan arus kas = | Stempet UP/GU/TY
Kasubag Keuangan (PPK) memutuskan - Pergub A
Bendahara Pengeluaran untuk menindaklanjuti DPA A etjam |7 Data NPD
Stempel UPGUMTU
PPTK mendapatkan dana untuk mefaksanakan ﬁ _DPA _ " Data NFD
kegiatan - Stempel £158m UPIGLHTU
Dana UP dipertanggungjawabkan dan GU/LS ;
; i -PPA - Data NPD
P ar S |
selesai kegiatan SPJ baru dibayar | ey 1TA LRIGUITY
Membuat laporan kegiatan setiap akhir lahun
laporan + 1 hari Laparan

An,

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Previnsi Lampung

Kepata UPTD Baia Industri Pangar Glahan

dan Kemasan

Drs, SAMSUL RIZAL, MM

Pembina Tingkat |

NIP. 19870928 198303 1 005




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS! LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN SURAT MASUK
TAHUN 2020




Nomor SOP V.26.7.1.1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan November 2020
SERTIFIKASI MUTU BARANG _
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Pengelolaan Surat Masuk

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 1
Pemerintahan. '

4  Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

—

Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan perlengkapannnya

. Kearsi
. SOP Pengelolaan Kearsipan 2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkefola dengan baik dan benar.




M >

An. Kepala Dinas Perindustrjin dan

SYAHRIL, §E, MM
Parnbina Tingkat |

Perdagangan Provinspfampung,

NIP. 19670710 189403 1 003

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR STAFSUB BAG | MASUBBAG TATA Kelengkapan/ KET
UMUM KEPEG USAHA KEPALA UPYD| Kasl Terkakt Parsidtan Wakitu Hash
Surat Masuk di kantor UPTD, diterlma oleh Staf/Pelaksana SubBag m
Tata Usaha W
surat Masuk dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk, kemudian - ATK, Buku Agenda| § Menit |Surst Masuk dicat
ditempel Lembar Disposisi dengan diberi keterangan seperlunya ¥ Surat Masuk, dalam Buku Agenda
Hemee * ¢ ¢ peruny ‘ | e Lernbar Dlsposisi Surat Masuk dan
| diterapel Lambar
Disposisl
Surat Masuk dan Lembar Disposist di terima oleh KaSubBag Tata | ATK 10 Menit |tembas Dispostsl berisi
Usaha . Kemudian, KaSubBag Tata Usaha memberikan catatan/ :l__ _ ﬁsm""':.:‘:nuh
informasi yang ditujukan kepada Kepala UPTD ¢ y
surat Masuk dan Lembar Disposisi {yang telah berisl ATK 30 Menit |Lembar Olsposisi beris!
catatan/informasi dari KaSubBag Tata Usaha diterima oleh Kepala l::' ""““ﬂ::“‘“‘ darl
UPTD, ditanjutkan dengan memberikan Instruksl/Arahan f
Surat Masuk dan Lembar Disposisi {yang telah berisi ATK 10 menit | Suet dan Lembar
instruksi/arahan Kepala UPTD)} diterima oleh Kasubag Tata Usaha, d mmu o
untuk disampaikan/disalurkan kepada Kasi di Unit Kerja terkait :‘ _ 1 [::] Ka. UPTD siep
" diterushan kapad It
| terkalt terkalt e
Surat Masuk yang telah di Disposis)/ berisl Arahan pimplnan, i} ATK S Menit |Surst Masuk diterima
didistribusikan/disampaikan oleh Staf/Pelaksana SubBag Tata S oleh unit kerla teriatt,
Usaha ke Unit Kerja terkait, dilengkapi dengan Bukti Tanda Terima E fllnd“:::lm m“h\lhi
Surat
Surat Masuk yang telah diterima oleh unlit ker]s, segera setelah I ] - Map Odner 5 Menit | Oskumentasl/
ditindaklanjuti maka Surat Masuk tersebut dislmpan sebagai Arsip A :kam:nmnr:m
Surat Masuk yang dikelola oleh unit kerja yang bersangkutan v ng bersanghuten
<




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN SURAT KELUAR
TAHUN 2020




Nomor SOP V.26.7.1.2
DINAS PERINDUSTRIAN D AN Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi =
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan November 2020
SERTIFIKASI MUTU BARANG .
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Pengelolaan Surat Keluar

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Pasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah,
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
N 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi .
omor n ntang Pedo yusuna Operasional Prosecu inistras: 1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor

Pemerintahan. 2. Memiliki k i dai dal i
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan . Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan kearsipan 2. Komputer dan perlengkapannnya
3. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN PROSEDUR B -+ estLon 1v| KEPALA UPTD Ke:nr:::::nj -

1 | Membuat konsep surat sesuai kepentingan/ keperluyan, ) MULAI ATK, KOﬂ'DL!tBT. 1jam |Konsep s_urat telah
melaksanakan konsultas dan koordinasi tentang sublansvisi : Printer, Mesin sla.p disajikan kepada
surat kepada atasar/ pejabat berwenang, menyerahkan konsep d Tik pejabat berwenang
surat kepada atasan/ pejabat berwenang D

7 |Konsep surat yang dibuat oleh staf/pelaksana Dikoreksi tentang _ 15 menit |Konsep surat telah
kesesuaian format surat dan isi surat, membubuhkan paraf untuk I: diparaf oleh Pejabat
ditaruskan kepada atasan/ pejabat berwenang Eselon IV

3 |Memeriksa konsep surat yang telah diparaf oleh Pejabat Eselon I 15 menit |Konsep surat telah
IV, melakukan konfirmasi (sesual keperluan), dan bils disetujui I—--—| ditandatangani oleh
dapat membubuhkan tanda tangan. Kepala UPTD

4 |Menerima surat yang telah ditandatangani oleh Kepala UPTD, | 10 menit |Surat yg telah
diteruskan kepada staf/petugas pangelola surat menytrat | L_/—| : ! mt::{spm}?i c;l:h

siap

5 |Surat yang telah ditanda tangani oleh Pejabat berwenang diberi d Stempel, Buku | 20 menit |Surat telah diberi
nomor dan tanggal surat, diberi cap/stempel kantor, dicatat Agenda Surat nomor dan tangg.ai
dalam Buku Agenda Surat Keluar, diarsipkan pada bundel Surat Keluar, Map sural, telah diberi cap ,

Keluar, digandakan {sesual keperluan) dan di distribusikan : Odner, rten:atat dala_m Buku
kepada yang berkepentingan sesuai alamat tujuan surat :’engganr}lam :g‘.;nn:lz mﬂ
! fotocopy u p
m surat, dan di
distribusikan kepeda
yang berkepentingan
< . Kepala Dinas Perindustrian dan

NIP. 19670410 193403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANKAT PNS
TAHUN 2020




V26713

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG _
Disahkan oleh
Nama SOP

Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

SOP LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur T .
ies . : 3. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
Administrasi Pemerintahan. 4 Memiliki k . dai '
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan . Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyususnan DUK 4. Komputer dan perlengkfapannnya‘
5. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAMBANA MUTY SAKU
URAIAN PROSEDUR
PNS YANG A, SUB BAG Kelengkapan/
USULKP ST | rarausana [(EPALAUPTD Wakty Hast

Menyusun Daftar Nominatif PNS yang akan Nalk Pangkat pada perinds tahun Bulu Jags L harl | Oeter Kembut
berjalan Kenalkan 5 v what Neh

Pangkat PNS Pergiat
Mambuat b p surat pembaritah kepada PNS {H - 4 bulan} darl pariode ATK, Komputer 2jam [t

s Pambaritabusn
Kenalkan Panghkat Reguler Cj Prinitar s
Melakakan koreksi dan maneliti konsep surat yang dibust oleh stalfpeloksana ‘r__l ATK Tjam | Ppeihi kasstbag
tentang kesesuaian format surat dan isi surat, membububkan paraf urtik T
diteruskan kepada Kepala UPTD
Merneriksa konsep surst yang telsh diparaf oleh Kasubag Tata Usahs , melskukan . |—_-:| «  ATK Ljorn  [Tands tmawmt
konfirmas] {sesuai kepariuan}, membubuhkan tanda tangan. e 1ok Kepahu LPTO
Menyampalkan pemberitaiian kepada PNS (H — 4 bulan) darl periode Kenadkan - Telepon, 2hart [T seet
Pangkat Reguler kapada PHE

C e

PNS menyispkan dan menyampaikan kelengkapan berkas usul KP sesual
parsyaratan ’_,_I<
Petugas menerima dan menghimpun kelengkapan berkas usul kenalkan pangkat Bulou Kendall, 10 menit [Tarhimpun den

M rarcatatry barkag
PNS, mencatat pada buky kandali V ¥ :: Odney, =
Mataksanakan koraksl, legatlsir kelanglapan barkas usul Kenalkan Pangkat PNS ATK 60 it | Barkee vwl KPS

1ainh semol

wingga finalisas! keslapan berkas presliowen
Mengirirmkan surat pengantar kotektH (g Usul Kenalkan Pangkat PNS yang di ATK, Kandaraan 1 hafl  [Swmt Pergarter
tandstanganl cleh Kepala UPTD , ditujukan kepads Kepala Dinas D roda dua ::"""”" Fepals

An. Kepala Dinas Perindustrian dan

NP, 1967071071 9403 1003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN GAJ! PANGKAT PNS
TAHUN 2020




V.26.7.14

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG _
Disahkan oleh
Nama SOP

Layanan Administrasi Kenaikan Gaji Pangkat PNS

SOP LAYANAN ADMINISTRASI KENAIKAN GAJI PANGKAT PNS

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
S Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyususnan DUK I.  Komputer dan perlengkfapannnya.
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA MUTU BAKY
URALAM PROSEDUR
PNS YANG KA. SUB BAQ Kalenghspan/
USUL XBG bl vaTAusana |KEPALAUPTDL = atan N ——
Menyusun Daftar Nominatif PNS yang akan Naik Gaji Berkalanys pada periode - Buku daga 1harl  |0afer Hominent
tahun barjslan Kanalkan Gaji NS g plcn Natk
Berkala PNS 308 erkala
Membuat konsep surat pemberitahuan kepada PNS (H = 4 bulan) dari perlode I -« ATK, Kemputer 2jam  |Sumt
Kenalkan Gali Berkala Ej £ Printer ""“""W"""M
Melakukan koreksi dan meneliti konsap suvat yang dibuat oleh staf/pelaksana J-—_-I - AT 1jam  |Dlpousi Kasubbay
tentang kesesualan format surat dan isi surat, membubuhkan paraf untuk e
diceruskan kepada Kepala UPTD
Memeriksa konsep surst yang telah dipsraf oleh Kasubag Tata Usaha, ...r—_] - ATK Ljaen | Teods tan swat
lakukan konfirmas! { t keperuan), membububkan tanda tangan. L cleh Kapata LPTD
Menysmpaikan pemberitahuan kepada PNS (H = 4 bulan) dari periede Kenalkan - Telepon, 2hari  |Temrimeyasumt
Gali Berkala epede 23
| _,l:
PMS menylapkan dan menyampaikan kelengkapan berkas usut Kenalak Gaji
Berkals sesual persyaratan ﬁ:
Petugas menerima dan menghlmpun kelengkapan berkas usul kenalkan pangkat Buku Kendall, 10 menlt |Techimpun dan
N tercatatnye berkas
PNS, mencatat pada huku kendali ::Kp Odner, e
Melaksanakan koveksl, legallsir kelengkapan berkas usul Kenaikan Pargkat PNS ATK 60 menit [Berias sl AGb
PHS teiah sesusl
hingga finalisasi keslapan berkas hecsrarston
Mengirimkan surat pengantar kolektif tig Usul Kenalkan Gajl Berkala PNS yang «  ATK, Kendarsan Lharl  [Surst Panganter
dl tandatangani oleh Kepala UPTD , ditujukan kepada Kepala Binas roda dua o apet

NIP, 19670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN ADMINISTRASI PEMBUATAN SK PENSIUN
TAHUN 2020




V26715

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG ;
Disahkan oleh
Nama SOP

Layanan Administrasi Pembuatan SK Pensiun

SOP LAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN SK PENSIUN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—_—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

hadiay

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer dan perlengkapannnya
OP DUK .
SOP Penyususnan DU 2. Sarana dan prasarana lain yang dipertukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




Melaksanakan koreksi, legalisir kelengkapan berkas usul Kenalkan Pangkat PNS

URAIAN PROSEDUR ANG YG MITUBAKD
PNS YANG Y KA. SUB BAG
STAF AT LSA KEPALA UPTD| Kelsnghapan! Perslatan |  Wakiy le_
Menyusun Daftar Nominatif PNS yang akan Pensiun pada periode tahun berjalan m - Buku Jaga Pensiun PNS| 2 hasi mwmmsm
skan

Memiuiat konsep surat Pemberitahuan Pansiun kepada PNS (H - 12 bulan) sesusi Y . ATK, Kompiter & Priter| 2 jam  [Surs! Pembedishuan
periode Pensiun BUP E:I lapads RS
Melakukan koreksi dan menekl konsep surat yang dibuat oleh sialipelaksana - ATK Tjam [Dlsposisi Kesubbeg
tantang kesesualan format surat dan isi surat, membubuhkan paraf uniuk . _:]
diteruskan kepada UPTD =
Memeriksa konsep surat yang tetah dipacaf oleh Pejabat Eselon IV, melakukan - ATK Tjam  [Toncatyn sustoieh
konfitmasi (sesual kepsriuan), membubuhkan tanda tangan. — Kegala UPTD
[Menyampalkan pemberitahuan Pensiun kepada PNS Ybs = B ~ Telepon, Zhart | T s
PNS menylapkan dan menyampaikan kelengkapan berkas usul Pensiun sesuai B :
persyaratan
Pelugas menerima dan menghimpun kedengkapan berkas usul Pensiun, mencatat ' - Buky Kendai, Map 10 menit |Tedimoun dan imcatainga
pada buku kendali —1>7 QOdner, ATK berkas voul Pereun PNS

| T ATK 0 menit |Benas vl Pension PNS

hingga finafisasi kesiapan berkas iiah 5ol peckyarsian
|Membuat surat pengantar kolektif g Usul Penshun PNS yang d tandatangani oleh | - ATK Thar |Suo Pongenter Use
Kepala UPTD , ditujukan kepadsa Kepala Dinas Ij Penstn ke Dines
10 |Menyampalkan/mengiim Usul Pensiun PNS Ke Dinas, Mengarsipkan Surat Usiian - Sief Palaksana, 1 hani  [Bokes wed Ponsiun
Kendaraan Dinas diterima Cines

dan Menunggu Informasi selanjutnya dari Dinas

g

An. Kepala Dinas Perindustrign dan

Pembina Jingkat |

NIP. 19670710 199403 1003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS! LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
TAHUN 2020




Nomor SOP V.26.7.1.6
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi x
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan November 2020
SERTIFIKASI MUTU BARANG : )
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

—_—

3. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
4. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

3. Komputer dan perlengkapannnya

Tah )
SOP Penyususnan Laporan fahunan 4. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




SRR MUTU BAKY
URALAN KA. SUB BAG Felenghapan/ KET
STAF TAT USAHA KEPALA UPTD Peral Waktu Hasit
Membuat Konsep Daftar Urut Kepanghkatan berdasarkan SK Terakhir PNS yang Telah di ATK, omputer & | 2jam  [<onoep Duk
himpun di asip Kepegawaian Printer
Melakukan Koreksi dan mensliti Konsep Daftar Urut Kepangkatan berdasarkan SK ATK 1 Jam  |PeratKaeubay
Terakhit PNS yang elah dibuat oleh staf tentang format dan isi DUK, membubuhkan paraf
uniuk diteruskan kepada Kepala UPTD
FMemeﬁksa Daftar Unut Kepangkatan yang telah diparaf oleh Kasubag Tata Usaha, ATK 2 dam _|DUK yang teish dianda
melakukan konfirmasi {sesuai keperluan), membubuhkan tanda tangan. I:] tangart
rManertrm Daftar Urut Kepangkatan telah ditandatangani oleh Kepala UPTD, 1 Jam
diteruskan kepada staf/petugas pengeiola kepegawaian |' |'<
Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditanda tangani oleh kepala UPTD, diberi ATK, Map Odne,| 1 jam _|DUK yang teah Gland
cap/stempel kantor den diarsipkan pada bundel Kepegawaian den File pada Ej Stempel tangi
Komputer

Pembina Tjhgkat |
NIP. 19670710 199403 1 003




M

Nomor SOP V.26.7.1.7
DINAS PERIN DUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
) PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgi. Revisi -

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN

Tgl. Pengesahan November 2020

SERTIFIKASI MUTU BARANG i
Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP Pembukuan Barang Inventaris

SOP PEMBUKUAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - o

nesia NC _ 5. Memiliki kemampuan daiam mengelola adminsitrasi kantor
Administrasi Pemerintahan. 6 Memiliki k X dai '
’ 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan . Menmiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

Peralatan/Perlengkapan

5. Komputer dan perlengkapannnya
6. Sarana dan prasarana lain yang diperiukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




BESSSSSSNRRE— S

. PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBAG BIRO
Mo URALAN PROSEDUR STAFPEMBANTU Kelenghapan/
PENGURUS BARANG TUPENGURUS | KEPALAUPTD | PERLENGKAPAN Peralatan Wakty Hasll
1 rMenerma Berita Acara Serzh terima Barang dari Panitia Pengadaan - ATK 1jam |Tanda lerima Barang
. Barang :

2. |Staf Menginput Barang Inventaris ke dalam Program dan Print AutLaporan ' - ATK, Kornputer, 3jam |Draf Laporan
kepada Kasubag untuk diperiksa dan di paraf g 1 I Printer

3. [Kasubag TU memeriksa dan memaraf Draf laporan - untuk selanjutnya - ATK 1jam |Draf Laporan yang di
dhanjutkan ke Kepala UPTO untuk di tanda tangani B= L3 D paraf

2. |Sateleh ditandanganani okeh Kepala UPTD berkas Dikembalfkan kepada ' - ATK 1jam | Draf Laporan yang di
Stef /Pembantu pengurus Barang ai m tanda tangani

5. |Petugas Melakukan Rekonsiasi dengan Biro Periengkapan dan Aset + ATK, Komputer, 1heri |hasl rekonsibiasi
fentang keadaan Barang Millk Daerah yang menjads Inventaris D. e = Printer, Kendaraan

8. |Biro Perlengkapan memberikan printout hasi rekonsiliasi dan menysrahkan - ATK, Komputer, 1jam |hasi rekonsiliasi
kepada staf untuk ditandatangani oleh Kasubag TU/Pengurus Barang dan s i :Q Printer,
Kepala UPTD

7. |Printout dan Laporan Inventaris Barang disjuksn ke Kasubag ! - ATK 3jam  [hasi rekonsiliesi telah
TUPengurus Barang dan Kepala UPTD untuk ditanda tangani C T 31— ditandatangant

’ 8 | Selalah ditandanganani cleh Kepala UPTD berkas Dikembafikan kepada - ATK, Map Odner, | 1jam |hasil rekonsiliasi dan
Staf Pembanty pengurus Barang untuk di asrsipkan = Komputer, Flasdisk l;pt::dm yang la;: ol
dokurneni

pPembing Wngkat |
NIP. 19670710 193403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUKUAN BARANG PAKAI HABIS
TAHUN 2020




Nomor SOP V.26.7.1.8
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALAI PENGUIJIAN DAN Tgl. Pengesahan November 2020
SERTIFIKASI MUTU BARANG .
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Pembukuan Barang Pakai Habis

SOP PEMBUKUAN BARANG PAKAI HABIS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

—_—

1. Mem!liki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

|. Komputer dan perlengkapannnya

P .
SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris 2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




_PELAKSANA — WUTU BAKU
No URALGN PROSEDUR UNIT KERJA Kelengkapani
STAF HASUBAG TU TERKAIT i \'la‘ltm Hasll

1 |Menerima Barang-barang pakai habis berdasarkan berkas Berita serah - ATK 2 jam mmmrm
terima barang .

2 | Metakukan Inventarisir terhadap barang yang tekah diserah tesimakan - ATK. Komputer & 2 jam m m’“‘“’“‘”
dalam komputerisasi dan melaporkan kepada Kasubag TU U Printer,

i

3 [Menerima dan Melakukan koreksi dan meneliti hasil inveriterisast yang I __ . ATK 2jam |Posk mwenkatesal en
dibust oleh StafiPslaksana berdasarkan Berita acara serah terima barang ' ‘L__:! mhw Panggunacn
dan membual prosadur penggunaan barang-berang pakal habis

|

4 |Membust permohonan pengajuan pemakaian barang-barang pakai habis | __ - A‘lfK, Komputer & 2jam  |Pemononan penggunaen
yang ditujukan ke Kasubag TU ' il | :l Printer, Barang

5 |Memberikan Persetujuan alau tidak terhadap pemakaian barang-barang ATK Tjam  [Peseleandoa
pakai habis = —

6 |Menggunakan barang-barang pakai habis setelsh mendapat persetujuan ; kondisional m m
dari kasubag TU dan memberi laporan atas panggunaannya g B I:

|

7 [Menerima laporan penggunaan barang-barang yang telah dipakai oleh unit | ATK, Map Odner 1jam m m

kerja terkait dan mengarsipkannya C]. = =

An. Kepala Dinas Perind

Perdagangan Provinsifampung,

SYAHRIL, 5§, MM
Pembina Mngkat
NIP. 19670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.7.19

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

PERDAGANGAN PROVINSTI LAMPUNG Tgl. Revisi

November 2020

SERTIFIKASI MUTU BARANG ]
Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Usulan Pengahapusan Barang Inventaris

SOP USULAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—_—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaly;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daersh Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

3. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
4. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

Peralatan/Perlengkapan

3. Komputer dan perlengkapannnya
4 Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




M

URAIAN PROSEDUR ANTU = BAKY
No PEMBANTY PENGURUS PENGERUS Kalengkapan/
RARANG ; A
KEPALA UPTD Wakiu Hasil
1 |Menyusun dan mendata Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh UPTD % - ATH Jhari |Dete Barang kwentadia
2 [Menginventarisir Barang Milk Daerah yang menjadi inventeris kantor yang ¥ _ —ATK T hari|D28 B0 yorg sk
akan dhapus | @haspuskan
|
3 |Mengklasifikasikan dan menilal Barang yang rusak berat dan tidak dapat ' - ATK Thari|Hesh Kelesifikasi dan
dipergunakan lagi atau barang yang berisbih unbuk dihapuskan ponioien BUD
2 [Miembuat Usulan Penghapusan Barang Miik Daerah berdasarkan hasi Y — ATK, Komputer & T i
penilaian melalul Biro Peslsngkapan dan Aset Daarah Printer, B0
5 |Fmalisasi Usulan Penghapusan Barang Mill Daerah selujui atau tidak ATK 1 hati :; sulen Panghapusan
& |Menunggu tindak Janjut usulan Penghapusan Barang Miik Daesah oleh Biro ATK Kondisional | SK Gubemur
Perlengkapan an Aset dan Mengarsipkan berkas usulan D; .

Pembina #ingkat |
NIP, 18670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.7.1.10

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAT PENGUJIAN DAN Tel Pengesahan
SERTIFIKASIMUTU BARANG ]

Disahkan oleh
Nama SOP

Pemeliharaan Barang Inventaris

SOP PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur s £ o
Administrasi Pemerintahan. 1. Memflfk} kemampua_n dalam mengelola adminsitrasi kantor
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 2. Meniliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




— PELAKSANA MUTU BAKY
URAN PROSEDUR STAF | Bendahars | KASUBAGTU | KEPALAUPTD| _ PIHAK Kelongkapan! | vy, Hasil KET
KETIGA/SERVICE | Peralatan

Membuat rencana pemeliharaan barang inventaris yang akan m - ATK 2 jam [Rencana Pemeltarsen
diperbaiki
Mengajukan rencana pemeliharaan kepada Kepala UPTD 4 - ATK 1jam O Rencans
Kepsla UPTD memberikan Persetujauan atau tidak alas rencana A - ATK 2jam | Rencane
Pemebharaan terssbut dan bila setuju dapat membubuhkan tanda P m&m
tangan i
Setelah disetujui dan ditanda tangani oleh Kepela UPTD diteruskan | - ATK 2jam  [Estmesi Slaqya perwatan
ke Bendahara untuk mendapatkan dana perawatan el D = 2
Pelugas membawa barang nventaris yang rusak atau memanggh 1P T ATK, Kendaraan | Kondisional| 6 yerg aken
tukang service untuk memperbaiki barang inventaris yang usak B | Olperhalhl
ok diperbaik == = 4:‘1
Potugas melaporkan hasi pekerjaan ke kasubag Tata Usaha ‘ ~ATK, Komper, Tam [

| Jt - - Priever

SYAHRIL,

MM
Pembina Fingkat |

NIP. 19670710 199402 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PAKAI HABIS
TAHUN 2020




V.26.7.1.11

01 Oktaober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG )
Disahkan oleh
Nama SOP

Penysusunan Laporan Barang Pakai Habis

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PAKAI HABIS

Dasar Hukurm

Kualifikasi Pelaksana

L
2
3

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Periengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




1]

URAIAN PROSEDUR - IT KER LBy
URIT KERJA Kelengkapan/ KET
STAF BAG TU Waktu
Meneri t dari Biro Perlengkapan dan Aset tentang lapol = ATKP mw::m
ma sura o n dan ran - 2 jam
Panggunaan Barang Pakai Habis
Malakukan cross cak terhadap barang pakai habis yang digunakan dan - ATK 2jam |hesi Crossoek varang
persediaan barang pakai habis yang tersise [ ]
Membuat konsep Laporan tentang Barang Pakai habis yang telah - ATK, Komputer & Kansap lapormn
digunakan dan persadian berang pakai habis yang tersisa Ej Printer,
Menerima,melakukan koreksi dan menelili Konsep Laporan yang dibuat _ - ATK 2jam  |Vonsep laparan yeng teien
oleh StaffPelaksana berdasarkan keadasn barang pakai habis yang tersisa, diparal
dan membubuhkan paref .l
1
Memeriksa konsep Laporan Penggunaan Barang Pakal habis yang | - ATK 2jam  [Laporsn yong toiah dmnda
felah diparaf oleh Kasubag TU , melakukan konfirmas (sesual ' —":l ma
kepariuan), dan bila disetujui dapat membubuhkan tanda tangan. |
Menerima laporan barang pakai habis yang telah ditandatangani oleh | ATK 1jam |Laoren yang teeh dtanda
Kepala UPTD, diteruskan kepada stafipetugas untuk di sampaikan ke e =l fengen
Biro Perlengkapan dan Aset
Mengifmkan 1aporan barang paka habls dan mengarsipkannya " Kendoran, ATK, | kondisional] S22 ateen s
| | _ ap Odner

SYAHRIL, SE, MM
PernbinaXingkat |
NIP. 19670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN BARANG INVENTARIS
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.7.1.12

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG :
Disahkan oleh
Nama SOP

Penysusunan Laporan Barang Inventaris

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

et

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




URALAN PROSEDUR T = PELAKIANA MUTU BAKU
PEMBANTU PENGURUS PENGERUS Kelengkapan! KET

KEPALA UPTD Wakiy Hasil
Menerima Barang inventaris berdasarkan berkas Berita serah terima - ATK 2 jam  [Berkas BA Sereh Trima
barang dari pihak pengadaan barang ke Pengurus barang g Barng
Melakukan penomeran Inventaris terhadap barang yang telah diserah - ATK, Kompuler & 2jam [Nomor irvecdaris Berang
terimakan dalam komputerisasi dan melaporkan kepada Pengurus Barang I::' rinter, o il invin e
Menerima dan Melzkukan koroksi dan meneliti hasil inventarisasi yang | . ATK 1jam  [Hesl ioventwicasl Yerg
dibuat oleh Pembanty Pengurus Barang berdasarkan Berita acara serah > wand "";::’
terima barang, membubuhkan paraf uniuk diteruskan kepada Kepala UPTD
Memeriksa hasil inventarisasi yang telah diparaf oleh Pengurus Barang, - ATK 1jam  |Hesk Inverienasi Yeng
melakukan kenfirmas! (sesuai keperiuan}, membubuhkan tanda tangan. = I:] xﬂm tangani oieh
Menarima hasil inventarisasi yang telah ditanda tangani Kepala UPTD dan ATK Haed inveniartaas| Yang
menyampsikan kepada Pembantu Pengurus Barang  — ::"*""'UP‘:'D"W""‘

!
Menerima hasil invenlarisasi yang tefah dilanda tangani Kepala UPTD dari | ATK Arsip
Pengurus Bargng dan mengersipkannya. D |
mpung,

NIP. 19670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS| LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LLAPORAN MUTASI BARANG
TAHUN 2020




M

1]
Nomor SOP V26.7.1.13
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALA1 PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan November 2020
SERTIFIKASI MUTU BARANG . _ .
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Penysusunan Laporan Mutasu Barang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur e L
nesia INC ‘ 1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
Administrasi Pemerintahan. 2 Memiliki k . dai dal .
’ 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan . Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan perlengkapannnya

I .
SOP Laporan Penyusunan Barang fnventaris 2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA ~MUTU BAKU
KASUBAG
URAIAN PROSEDUR STAF/PEMBANTU Kelengkapan/
PENGURUS BARANG | TUrahone ® KEPALAUFTD Peralatan Waktu Hasil
Menefima Barang dan Berita Ucara Serah Terma Barang dari Panitia m - ATK 1jam |Berita acara serah terima
Pengadaan Barang dan Jasa 1 barang
Malakukan cross oek terhadap barang- barang yang diserah terimakan untuk di | - ATK 2jam  |hasil Crosscek barang
input ke dalam program komputer [:]' —
|
Membuat konsep Laporan Mutasi Barang atas Pengadaan Barang yang tetah ' - ATK, Komputer & | 2jam  |Konsep laporan
diterima 1 Printer,
FMwerima.melakukan koreksi dan mensliti Konsep Laporan yaag dibuat oleh - ‘[:l - ATK 1jam K.onsep laporan yang teiah
StafPelaksana tentang keadaan Mutasi Barang dan membubihkan paraf g diparaf
Memeriksa konsep Laporan Mutasl Barang yang telah diparaf oleh _ - ATK 2jam |Laporan yang telsh ditanda
Kasubag TU, melakukan konfirmasi (sesual keperiuan), dan bila disetujui === -E tangani
dapat membubuhkan tanda tangan. '
Menerima Laporan Mutasi Barang yang telah ditandatangani cleh Kepala '| ATK 1jam |Laporan yang telah ditanda
UPTD, diteruskan kepada staf/petugas untuk di sempaikan ke Biro ‘:] = | tangani
Periengkapan dan Aset '.
Mengirimkan Laporan Mutasi Barang xe Biro Perfengkapan dan Aset dan : | - Kendaraan, ATK, |kondisional|Laporan yang telah ditanda
mangarsipkannya. Map Odner tangani

Pembina Tingkat (
NIP. 19670710 199403 1003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2020




————— e ————————————————

Nomor SOP

V.26.7.1.14

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan

November 2020

SERTIFIKASI MUTU BARANG ]
Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Penysusunan Laporan Tahunan

SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2.
3

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaly,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Peralatan/Perlengkapan

SOP Laporan Penyusunan Barang Inventaris

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




-/—

- ATK, thari |Tanda Terima dan asip
Kendaraan, Map
Odner,

Komputer
™

11 [Pengiriman Dokumen Laporan Tahunan UPTD ke Dinas dan Pengarsipan -

Pembina Aingkat |
NIP. 19670710 199403 1 003



M

-

PELAKSANA MUTU BAKU
RALAN PROSEDUR
Ho v ey STAF kasl | KasuBAGTU | xepaLaverp | MOlengkaRanl | Hasl
Peralatan
1 |Memerintahkan Kasubag TU untuk melakukan Penyusunan Laporan ATK 1jam |Disposisi Surat
Tahunan 1
2 |Membuat Format laporan tahunan dari masing-masing Kasi dan dan Sub ] ATK, Komputer | 2jam  |Format Laporan
Bag Tata Usaha |:" -' : & Printer,
|
3 [Menysmpaikan format pengumpulen data dan informasi laporan tahunan ATK 2jam |Format Laporan
kepada masing-masing kas! dan Sub Bag Tata Usaha
4 FMenyanpaiakn data dan informasi tahunan kepada Kasubag Tata Usaha ATK 3Jam |Data dan infonmasi
D; — tshunan
[
5 |Menghimpun format data dan informasi keneja dari masing-masing Kasi- | ATK 1jam |Data dan Informasi
kasi dan Sub Bag Tata Usaha == B tahunan
6 |Menganalisis dan mengsvaluasi data dan informasi tahunan yang telah 3 ATK {jam  |Data dan Informasi
terkumpul tahunan yang akurat
l
7 |Membuat Konsep Laporan Tahunan ¥ - ATK, Komputer | 1hari |DrafLaporan Tahunan
D & Printer,
8 |Menerima dan mengkareksi konsep laporan tahunan dan bila menyutujui ATK 2jam  |Draf Laporan Tahunan
dapat membububkan tanda tangan s yang telah ditanda
tangani
9 [Pembuatan Sural Pengantar Pengiriman Laporan Tahunan sekaigus : ATK, Komputer | 1jam | Surat Pengantar dan
Penomoran surat @,_ 1 & Printer, Nomor Surat
10 |Penggandaan Laporan Tahunan ATK, Mesin 2jam |Foto Copy Laporan
Foto Copy Tahunan




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2020




Nomor SOP V.26.7.1.15

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi .

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN

Tgl. Pengesahan November 2020
SERTIFIKASI MUTU BARANG , ) A
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Penysusunan Rencana Kerja Anggaran

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentanig Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

3j Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Laporan Tahunan 1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN PROSECUR STAF KASL | KasUBAGTU | Kepatauprp | Kelorakseand |\ Has
Peralstan
1 |Memerintahkan Kasubag TU untuk melakukan Penyusunan Rencana - ATK 1jam |Disposist Surat
Kerja Anggaran (RKA) J
2 |Membuat Format penguempulan data dan informasi untuk penyusunan | ATK, Komputer | 2jam  [Format RKA
RKA daril masing-masing Kasi dan dan Sub Bag Tata Usaha & Printer,
3 [Menyampaikan format pengumpuian data dan informasi RKA kepada - ATK 2jam  |Format RKA
Imaslng-mming kasi dan Sub Bag Tata Usaha
4 FManmpaiakn data dan informasi RKA kepada Kasubag Tata Usaha D ATK 3Jam |Data dan Informasi
5 |Mengundang Kepala UPTD dan Psjabat Esselon IV UPTD uniuk rapat | ATK 2jam  |Konsep RKA
pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) i
6 |Mslaksanaken rapat pembahasan Rencana Karja Anggaran {RKA) § ATK 4jam  |Koneep RKA
SR [
7 |Menghimpun format data dan informasi RKA dari masing-masing ¥asi- ATK 1jam |Data dan Informasi RKA

kasi dan Sub Bag Tata Usaha

8 [Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi RKA yang telah ATK 1jam |Data dan Informasi RKA
terkumpul yang akurat

9 [Membuat Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) « ATK Komputer | 1hari  |Draf RKA

& Printer,

10 |Menarima dan mengkoreksi konsep RKA dan memberikan persetujuan ATK Zjam  |Draf RKA yang telgh di
atau fidak menyuhijui : sefujui atau fdak

11 |Pembuatan Surat Pengantar Pengiriman RKA sekaligus Penomoran sufat - ATK, Komputer | 1jam [Surat Pengantar dan

‘___ & Printer, Nomor Surat
12 |Penggandaan RKA ATK, Mesin Zjam |Foto CopyRKA

Foto Copy




13

Pengiriman Dokurnan RKA UPTD BPSMB ke Dinas dan Pengarsipan

5<

- ATK,
Kendaraan, Map
Odner,
Komputer

Tanda Terima dan arsip

An, Kepala Dinas Perindustrign dan

Pembina Tingkat i
NIP. 19670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU
TAHUN 2020




o

V.26.721

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tl Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG ‘
Disahkan oleh
Nama SOP

Penerbitan Sertifikat Mutu

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur e A v,
Administrasi Pemerintahan. 1. Mem!lfk! kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

Keterkaitan Peralatan/Pertengkapan

SOP Pengolahan Data Hasil Pengujian

1. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




’ Pelaksana Mutu Baku Ket.
Uraian Prosedur e
Ka. UPTD Ka.Sub Kasi Kasi Standar PPC Analis | Kelengkapan | Waktu Output
Bag. TU | Pengawasan | & Sertifikasi
Penerbitan Sertifikat Mutu

Menerima Surat Permohonan Pengambilan

Cotoh {SPPC) dari Perusahaan kemudian Disposisi 5 it | i -

diteruskan kepada kepala UPTD { Manajer Sposts ment 1SpOSIs)

Puncak )

- A
Menerima SPPC dan mendisposisikannya kepada -SPPC ) -SPPC
: . - 5 menit . .

Kasi Pengawasan i -Risposisi -Disposisi

Menerima, Mengagendakan dan menggandakan -SPPC 15 it -SPT

SPPC kemudian menerbitkan SPT Pengambilan -Disposisi menit | re surat

Contoh untuk petugas PPC Ei—,l Permochonan
Q[_Berdasarkan SPT, melakukan pengambilan -SPT 3 jam Contoh

contoh di gudang perusahaan Pemohon. -FC Surat komaoditi

Permohonan
v

membuat Laporan Pengambilan Contoh (LPC) Contoh 15 it Contoh

dan menyerahkan contoh kepada Seksi Standard komoditi Ment | komoditi dan

dan Sertifikasi LPC

Menerima Contoh , membukukan dan memberi v Contch 10 menit | Contoh

identitas terhadap contoh yang masuk kemudian komoditi komoditi

diserahkan kepada Analis

Menerima Contoh yang sudah di beri identitas : Contoh 4 jam Hasil Uji /

kemudian di uji dan di analisa . komoditi Analisa (TR )

Menerima hasi{ uji dari Analis, berupa data ‘ Hasil Uji / 15 menit | Hasil Uji {TR)

kemudian dikoreksi dan dibuatkan Test Resut Anazlisa (TR ) yang sudah

dan ditanda tangani Kasi Pengawasan kemudian ditandatanga

diserahkan kepada seksi Standar dan sertifikasi ni

Menerima Test Result untuk meniadi acuan Hasil Uji (TR) | & menit Hasil Uji {TR)

pembuatan dan penerbitan Sertifikat Mutu

LML




10 | Membuat dan menerbitkan Sertifikat Mutu, Hasil Uji {TR) | 15 menit | -Sertifikat
yang dilampiri Test Result kemudian diserahkan Mutu
kepada Sub Bag. TU.

11 | Menerima Sertifikat Mutu dan Test Result b -Sertifikat 10 menit -Sertifikat
untuk di tanda tangani Ka. UPTD Mutu Mutu dan

-Test Result “Test Result

12 | Menerima Sertifikat Mutu dan -Sertifikat 10 menit | -Sertifikat
menandatanganinya, kemudian diserahkan Mutu Mutu dan
kembali kepada Sub. Bag TU. -Test Result . -Test Result

yang sudah
ditanda
tangani

13 | Menerima Sertifikat mutu yang sudah di tanda -Sertifikat 10 menit | Kwitansi
tangani dan dibuatkan Kwitansi Pembayaran dan . Mutu dan Retribusi
di agendakan. -Test Result

yang sudah
ditanda
I tangani

14 | Menyerahkan Sertifikat mutu yang sudah di ‘ -Sertifikat 10 menit | -Sertifikat
tanda tangani dan di agendakan kepada l:l Mutu Mutu
Perusahaan Pemohon. -Test Result -Test Result

+ -Kwitansi -Kwitansi
Selesai Retribusi Retribusi

An. Kepala Dinas Perindusifian dan
Perdagangan Provjfsi Lampung

Pembina Tingkat |
NIP. 19670710 199403 1 003



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGOLAHAN DATA HASIL PENGUJIAN
TAHUN 2020




DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Nomor SOP

V.20722

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Pengolahan Data Hasil Pengujian

SOP PENGOLAHAN DATA HASIL PENGUJIAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—_—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

[. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penerbitan Sertifikat Mutu

. Komputer dan perlengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




Nomor SOP

V.26.73.1

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tl Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG ,
Disahkan oleh
Nama SOP

Persiapan Peralatan Laboratorium

SOP PERSIAPAN PERALATAN LABORATORIUM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

fa—y

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. TInpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

I. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengujian Contoh 1. Komputer dan perlengk‘apannnya‘
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUJIAN CONTOH
TAHUN 2020




Nomor SOP V26732
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan 01 Qktober 2020
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi -
UPTD BALAI PENGUIJIAN DAN Tgl. Pengesahan November 2020
SERTIFIKASI MUTU BARANG .
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nama SOP Pengujian Contoh

SOP PENGUJIAN CONTOH

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

o

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1

Administrasi Pemerintahan. )

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

5 Peratusan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

w

Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengambilan Contoh 1. Komputer dan periengkapannnya
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




SOP PENGUJIAN CONTOH

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN PROSEDUR KET
Analis/
Kelengk
Fungsional | Kasi Staf Kadis Analis ngkapan/ | o | Hasil
Peralatan
PMB
1 |Menerima Contoh dari Petugas Pengambil Contoh - ATK dan 24 jam |Lembar kerja
(PPC}) dan melaksanakan analisa laboratorium peralatan pengujian
terhadap contoh yang diterima [ muLel R laboratorium
2 |Memeriksa hasil pengujlan dari laboratorium - ATK 1 lam |Rekapitulasi
Hasil
? Pengujian
3 |Merekapitulasi hasil Pengujian dari laboratorium - ATK 1 jamn |Data Hasil
Pengujian
4 [Menyerahkan hasil pengujian laboratorium ke Seksi ' - ATK 1/4 jarn |Rekapitulasi
Sertifikasi Hasil
Pengujian

An. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Lampung
Kepala UPTD Balai Penga

Mutu Barang,

san dan Sertfkas:

NIP. 19670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAMBILAN CONTOH
TAHUN 2020




V26733

01 Qktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor SOP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Pembuatan
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Revisi
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN Tgl. Pengesahan
SERTIFIKASI MUTU BARANG .
Disahkan oleh
MNama SOP

Pengambilan Contoh

SOP PENGAMBILAN CONTOH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

j—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur s o
A . 1. Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor
Administrasi Pemerintahan. 2 Memiliki k ] dai -
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan . Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
. 1. Komputer dan perlengkapannnya
PP t
SOP Pengujian Contoh 2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Agar setiap kegiatan operasional terkelola dengan baik dan benar.




SOP PENGAMBILAN CONTOH
M MUTUBAKUY
Fetugas ; )
Al ! " ksport Keteng
URAMAN PROSEQUR Staf Pengambilan Kasi | Ka.Uptp | GUAanO Eksporttokist]  snais sengkepan’ | wakty Hasit KET
Contoh PPC) plng alata
Mengagendakan Surat permohonan ambilan sampel - ATK 1/4 jam | Rekaman sursl permohonan dalam buku agenda
engage 4 reny p ¥ Esok
Mendisposisikan pengambilan conteh - ATK 114 jam |Dokumen disposisi
Mengajukan SPT pengamnbilan contoh - ATK 1 jam | Praft Surat Permtan Pengambxian Coatoh
Mengesahkan SPT Pengambiian Contoh - ATK 2 jam | Surat Perintah Pangambuian Contoh

Petugas PPC metaksanakan pengambilan contoh,

ATK, Kendaraan, [{ondigio

Sampsl laporan pangamislan contoh

membuat laporan pengambitan cantoh dan [ peﬂen_gkapan

mendistribusikan sampel ke analis L - sampling

Petugas melaporkan hasil pekerjaan ke Kasi - ATK, Komputer, | 1 bularr |Laporan Buisnan Pengambilan contoh
Printer

Pengawasan

An. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Lampung

Kepala UPTD Balal Béngawasan dan Sertifikasi

HIP. 19670710 199403 1 003




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBINAAN IKM MELALUI FASILITASI INDUSTRI
TAHUN 2020




Nomor SOP /V .26 /SARPRAS 3.2020
Tgl. Pembuatan 01 Oktober 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Revisi -
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tgl. Pengesahan Noverber 2020
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Nama SOP Pelayanan Fasilitasi Sarana Industri pada Sentra IKM

SOP PELAYANAN FASILITASI SARANA INDUSTRI PADA SENTRA IKM

Dasar Hukum ) Kualifikasi Pelaksana

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung,

B

1. Memiliki kemampuan dalam perencanaan tata ruang wilayah
2. Memiliki kompetensi dibidang pengoperasian program komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Fasilitasi Sarana Industri pada Sentra IKM Mgja. Kursi, computer, brankas, ATK, telepon, mesin tik, katkuiator
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, maka sarana untuk mendukung kawasan industri/sentra KM tidak terfasilitasi
dengan baik

SOP Sertifikasi SNI Bagi [KM Bidang SARPRAS Industri



FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Pelaksana Mutu Baku
Ne Uraian Prosedur . Kgpala Kasi Fasilitasi Persyaratan/ Ket
Kepala Dinas | Bidang Industs Staf Perlengkapan Waktu Ouiput
SARPRAS pa
Menerima usulan kebutuhan fasilitasi sarana Zderfl;_at?“ti’a _
1. | bagi sentra KM dari Kabupaten/Kota se- - Tata Persuratan Dinas | 0 menit : a;ms rasi
Provinsi Lampung yang layak difasilitasi ‘ ur
Mencatat dan merencanakan usulan ‘
kebutuhan fasilitasi satana bagi sentra IKM Buku pencatatan 5 menit Tercatatnya
dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung suratl surat
yang layak difasilitasi
Mengusulkan kebutuhan fasilitasi sarana bagi + Mengkoordinasi
sentra IKM dari Kabupaten Kota se-Provinsi Alat tulis kantor dan 2 Jam kan kebutuhan
Lampung yang layak difasilitasi (Subbag Flash Disc fasilitasi sarana
Perencanaan) bagi Sentra IKM
Mengkoordinasi
. . . . kan tersedia
Koor(lionasr / Konsultasi dengan instansi yang | ; I Alat tulis kantor dan atan tidaknya
5 | berkaitan dengan anggaran { Bappeda dan Flash Disc 2 Jam biava fasilitasi
BKAD Provinsi Lampung ) y Hitast
sarana bagi
Sentra KM
v
Pembahasan Usulan Anggaran untuk fasilitasi | Tata cara Tersusunnya
6. | sarana bagi sentra IKM ( Bappeda dan | pembahasan 3 jam Anggaran dalam
BKAD Provinsi Lampung ) ' DPA
l Disetujuinya
) I . Tata Cara Anggaran dalam
7 ::;;ﬁ% cﬁ?ﬁa&ﬁtﬁfg’? Sarana bag! Penyusunan 1 Bulan DPA untuk
l Anggaran fasilitasi Sentra

KM

SOP Sertifikasi SNI Bagi IKM Bidang SARPRAS Industri




__—______________—————ﬁ__—___

. 4
' ' Proses kegiatan fasilitasi sarana bagi Sentra - Proses pengadaan Proses
8 IKM kepada Kabupaten/Kota yang Igyakf i J I > Fasiliatsi Sarana bagi | 30 Hari pengadaan
yang telah disetujui untuk difasilitasi dengan . : Sentra IKM swgkelolafpthak
menggunakan pihak ketiga ataupun swakelola | ketiga
& . e
Penyerahan/peresmian pembetian fasilitasi v Penyerahan/peresmia Terfasilitasinya
sarana bagi Sentra IKM oleh Dinas Perindag n pemberian fasilitasi | | 0 Kebutuhan
10 | provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota yang - sarana bagi Sentra Sarana bagi
layak/ yang telah disetujui untuk difasilitasi ‘ IKM Sentra IKM.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
SATRIA ALAM. SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007
o

SOP Sertifikasi SNI Bagi IKM Bidang SARPRAS Industri



DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor SOP

V.26 /SARPRAS.3.2020

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

Tgl. Revisi

Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Nama SOP

Pembinaan 1IKM Melalui Fasilitasi SNI

SOP PEMBINAAN IKM MELALUI FASILITASI SNI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

o |

Pemerintahan.
Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Gubermnur Lampung

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 entang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Provinsi Lampung.

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesta
Operasional Prosedur Administrasi

Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1. Memiliki kompetensi pengelolaan impor
2. Memiliki kompetensi dibidang pengoperasian program komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Fasilitasi Standarisasi Indonesia bagi IKM

Peringatan

Meija. Kursi,, computer, brankas, ATK, telepon, mesin tik, kalkulator

Pencataatan dan Pendataan

keamanan, keselamatan, kesehatan

Jika tidak dilakukan, maka [KM akan lambat dalam meningkatkan daya saing usaha yang sehat,

dan lingkungan hidup.

SOP Sertifikasi SNI Bagi IKM Bidang SARPRAS Industri




FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Pelaksana Mutu Baku
. Kepala
U Pr
No raian Prosedur Kepala Dinas | Bidang Kasi SNI Staf Persyaratan/ Waktu Output Ket
SARPRAS Perlengkapan 4
Membuat surat permintaan / data IKM dari Tertatanya
L. | 15 Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung Tata Persuratan Dinas | 10 menit administrasi
yang layak difasilitasi SNI surat
2. Mencatat surat rpf:sul.c balasan dari kabupaten Buku pencatatan S menit Tercatatnya
kota tentang fasilitasi SNI suratl surat
enerima d e Dara IKM l Tersusunnya
enerima dan memverifikasi Data yang . . terarsipkannya
3. | layak difasilitasi SNI —'F Tata Persuratan Dinas | 30menit | G’ o
Koordinasi / Konsultasi dengan instansi yang ‘ Terincinya biaya
4 terkait yang menerbitkan / mengeluarkan Alat tulis kantor dan ) satuan jenis
- | sertifikat SN untuk mengetabui satuan biaya Flash Disc 3 jam komoditi yg
perjenis produk yang akan di fasilitasi ;l;?;l di fasilitasi
oordonasi/ Konsultasi d — v Mengkoordinasi
oordonasi / Konsultasi dengan mstanst yang . kan tersedia
5. | berkaitan dengan anggaran ( Bappeda dan m ?11 :;htu [l;;‘l:(antor dan 2 Jam atau tidaknya
BKAD Provinsi Lampung ) biaya fasilitasi
SNI.
Pembahasan Usulan Anggaran un.tuk’ fasilitasi h Tata cara Tersusunnya
6. | SN1 ( Bappeda dan BKAD Provinsi pembahasan 3 jam Anggaran dalam
Lampung ) DPA
_— Casilitasi SNI dal Tata Cara Disetujuinya
= Persetujuan Anggaran Fastlitasi alam Penyusunan 1 Bulan Anggaran dalam
bentuk DIPA atau DPA DPA untuk
Anggaran untu
fasilitasi SNI

SOP Sentifikasi SNI Bagi [KM Bidang SARPRAS [ndustri




M—

P i i Komputer, Alat Tulis . Proses
Proses Fasilitasi SNI dengan Instasi terkait P Flach di 20 Hari pengadaan /
yang menerbitkan / Mengeluarkan SNI Kantor Flash dics swakelola
Proses pembuatan
v SNI kerjasama
dengan Instansi 7 Hari Disahkannya
SNI Terbit terkait SNI bagi IKM
yangberwenang
menerbitkan SN1
Diterimanya
=Tl __g Sertifikat SN sertifikat SNI
e : insi - <> [ diserahkan ke IKM dari Instansi
Penyerahan SNI dari Dinas Perindag Provinst L b Kepala Di 1 Hari Pemerintah
Lampung ke IKM. 0:; t‘:p; i: :)Enas Provinsi
atau pejabat lain. Lampung
kepada IKM.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

SATRIA ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

SOP Sertifikasi SNI Bagi IKM Bidang SARPRAS industri




DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
TAHUN 2021

SOP Pendataan Sistem Informasi industri Tahun 2021



Nomor SOP /V.26 /SARPRAS 3.2021
Tgl. Pembuatan 01 Januari 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Revisi .
PERDAGANGAN PROVINS1 LAMPUNG Tgl. Pengesshan Desember 2021
Disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Nama SOP Pendataan dan Sistem Informasi Industri

SOP PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

-

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan. 1. Memiliki kompetensi pengelolaan impor

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 2. Memiliki kompetensi dibidang pengoperasian program komputer

Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
S Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung.

W

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Meja. Kursi,, computer, brankas, ATK, telepon, mesin tik, kalkulator

Peringatan Pencataatan dan Pendataan

SOP Penidataan Sistem Informasi Industri Tahun 2021




*" -
o FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Kasi Pengcidaalﬂ
- No Uraian Prosedur Kepala Dinas | Bidang Data dan Staf l1’tell‘S)h?u;i!tam' Waktu Output Ket
SARPRAS |Informasi Industr] eriengkapan
Tertatanya
1 Membuat surat permintaan f data Industri dari Tata Persuratan Dinas | 10 menit administrasi
* | 15 Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. surat
) Mencatat surat masuk balasan dari kabupaten ; Buku pencatatan 5 menit Tercatatnya
- | kota tentang data Industri surat] surat
Tersusunnya
_ _ . . terarsipkannya
3 | Menerima dan memverifikasi Data [ndustri, - <> -4 > Tata Persuratan Dinas | 30 ment surat nl'jtasuk y
Koordinasi / Konsultasi dengan instansi yang 4 ' Terincinya Dat
terkait yang menerbitkan / mengeluarkan data Alat tulis kantordan | .. Industri y ; 4
4. i i dan jeni Flash Disc 3 (neustrt satuan
Industri untuk mengetahui satuan dan jenis jenis Industri
Industri.
- v Menyerahkan Data g:g‘;::::&
Memperbarui Data Industri di Dinas Perindag Industri terbaru 1 Hari terbaru di
3 insi kepada Kepala Dinas fu d
Provinsi Lampung. epa a‘ p . Provinsi
atau pejabat lain.
I Lampung

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

SATRIA ALAM. SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

SOP Pendataan Sistem Informasi Industri Tahun 2021




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN FASILITASI SARANA INDUSTRI PADA SENTRA IKM
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.6.3.1

Tgl Pembuatan

01 Okteber 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tg!. Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SQP

Pelayanan Fasilitasi Sarana Industri pada Sentra IKM

SOP PELAYANAN FASILITASI SARANA INDUSTRI PADA SENTRA IKM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 teniang Rencana Kerja Pemerintah,

2. lopres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opesasional Prosedur Administrasi - , .
Pemmerintahan |. Memiliki kompetensi pengelelaan impor
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 2. Menmiliki kompetensi dibidang pengoperasina program komputer.
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasit dan Tata
Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peratatan/Perlengkapan
Meja, kursi, kemputer, brankas, ATK, telepon,mesin tik, kaltkulator.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FIKASI TEKNIS DALAM RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN 1UI PERLUASAN

PELAYANAN VERI
TAHUN 2020




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAM RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN [UI PERUBAHAN

PELAYANAN VERIFIKASI TEKNIS DA
TAHUN 2020




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DALAM RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN IUI

PELAYANAN VERIFIKASI TEKNIS
TAHUN 2020




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nemor SOF

Vv.26.4.3.1

PROVINS| LAMPUNG

Tel Pembuatan

01 Oktober 2020

11, Cut Mutia No. 25 Gulak Gafik Pandar Lampung

Tgl Revisi

telp 1 0721-481107

Tgl Pengesahan

November 2020

Website/Mail : disperindag@lampungprov.go. id

Disahkan oleh

Kadis Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDUSTRI

Hama SOF

Pembangunan Sumber Daya Industri Bidang Pengemnbangan dan Pemanfaztan Teknologl Industri

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian [Lembar Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembar 1 Menguasat dan memahami teknik pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
Negara Republik Indonesia Nomar 5492};
5 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri; z pendidikan Minimal setingkat 51
3 peraturan Gubernur Lampun Nomor 56 Tahun 2019 tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Peran: Kat . .
Daerah pung J g B € ! 8 3. Menguasai dan Memahami Pengoperasian Komputer dan Sistem Internet
Keterkaltan Peralatan/Perlengkapan
Konsuitan/Perusahaan industri, lembaga pelatihan {Universitas, askademi, komunitas & Politeknik) yang berbasis 1 Laptop/PC/Smattphone
spesialisasi, Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri 3 Printer
3 Kamera
a ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana Muts Baku
No. Uraian Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas Wepalo Bidang | Kepala Seksi Tim Kelengk Keterangan
Perindang perindag Kerjasama, Pembangunan Ahll/instansi engkapan Waliu Gutput
"::!1“’“::““ Sumber Daya | Terkait/Dinas
mbang!
Sumber Daya Industrl Kab-Kota
Industn




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Seksi
No. Uraian Keglatan Kepala Dinas sekretarls Dinas Pe:::’;::;’;an Peml::ngunan Tim kdengiapan wakits Output Keterangah
Perindang Perindag Pembangunan Sumber Daya AhlifDinas
Sumbar Daya Industri Terkait/dInas
Industri KabfKota
1 |Menytapkan perumusan kebijakan daerah di fidang 1. Dasar hukum 1 Bulan Draft usulan kebijakan
Pengembangan  dan pemanfaatan  Teknologi Industri 2. laptop
Unggulan Provinsi dan lintas kabupaten/kota. 3, Printer
4. ATK
5. laringan internet
7 |Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengembangan dan 1. Dasar hukum 1 tahun Perjaniian
Pemanfaatan Teknologi Industri Unggulan Provinsi dan lintas 2 La})top Kerjasama/MOU
kabupaten/kota 3. Printer Kemitraan
4. ATK Kontrak
—T. 5. Jaringan internet K
Sosialisasi
Training/Fasilitasi/
Magang
7 |Evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah i Bidang 1. Laptop 1bulan Laporan
pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi  Industri 2. Printer Kajian
Unggulan Provinsi dan lintas kabupaten/kota 3, ATK Pemetaan
4, laringan internet Kurikulurm
Peralatan/
teknologi industri
r-—‘ standar atau
bermutu

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, $.E. M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS] LAMPUNG

11, Cut Mutia No. 25 Gulak Gallk Bandar Lampung
telp ; 0721-461107
Website/Mall; disperindag@lampungprw.go.'rd

Nomar S0P ¥.26.4.1.1

Tg! Pembuatan 01 Oktober 2020

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan November 2020

Disahkan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGAN AN BIDANG KERIASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDUSTRI Nama S0P Pelayanan Verifikas] Teknis dalam Rangka Pernenuhan Komitmen 1U1, 1UI Perubahan, 11 Perluasan,
|UI Kawasan Industri, dan 1U) Perluasan Kawasan industri
Dasar Hukutn Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar L Menguasai dan Memahami Peraturan Perundangan mengenai Perizinan Usaha Industri
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5> peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 107 tahun 2015 tentang lzin Usaha Industri z Pendidikan Minimal setingkat 51
3 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. . . .
3, Menguasai dan Memahami Pengoperasian Komputer dan Sistem Internet
4  Peraturan Menterl Perindustrian Namor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan kzin Perluasan dalarn Kerangka Pelayanan
perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 15 Tahun 2019
tentang Penerbitan 12in Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6 Peraturan Mentri Perindustrian Niemor 45 Tahun 2019 tetang Tata ara Pernberian lzin Usaha Kawasan Industri dan Jzin Periuasan
kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Keterkaltan Peralatan/Perlengkapan
1  Ssistem Informasi Industri Nasional (SliNas) 1. Laptop/PC/Smartphone
2 Printer
3 Kamera
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Verifikasi teknis harus ditakukan maksimal 7 {tujub) hari keria setetah permohonan disampaikan dan dokumen persyaratan lengkap. lika lebity
dari 7 {tujuh} hari kerja, maka perusahaan dianggap talah memenuhi komitmen verifikasi teknis.

Pelaksana tMutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang KepalaSekd | 1™ Verifikasi Keterangan
Perindang Perindag Kerjasama, Pengawasan Teknis Kelengkapan Walau Qutput
Pengawasa, dan
dan Pengendalian
Pembangun
21 Sumber Industri
Daya
Industsi




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Seksi
Kavjasama
Uralan Keglatan Kepala Dinas sekretaris Dinas Nm:"mn dan P:ngaw::a?'dan Tim Vetifikasi Kelengkapan — Output Keterangan
Perindang perindag Pembangutian enge ai an Teknis
Sumbar Days Industr
Industri
Menerima permohonan verifikasi teknis dari pelaku usaha 1, Akun SIINAS 15 menit Print out permohonan
melalui SINas
2. 1M yang belum berlaku
efektif
3, SuratKeterangan dari
Direktur Jenderal Pembina
Kawasan Industsi, bagi
perusahaan yang berlokas!
di luar Kawasan Industri
4. Menyampaikan data
industri
%, Permohonan verlfikasi
teknis
Permahonan verifikasi teknis 15 menit  |Lembar disposisi dan
k kni
Mendisposisi surat permohonan verlfikas) teknls \ dan kelengkapannya yang telah Permohonan verifikasi
digandakan teknis dan
kelengkapannya yang
telah digandakan
isi dan 1 rka k
Memeriksa permohonar verifikasi teknis dan kelenglkapannya :i?;:rh:::r?:erifiiasi e hari ::n: tse!ah ::::f'::z;ﬂ
dan kelengkapannya yang telah
+ digandakan
Berkoordinasi dengan pemohen untuk tanggal verifikasl Jadwal kegiatan 1 hati :::;::;I::: ;Iasnggal
teknis
Membuat Surat Perintah Tugas Verifikasi Teknis Permohanan Verifikasi Teknls 30 menit z::sSurat Perintah
Draft Surat Perintah Tugas 45 menit  |Draft Surat Perintab
Paraf Koordinasi Tugas yang sudah
L/ o B - diparaf




Pelaksana Mutu 8aku
":Pa_'a Bidang | Kepala Seksi
Uraian Keglatan erjasama, pengawasan dan| Tlm Verifikasi Keterangan
L Kepala Dinas Sekretaris OInas |  pgngawasan dan Pegn ndatlan Tekni Kelengkapan Waktu Output
Perindang Perindag Pembangunan e s
Sumbar Days Industri
Industri
Penandatanganan Surat Perintah Tugas Draft Surat Perintah Tugas yang 30 menit  [Surat Perintah Tugas
sudah diparaf yang sudah
\I” ditandatangani
Melaksanakan Pemeriksaan Lapangan dan Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Draft 2 hari BAR yang telah Pelaksanaan verifikasi teknis
Berita Acara Pemeriksaan (BAP] ‘ BAP ditandatangani dilakukan maksimal 7 {tujuh)
hari kerja setelah
penyampaian permohonan
verifikasi teknis dan dokumen
persyaratan lengkap
Mengunggah BAP vang telah ditandatangani  dan BAP yang teizh ditandatangani 1 hari unggahan masuk ke
dokumentasi ke SlINas ¥ dan dokumentasi dalam SlINas
5 hari kerja 135 menit

Disahkan Cleh :
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E.M.S1
NiP. 19610307 193603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

H. Cut Mutia No, 25 Gulak Galik Bandar
Larnpunyg telp : 0721-481107
Waebsite/Mail :
disperindag@lamounenray.ga.id

Nomor SOP

V.26.4.2.1

Tgl Pembuatan

01 Cktober 2020

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kadis Peringustrian dan Perdagangan

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birghrasi R Nomaor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusuran
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomaor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah Provinsi
Lampung;

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1009 tetang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Nama SOP Kerjasama Industrl
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KERIASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDLUSTRI } ndu
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan S Memiliki kernampuan dalam mengelola administrasi kantor
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 2. Menguasai dan Memahami Pengoperasian Komputer,
3. Memahami Peraturan

Keterkaltan

Peralatan/Periengkapan

1 SOP Kerjasama Industri

1.
2z
3

Komputer
Printer
ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilakukan, makasurat masuk dan suratkeluar tidak terkelola dengan baik.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Keglatan KepalaDinas | SekretarisDinas |  Kasubbag KepalaSidang Kasi Kelengkapan Wk Output [(eterangan
Perindang Perindag Umum dan Kerjasama, kerjasama Staf Seksi
Kepeg Feng, , dan dan Ker, asamas‘dan

Pembangunan romeo

Sumber Daya fromosi Invastasi

Industri Investasi Industri

Industri




pelaksana Mutu Baku
Kasubbag Kepala Bidang pel
aksana
U d
No. Uraian Keglatan Kepala Dinas | Sekretaris Dinas h:.:':w::n Per'::::::::im Kasl Kelengk " [keterangan
Perindang Perindag Pembangunan | Kerjasama clengkapan Waktu Qutput
Sumnber Daya dan
Industel Promosi
1 |Mempersiapkan rencana kerjasama IKM yang mempunyai b ata IKM Potensial untuk Smenit | Kerjasama IKM dengan)
otensi untuk dikerjasamakan dengan industri besar i
P ) 8 idikerjasamakan industri besar.
2 |Penyiapan konsep SPT dalam rangka verifikasi dan tinjauan Data IKM Potensial untuk 15 menlt | Draft SPT
lapangan KM yang potensial dikerjasamakan, untuk disiapkan dikerjasamakan
oleh pelaksana
3 |Menerima konsep surat, mempelajar, memberl petunjuk, Konsep Surat 10 menit | Draft SPT
menyerahkan kemnbai ke Kasi Kerjasama
4 |Menyiapkan konsep SPT sesuai petunjuk pimpinan selanjutnya Konsep surat 10 menlt | Draft SPT
memproses penandatanganan
S |Proses penandatangan 5PT Draft SPT 15 menit |SPT
6 |Menyerahkan SPT kepada pelaksana perjalanan dinas untuk 5 menit SPT
verifikast lapangan KM >
7 | petaksanaan Kunjungan Lapangan dan Verifikasi - Data IKM Patensial 30 hari Data terverifikasi
8 |Membuat laporan hasil kunjungan lapangan Konsep laporan pendataan 10 menit |Konsep laporan
1




9 |Menerima konsep laporan, untuk selanjutnya memberikan Konsep laporan pendataan S menit Konsep laporan
petunjuk untuk keglatan teru bisnis

10 |Penyiapan acara temu bisnis IKM dengan industri, koordinasi Konsep Acara 5 menit Acara temu bisnis
dengan stake holder terkait, memberikan petunjuk kepada
pelaksana terkait persiapan acara >

11 |Mempersiapkan pelaksanaan temu bisnis, penjajakan Konsep acara 1 hari Peluang
kerjasama IKM dengan industri kerjasama

12 |Pelaksanaan temu bisnis dan pelaksanaan penandatanganan 1 hari Temu bisnis
kerjasama IKM dengan industri L,

13 [Membuat konsep laparan hasil pelaksanaan untuk diserahkan Konseplaporan 5 menit Laporan Kegiatan
ke Kadis

14 |Membaca, memberikan petunjuk untuk selanjutnya Konsep kegiatan S menit Laporan kegiatan
menyerahian kembali ke Kabid Kerjasama

15 [Menindaklanjuti petunjuk Xadis, pelaksanaan evaluasi Laporan Kegiatan 10 menit | Laporan kegiatan
kegiatan g

32 hari 40 menit

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, 5.E..M.S5i
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS] LAMPUNG

Ji. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Bandar Lampung
telp : 0721-481107
Website/Mail : disperindag@lampungprov.go.id

Nomor SOP v.26.4.3.1

I;j Pembuatan 01 Oktober 2020

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan November 2020

Disahkan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDUSTRI

Nama SOP Pembangunan Sumber Daya Industri Bidang SDM Industri

Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar 1 Menguasal dan Memahami Kebutuhan dan teknik peningkatan akses SDM Industri
MNegara Republik Indonesia Nomor 5492);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri; 2. Pendidikan Minimal setingkat 51
3 i;r:rt:;an Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 1 Menguasai dan Memahami Pengoperasian Komputer dan SistemInternet
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Konsultan/lembaga pelatihan {Universitas, akademl, komunltas & Pollteknik} yang berbasls spesialisasl, 1. Laptop/PC/Smartphone
kompetensi, dan link and match dengan industrl. Dinas terkait. 2. Printer
3 Kamera
4, ATk
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Keglatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas KepalaBidang | KapslaSekd | Tim Ahli/Dinas wetenckanan Wel B Keterangan
Perindang Perindag Kerlasama, Pembangunan| Terkait/Dinas gkapa 2 utput
P::"::”" 42 | Sumber Daya Kab-Kata
5 maangunan tndustr
urnber Deya
Industri
-




Pelaksana Mutu Baku
HKepala Bldang Kepala Seks|
Ke ]
Uratan Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas nﬂﬁ:‘ﬂ’:’“n Pembangunan Tim kel pan Waktu Output Keterangan
Perindang Perindag Pembangunan Sumber Daya AhlifDinas ngka
Sumber Daya Industri Terkaitfdinas
Industri Kab/Kota
Menylapkan perumusan kebijakan daerah di Bidang 1. Dasar hukum 1 Bulan Draft usulan kebijakan
Pembangunan Tenaga Kerja Industri (S0M) dan penggunaan 2. laptop
konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi; 3, Printer
4. ATK
S. laringan Internet
Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bldang :Pembangunan 1. Dasar hukum ltahun |- Perjanjlan
Tenaga Ketja Industri (SDM) dan penggunaan konsultan 2. laptap Kerjasama/MCU
industri untuk Industri unggulan Pravinsi; 3. Printer . Kemtraan
4, ATK - Kontrak
| % Jarlngan internet . SK
- Sosialisasi
- Training/Fasilitasi/
Magang
Evaluast dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang 1. Laptop 1bulan |- Laporan
Pembangunan Tenaga Kerja Industri (SDM) dan penggunaan s 2. Printer - Kajian
konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi; 3. ATK - Pemetaan
4. Jaringan internet - Kurlkulum
- Peralatan/
teknologl industri
,—-—‘ A standar atau
bermutu
- Sertiifikasi
P kompetensi

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, 5.E.,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor SOP

V.26.4.3.1

industd

PROVINSI LAMPUNG Tgl Pembuatan 01 Oktober 2020
JI. Cut Mutia No. 25 Gulak Gailk Bandar Lampung Tgl Revisi
telp : -481107
_p 0721-48 ) Tgl Pengesahan November 2020
Website/Mail : disperindag@lampungprov.go.id -
Disahkan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KERIASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDUSTR Hamae Pembangunan Sumber Daya Industrl Bidang Sumber Daya Alam
Dasar Hulum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian {Lembar Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar 1. Menguasai dan Memahami Jumlah fasilitasi teknis peningkatan akses Sumber Daya Alam
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indanesia Nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri; 2 Pendidikan Minimal setingkat 51
3 !;ea;art:;an Gubernur Larnpung Nemor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 3 Menguasai dan Memahami Pengaperasian Komputer dan Sistem Internet
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Konsultanfiembaga pelatihan {Universitas, akademi, komunitas & Politeknik), Perusahzan , Dinas Instansi 1. Laptop/PC/Smartphone
Terkait dan Dinas yang membidangi Industri Kab/Xota, 2. Printer
3 Kamera
4. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Keglatan KepalaDinas | Sekretaris Dinas Kepalagidang | KepalaSeksi | Tim Ahit/Dinas velongha it Keterangan
Perindang Perindag Kerjasama, Pembangunan | Terkait/Dinas engkapan Waktu Output
"::‘T,"""“' dan Sumber Daya Kabupaten
Fbangunan Industri Kota
Sumber Daya




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Seksi
No. Uraian Kegiatan Kepala Dinas sekretaris Dinas Nx:i:::‘:l';m Pembangunan Tim Kelengkapan Wakty Output Keterangan
Perindang Perindag Perbangunan Sumber Daya Abll/Dinas
Sumber Daya Industri Terkait/dinas
Industri Kab/Kata
1 |Menyiapkan perumusan kebijakan daerah i Bidang Jaminan 1., Dasar hukum 1 Bulan Draft usulan kebijakan
Ketersedigan, Penyaluran, Penggunaan dan Pemanfaatan 2. laptep
Surnber Daya Alam Provinsi untuk bahan baku dan bahan 3, Printer
enetgy industri; 4. ATK
S.  laringan interpet
2 |Pelaksanaan Kebijakan Daersh di Bidang Jaminan 1. Dasar hukum 1tahun Perjanjian
Ketersediaan, Penyaluran, Penggunaan dan Permanfaatan 2. laptop Kerjasama/MOU
Sumber Daya Alam Provinsi untuk bahan baku dan bahan 3. Printer Kernltraan
energy industri; _—J’ 4. ATK Kantrak
B 5. Jaringan internet K
Sosialisasi
Training/Fasilitasi/
Magang
3 |Evaluasi dan pelaparan kebijakan daerah di Bidang Jaminan 1 Laptop I bulan Laporan
Ketersediaan, Penyaluran, Penggunaan dan Pemanfaatan v 2 Printer Kajian
Sumber Daya Alam Pravinsi untuk batan baku dan bahan 3, ATK Pemetaan
energy industri; 4. laringan internet Kurikulum
Peralatan/
teknalogi industri
f-'""-"! A standar atau
bermutu
Sertilfikasi
kompetensi

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, $.E. M.Si

Pembina Utama Madya

NiP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSt LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SEKS| PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
TAHUN 2020




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEROAGANGAN

PROVINSI LAMPUNG

JI. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Bandar Lampung

telp : 0721-481107

Website/Mail : disperindag@lampungprov.go.id

Namor SOP

Tgl Pembuatan Oktober 2020

Tel Revisi

Tgl Pengesahan November 2020

Disahkan oleh

Kadis Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDUSTRI

Mama S0P

Pembangunan Sumber Daya Industri Bidang SDM Industri

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar 1. Menguasai dan Memahami Kebutuhan dan teknik peningkatan akses SDM Industri
Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2015 tentang Perbangunan Sumber Daya Industri: 2 Pendidikan Minimal setingkat 51
3 I;ear:rt:;an Gubernur Lampung Nemor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 3 Menguasai dan Memahami Pengoperasian Komputer dan Sistem Internet
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
Konsultan/lembaga pelatihan (Universitas, akademi, komunitas & Politeknik} yang berbasis spesialisasi, 1. Laptep/PC/Smartphone
kompetensi, dan link and match dengan industri. Dinas terkait. 5. Printer
3. Kamera
4. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan : : . Tim Ahli/Di Keterangan
Kepala Dinas $ekretaris Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi im Ahlt/Dinas Kelengkagan Waldt o nga
Perindang Perindag Kerjasama, Pembangunan| Terkait/Dinas nEkaps au utput
Pengawasa, dan Sumber Daya Kab-Kota
Pembangunan Industri
Sumber Dava

Industri




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Seksi
: 5 . Kerjasama, Keterangan
Uraian Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas |  pencawasan dan Peml;angl;lnan Tim Ketengkapan wakiy Butpet
Perindang Perindag Pembangunan Sumber Daya Ahli/Dinas
Sumber Daya Industri Terkait/dinas
industri Kab/Kota
Menyiapkan perumusan kebijskan daerah di Bidang 1. Dasar hukum 1 Bulan Draft usulan kebijakan
Pembangunan Tenaga Kerja Industri (SDM} dan penggunaan 2. LaPtop
konsultan industri untuk industri unggulan Provinsi; 3. Printer
4. ATK
5. Jaringaninternet
Pelaksanaan Kebijakan Daerab di Bidang :Pembangunan 1. Dasar hukum 1tahun |- Per@an]ian
Tenaga Kerja ndustri (SDM) dan penggunaan konsultan 2. La!atop Kerjasama/MOU
industri untuk industri unggulan Provinsi; 3. Printer . Kemitraan
4. ATK - Kontrak
Lt il 5. Jaringan internet —
- Sosialisasi
- Training/Fasilitasi/
Magang
Evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang 1, Laptop lbulan |- Lanran
Pembangunan Tenaga Kerja Industri {SDM) dan penggunaan 2. Printer -+ Kajian
konsultan industsi untuk industri unggutan Provinsi; 3. ATK - Pemetaan
4. Jaringan internet - Kurikulum
- Peralatan/
teknodogi industri
A r__‘ standar atau
bermutu
- Sertiifikasi
—— kormpetensi

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E.,M.5i

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor 50P

PROVINSI LAMPUNG Tgl Permbuatan Oktober 2020

M. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Bandar Lampung Tef Revisi

telp : 0721-481107 Tgl Pengesahan Nevember 2020

Website/Mail : disperindag@fampungprov.go.d

Disahkan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP Pembangunan Sumber Daya Industri Bidang Sumber Daya Alam

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KERJIASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDUSTRI

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum
1  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 4, Tambahan Lembar 1 Menguasai dan Memahami Jumlah fasilitasi teknis peniingkatan akses Sumber Daya Alam
Negara Republik Indonesia Nomor 5492},
2 Peraturan Pemernntah Republik Indenesia Nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri; 2 Pendidikan Minimal setingkat 51
i s T - ) ‘
3 Ezr:rt:;an Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungs) serta Tata Kerja Perangkat 3. Menguasai dan Memahami Pengoperasian Komputer dan Sistem Internet
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Konsultan/lembaga pelatihan {Universitas, akademi, komunitas & Politeknik), Perusahaan, Dinas Instansi 1 Laptop/PC/Smartphone
Terkait dan Dinas yang membidangi Industri Kab/Kota, 2 Printer
3, Kamera
4, ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang KepalaSeksi | Tim Ahli/Dinas Kelengkapan walkt o Keterangan
Perindang Perindag Kerjasama, Pembangunan| Terkait/Dinas gkapa u utput
’:“‘1"’”' ::" Sumber Daya Kabupaten
embangun
Sumber Industri Kota
Indhuistri




-
Pelaksana Mutu Baku
":::;‘ Bidang Kepala Seksi
H A5Ama,
Uraian Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas | ponoaiacon don Pembangunan Tim Kelengkapan Waktu output Keterangan
Perindang Perindag Pembangunan Sumber Daya Ahli/Dlnas
& Sumber Daya Industri Terkait/dinas
Industri Kab/Kota

Menyiapkan perumusan kebijakan daerah di Bidang Jaminan 1. Dasar hukum 1Bufan Draft usulan kebijakan

Ketersediaan, Penyaluran, Penggunaan dan Pemanfaatan 2. Laptop

Sumber Daya Alam Provinsi untuk bahan baku dan bahan 3, Printer

energy industri; 4. ATK

5. Jaringan intemet

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang  Jaminan 1. Dasar hukum 1 tahun Perjanjian

Ketersediaan, Penyaluran, Penggunaan dan Pemanfaatan 2. Laptop Kerjasama/MOU

Sumber Daya Alam Provinsi untuk bahan baku dan bahan 3, Printer Kemitraan

energy industri; 4.  ATK Kontrak

5. Jaringan internet SK

Sosialisasi
Training/Fasilitasi/
Magang

Evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Jaminan 1. Laptop 1 bulan Laporan

[ Ketersediaan, Penyaluran, Penggunaan dan Pemanfaatan 4 2. Printer Kajian

Sumber Daya Alam Provinsi untuk bahan baku dan bahan 3. ATK Pemetaan

energy industri; 4. Jaringan internet Kurikulum
Peralatan/
teknologi industs]

f_‘;\ standar atau
bermuty
Sertiifikasi
—_— kompetensi

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, 5.E.,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

H. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Bandar Lampung
telp : 0721-481107
Website/Mail : disperindag@lampungprov.go.id

Nomaor SOP

Tgl Pernbuatan

Cktober 2020

Tgt Rewisi

Tgl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kadis Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KERIASAMA, PENGAWASAN, DAN SUMBERDAYA INDUSTRI

Nama SOP

Pembangunan Sumber Daya Industri Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik indonesiz Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar 1 Menguasai dan memahami teknik pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
Negara Republik indonesia Nomor 5492);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri; 2 Pendidikan Minimal setingkat 51
3 EZ:;:M Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 1 Menguasai dan Memahami Pengoperasian Komputer dan Sistem Internet
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Konsultan/Perusahaan Industri, lembaga pelatihan (Universitas, akademi, komunitas & Politeknik) yang berhasis 1. Laptop/PC/Smartphone
spesialisasi, Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri. 2. Printer
3 Kamera
4, ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana Mutu Baku
Nex Uraian Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas KepalaBidang | Kepala Seksi Tim Kelengkapan Waktu Cutput Keterangan
Perindang Perindag Kerjasama, Pembangunan|  AhlifInstans ekap P
P;:.:";a”' dan Sumber Daya | Terkait/Dinas
ngunan .
Sumber Daya Industri Kab-Kota
Industri




Pelaksana Mutu Baku
K:W'a Bidang Kepala Seksi
. e 3
Uraian Kegiatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas Pem"’::::‘ dan | Pembangunan Tim Keleneka Wait outout Keterangan
i i Sumber Daya Ahli/Dinas elengkapan aktu p
Perindang Perindag Pembangunan
Sumber Daya Industsi Terkalt/dinas
Industrl Kab/Kota
Menyiapkan perumusan kebijakan daerah di Bidang 1. Dasar hukum 1 Bufan Draft usulan kebijakan
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi  (ndustri 2, Llaptop
Unggulan Provinsi dan fintas kabupaten/kota. 3. Printer
4. ATK
5. Jatingan internet
Petaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengembangan dan 1. Dasar hukum 1tahun Perjanjian
Pemanfaatan Teknologi Industri Unggulan Provinsi dan lintas 2. Laptop Kerjasama/MOL
kabupaten/kota 3. Printer Kemitraan
| | 4. ATK Kontrak
5. Jaringan internet SK
Sosialisasi
Training/Fasilitasi/
Magang
Evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang 1. Laptop 1 bulan Laporan
Pengembangan  dan Pemanfaatan Teknologi  Industri 2. Printer Kajian
Unggulan Provinsi dan lirntas kabupaten/kota 3. ATK Pemetaan
4. Jaringan internet Kurikulum
Peralatan/
teknologi industri
,—J'——\ standar atau
bermutu

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E.,M.Sj

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MEMFASILITAS| KEMUDAHAN AKSES KEUANGAN BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.5.1.1

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tgl. Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tgl. Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Memfasilitasi Kemudahan Akses Keuangan Bagi Industri Kecil dan
Menengah

SOP MEMFASILITASI KEMUDAHAN AKSES KEUANGAN
BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

w1

. Memiliki kompetensi pengelolaan impor
2. Memiliki kompetensi dibidang pengoperasina program komputer.

Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
Meja, kursi, komputer, brankas, ATK, telepon, mesin tik, kalkulator.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

L




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI
TAHUN 2020




Nomar SOP

V.26.52.1

Tgl. Pembuatan

01 Oktober 2020

November 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tl Revisi
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG Tel. Pengesahan
Disabkan oleh
Nama SOP

Dasar Hukum

Penetapan Industri Unggulan Provinsi

SOP PENETAPAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

-

Kualifikasi Pelaksana

3. Peraturan Mente

Pemerintahan.

| Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemeriniah;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Cabang_dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung

ri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

1. Memiliki kompetensi pengelolaan impor
2. Memiliki kompetensi dibidang pengoperasina program komputer.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Meja, kursi, komputer, brankas, ATK, telepon,mesin tik, kalkulator.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAPORAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG PEMBINAAN INDUSTRI HIJUAU
TAHUN 2020




Nomor SOP

V.26.53.1

Tgl Perbuatan

01 Oktober 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN Tql. Revisi

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
Tyl Pengesahan

November 2020

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama SOP

Pelaporan Kebijakan Daerah Dibidang Pembinaan Industri Hijau

SOP PELAPORAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,

2 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi s L . .
Pemerintahan 1. Memiliki kompetensi pengeiolaan impor
4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 2 Memiliki kompetensi dibidang pengoperasina program komputer.
Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Meja. kursi, komputer, brankas, ATK, telepon,mesin tik, kalkulator.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan




